
BAB II
PE|{EGAKANHUKUM(LAwENFoRCEhdtrNT)

DI KOTA PEKANBARU

?enegakan Hukum oleh Lembaga Kepolisian

Kepolisian NegaraRepubliklndonesia sebagai alet negara yang berperan dalam me melihara

- --;13n dan ketertiban masyarakat, yaitu suatu konciisi dinamis masvarakat sebleai salah satu

- - ::at terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapain,va tuiuln nasional

, _ :itandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban. dan tegaknl'a hukum. Kepolisian iuga

:.rnyai tugas agar terbinanya ketentraman yang me ngandung kemampuan ffcrbina scrta

. 
- 
- .;rbangkan potensi dan kekuatan masyarakat daiam menan,skal. me ncegah' dan m"ran*gulaner

-, : centuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk sang-suan iattlnva 1'ane daprt 6eresahkan

" - -^'|.^t
-.l.NdL.

Dalam melaksanakan tugasnya untuk tegaknya hukum di negara inr, lembagl Kepoiisian

. - ::'- berperan, bahkan barisan paling depan di samping lembaga pcnagak hukum liiitnl'a seperti

" , -,:saan dan Pengadilan. Oleh karena tugas yang ciemikian berat' maka lembaga ini sangat

- --::kan masyarakat agar dalam melaksanakan tugasnva benar-benar maksin-ral sehirgga mampu

- : : ukkan kcplcla masylrakat ilitltwa h uktr rtl ltartts tl i tc rlrtk k lttt.

Scbclum tahun 2000 lcmbaga Kcpolisian masih sttu iltlrp dcnsun Te-t.illtt-a Nlisinrti Indoltcsilt

- schingga dalam rncnjalankan tugasuya harus scstt;.ti dctlglrrr gill'ls i\()lllittlrl"'l \ I st't'rtlrt

, - -:uhan. Oleh karena itu, seringkali terjadi sebelum reformasi tusas-tugas pene gakan hukun-t

-. : :tlaksanakan pihak kepolisian mengalami hambatan birokrasi karena harus disctujur olch

-- _:.do dalamTM. Sejalan dengan kehendak reformasi. clcngan dikcluarkannya Ur'ii'rnl-undatts

]Tahun2002tentangKepolisianNegaraRepubliklndorrcsiascbagaipcrubahallUUNo']tj

.- -:. Lggl tentang Kepolisian Negara Republik Inclonesia ' maka tugas pe negakrn hukum dr



* .', 3rakat sepenuhnya menjadi tugas lembaga Kepolisian'

Dengan demikian, diharapkan lembaga Kepolisian ini dapat melaksanakan fusasn)'a terutama

-: --.rkan hukum secara prof-esional. Indikatornlla adalah rasa ilman dan kctertiL-riin nl-isYat'rkat dapat

. reningkat dengan pembenan tr,rgas ini sccara utuir kcpada 1e mba-sa Kcpolisian iilrpa ada campur

::: iagi dari pihakTNI. Kalau indikator ini beir-irrr te nvujucl dalam mas','arakai aiau malah lebih

-:,-. inaka huus diteliti apa penycbabnya-

- Tugas dan Wervenang KePolisian

Dalambagianini atr<an diuraikanhasil penelitilul padaiembagaKepolisian,vangbeikenaan dengan

; i-::.rgas yang diernban iembaga ini daiam menesakkan hukum. Kalau dilihat clai' .iugas lembaga

-:,: -:sian ini dalam menegakhan hukum di masyarakat sangat luas, nunun dil.m pr:irlitian inl hanya

: - " t:oti beberapa bagian dari tugas kepoiisian tersebr:t. terutama me nvanskut penegakan hukum

-* *. :eirnggaran hukum picl2la di masyaraliat. lrbih spcsitrk lagr h:uri'a mcnl'angkut t'.li iixng ba-saimxna

* 
_ -:a ini menerima dan memproses pelanggaran hukum pidana dr masr arak:rt.

\,ienyangkut dengan masaiah pidana yang ditelitijuea sangat luas. pe ne litian iiir mcmfokuskan

..- . ce berapa tindak pidana yang terjadi ch masy'arakat. Penstiu'a tinclak pidana itu dipcroleh dari

-.- * -. :ng menonjol jumlahnya teqadi di masyarakat, schingga dengan rnemfokuskan penclitian atas

:-.r"napidananini diharapkan nantikesimpulan yarig cliprolch menunjukkan kerrar.npuan pnegakan

-. -:.\angmembatasipadabebempatindakpidanaclimasvantkat. 
Btrkanclenscllrnihtuenslembaga

j :,: .sir.n rni sebagaimana yang cli amanatkan oleh L,indans-undang Kepolisian Republik Indonesia

-: Tlhun 1997 clan dirullah dcltgan UU No. 2,lirlrtrrr ^](X)].

\unun iemikian, sebelum diuraikan iebih lanjut iriuii pene litian pe negakan hukun ole h lembaga

::,- ..>ian pada beberapa kasus tindakpidana yang rcrlacl cii niasyarakat. icrlcbiil cLihulu diuraikarl

"; : :::r wewenang lembaga Kepolisian sebagaimana yang di uraikan pada pasal Pasai i3 UU tentang

* I - ..stin yang menegaskan bahrva tugas pokok Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia

** ia). memeliharakeamanan dan ketertiban mas)'arakat, (b) meneqakkan nukum: dan (c)'

* r*.:":ikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kcpada masl'arakat' Kernudian dalam

L'



*: .i&n&kan tugas pokok tersebut seperti yang diulaikan pada pasal 1-i n,va jusa nienarirbahkan

: : .rsian NegaraRepublikIndonesiabertugas:

a. meiaksanakan pcngaturan, pcnjagaan. pen-qa\\'ai. dan petroliterhadap ke gia:.rn masvu-akat

diur Pemeritnah sesuai kebutuhan:

b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamirt kelmanan. keter-tiban. darl kelancaran,

ialu lintas dijalan;

c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masvarakat. kesaciaran hukum

masyarakat serta ketaatan warga masyarakat tcrhadap hukum dan peratui-rn peiundang-

undangan;

d. turut serta daiam pembinaan hukum nasional:

e. memilihara ketertiban dan menjamin keamanan umum: *t *

f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan:

g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidala sesuai cengan hukum

acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainny'a:

h. menyelenggarakan idenrifikasi kepolisian, keclokteran kepolisian.laboratonunl forensikdan

psikologi kepolisi an untuk kepentingan fug'is kcpo i i sr an :

i. melindungi keselamatan jiwaraga, hartabenda, mas.varakat, dan lingkungan hidup dari

gangguan ketertiban/atau bencara termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan

mcnjunjung tingg hak rsasi manusia:

j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk scmentara sebclum ditans.rni tlle h irrstansi

darVatau Pihak Yaltg bctrvctreng;

k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepe ntingannY'a dalam lingkup

tugas kePolisian;sefia

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan pe raturan pcrundane-u;-tdrnsen.

Tatacarapelaksanaan ketentuan koordinasi, pensawasan, dan pembinaan di:rtui'lebih ianjut

dengan peraturan pemerintah. Kemudian dalam ran-eka me ny'clcnggluitkur tugas scbagliimltnlt tlinraksud
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- ,'am Pasai 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bemenan-s:

a. menerima laporan dari/atau pengaduan;

b. membantu menyelesaikan peiselisihan \\'arga mir-s)'iuLk;-rt ) ang CLprt ntr-ngriu-lggu ketertiban

tx"nun;

mencegah dan menanggulangi tumbuhnya prcny'aki t mllsvarakat.

mengawasi aliran yang dapat menimbulkan pe rpe-cahan at.ru nte nsutcln peratuan dan

kesatuan bangsa;

mengeluarkan peraturan kepolisian dalain lingkup ke*'enansan adminisiiatif kepolisian;

melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian clari tindakan kepolisian dalam rangka

pencegahan;

Ju.

f.

melakukan tidnakan peftama dite mpat keiadian.

mengambil sidikjari dan identias lainnya sefia memotret seseorang;

mencari keterangan dan barang bukti;

menyelen ggarakan Pusat Informas i Kri mi n ai Nas i on al :

mengeluarkan surat izin dar/atau surat keterangan 1'ang drprrlukan dalam iangkapelayanan

masyarakat;

memberikan bantuan pengamanan dalam sidane dan pelaksanaan putusan pengadilan,

kegiatan instansi lain, serta kegiatan masl'arakat:

menerima dan menyimpan barang temLlan ttntttk scmcntlirlt rvaktu:

srlo

h

i.

;
J.

1,
N.

m

Kepolisian Negu'a Rcpublik Indonesie scsuai clcnsrttt [)clilturi.Ilt 1;crrritrlltt:l-uitil:.tttgrttt llrinrtYlt

_ -." eD&r1$i

a. memberikan izin dan mengawasi kegratiur kcnunum urnum dln kcqitilut nli-sy'antllat lainnl'a.

b. menyelengggarakan registrask dan tdentifikasi kendaraan be rmotor:

c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bcn-notor:

d. menerimapemberitahuan tentang kegiatan politik:

e. memberikan izin dar melakukan pcng:i\\ asan scnlata apr. baitan peicdak. ii:rn scnjela tljartt:
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i. memberikan izin operasional dan melakukan pengarvasan terhadap badan usaha di bidang

Jasa pengarnanan;

g memberikan petunjuk, mendidik, dan rneiatih aparat kepoiisian khusus cian petugas

pcngamanan swaku'sa clalam bidang tcknis kcpolisiarr:

h. melakukan kerja sama dengan kepoiisian nesanl lain dalam menf idik dan i-nemberantas

kej ahatan intern asion al ;

r. melakukan pengawixan fungsional kcpolisian tcrhldap oratts astns 1an9 hrlitlt di ivilayair

Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

-. mewakili pemerintah Republiklndonesia dalam organis;si kepolisian inteiiiasional;

k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepoirstan.

*:f,

Tatacarapelaksanaan ketentuan tugas pemberian izin kcramaian umum dln kcgia',rL;-t ntasl'arakat

, - - 
.. .l dratur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian dalam ranska menl'eienggarakan

- _ -, .ebagaimana dimaksud daiam pasal 13 dan I'l cii bidang proses pidana. Kepciisian Negara

' -:.iklndonesiaberwenanguntuk:

a. melak-ukan penangkapan, penahanan, pen ggeledahan. dan penl'itaan :

b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk

kepentin gan PenYi dikan ;

c. nrembawa dan mcnghltchpkun omng kcpadl pcnvitlik tllilltrn rltngklt pcnviririi:tn:

d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan mcnanl'akan scfla memeriksa tanda pengenal

diri;

e. meiatr<ukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. memanggil orang untuk didengar dan dipcriksa scbagai tcnattgkl atau saksr,

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannl'a den-san penleiiks:nn perkara;

h. mengadakanpenghentianpenyidrkan;

i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum:

j. mengajLlkan permintaan secila langsung kcpacla lrcjlblt inligrllsr y'ang lx:tri cllrLng di tclllpltt

11L1



pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk:rencegah atau

menangkalorangyangdisangkamelakukantindakpidana:

k. memberi petunluk dan bantuan penyidikan ke pada penViclik pcea$'ai iicge n sipil serta

rlcncdmahlsil.

I Pelaksanaan Ttrgas dan Wervenang

a. Menerima laporan dan menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan

Berdasarkan tugas dan wewenang yang diamanatkan oleh undang-undamg Kepclisian,lembaga

. . 
=iah 

meiaksanakan tugasnya dalam penelitian ini diuraikan peiaksanaan tucas dan u eu'enang itu oleh

: -.r3ga kepolisian Poltabes Kota Pekanbaru. Khusus cialam melaksanakan rusas dan u ervenang daiam

- .:erima laporan pengaduan masyarakat atas terjadinl''a pelanggaran hukum ataB'i*ndak pidana dan

-.."xukanprosespenyidikansertapenyelidikanataspengaciuantersebutselamatair'-in2001-2002'

Untuk melihat perkembangan pelaksanaan tusas dan \\'e\\'|enang lembaga .e polisian ini' tim

::.;.iritelahbekerjadenganmencaridatadiPoltabesPekanbaru'Data1'angdimaksudadalahjumJah

- 
- - iara pelanggaran hukum pidana atau yang dikenal dengan tindak pidana 1an-e diterirna lembaga

.:oiisian ini kemudian bagaimana lembaga ini merespon laporan dan m:is1'arakat te i:ebut' Data yang

_ *.;f,suddisusun sedemikan rupa sehinggadapardr indenritlkiuijenis tincl:Lk piciiina lpr saja, kemudian

' :. :pa jumlahnya yang diterima selama tahun 200 i dan juga pada tahun 2002'

Dcnganidentifikasi.jumlahtinclakpidlnriniscfiernt-lihlt.jurr.rlrtltnvrti.rrtrllitlthrtnlcfli 
dln2t]02

- --:t dilihat perkembangannya, apakah pada satu tictak pician tcfientu mciigalami ptnambahan atau

:lrknyiitinclakpidarratcrscirut r-Ilcngalanri [)cnLrr.tlr]lrrr. I)cnglirt (icr)lii\lllll ltklttt Ittcttl;-'r'trrle i1 tllttttlrltt'lttt

. 
-_:i masyarakat temyata pada tahun 2001 ada sejumlatr ticlak pidana dan pada jenis tindak pidanan

::.entu mengalamr penambahan dan penurunana, bagi lcrrbasa ini clata te rscbLtt diplit.iuea dijadikan

_ _-.rgai bahan evaluasi. untuk lebih jelasnya perkemba-snan tindak piclanan ter-sebut drpat dilihat pada

-,e idi bawerir ini:
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Tabel 3

Data Kriminslitas Tahun 2001 dan 2002

2001" 2002JENIS GK

ll
!
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:l-)

1
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1
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5

9
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2

I

+

1

0

5

€6

\2

6

9
lI

I

]SS

111111

1T
19

10
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11,1

13E

+-a

101

+

L]
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it
a1
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1

1l

1

ll
3
I

6i
l3

5

9

16

I
l
l
:
I

I

t

1

?

I

t0
5

i9
33

35

I
13

6
11

5
13

16
.1

-l

9
1tIt

I

1

0
6

I

E

?

1

i
it)
I
l5
?

.;

I

-+

-1

I

I

0

0

0

0

367

i6
193

i6)
10

I

-)
l1

l)
11

)-L

1:15

-l
-1

10

:-1

I
12

2

8

2

6

l1

2
0

-)u

10

5

J
'ls

l
T2

6

I

.1.

0
I
I

I

CL]RANMORRODA2
CURANMORRODA'l
CLRAT
CT'RA.S

CI]RBIS

CIJRIDLMKELUARGA
PEMERASAN
PENGANCAMAN
PS{GGELAPA]V
PENIPUAN
PENGRUSAKAN
PENGANIAYAAN
PENGEROYOKAN
PEMBU\(II{AN
PERKOSAAN
CABUL
ZII.IA
LARIKANANAKGADIS
MKAHTANPAIZIN
BUATA RASA TIDAK ENAIV HINA
CEMAR NAMA BAIK
JL]DI
PEI.IYEROBOTANTANA}I
PEMALSUANSTRAT
KEKERASANMUKALN4iJtU
NARKOTIKA
PSYCOTROPIKA
SA]AM
SE}'IPI

KEBAKARAN
KI]I{ACUNAN MAKANAN
TEMUMAYAT
GANTUNG DIRYB UNUTI DIRI

KTTEI{ANCAN PAT-SIJ

FTTNAH
T]PAL

P.A.LSU\4ERK
PERAMPASANHAK
PENADAHAN

1 +.y _r', r13.E7 %

Kasat Reskint Poltabas

Gattg guan Kete rtibart,

Kota Pekctnbant hlei 2003.

CT: Crinirtal Total, CC: Crinirtal (Ke' JPUI
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Data tersebut di atas diperoieh dari Kapoltabes Pekanbanu ivlei 2003 atas nan'13 Kasat Reskim

-:e s Pekanbaru waka : Hengki (AKP.NRP 7 i0I0l+7). Ada {-l jenis tindak prdarra Y'ang terjadi di

- Pekanbaru pada tahun 2001jurnlah tindak pidana vang dite rima aclaiah scbanr rr.ii i .'r37 dan yang

. - - 
_ ses ke Kejaksa an 454. Dengan demikian, nampak bahu'a ada se listh se krtar 9r33 tinciak prdana

*- ; :clum diproses ke lembaga penuntun umum, yaitu Kejakszurn.

Sementara pada tahun 2002 terdapat peningkatan jumlah tindak prdana I'ang terjadi sesuai

-., - l.r data pada Poltabes Kota Pekanbaru, yaitu i..193 dan yang diproses ke Ke-jaksaan han-va 63-1

- . -,,.:ra. Data ini juga menunjukkan bahwa ada seban.vak E59 tindak pidana 1ane.,"k-iun diserahkan ke

: .::qa Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan ke Pen,sadilan-

Dari data tersebut jenis perkara yang belum diajukan ke kejaksaan \ ang teft-'lni'ak jumlahnl'a

. :hpencurianmotoryaitu dan36'/ hanya30yangdiserahkan,pencuriarberatd.r;'i 193hanya59,

" . -: lnan dengan kekerasan dan 165 hanya 33 dan penganial'aan dad 1-15 hanl'a 76 nada tahun 2001.

::.ud1an padatahun 2002jenis perkara yang sama.1'aitu pencurian motordan 288 hanr a 32. pencunan

. -.. dari i93 kasus hanya 59, pencurian dengan kekcrasan dan 165 hanva 33. dan ne,rganial'aan dar-i

-: iasushanyaT6.

Kemudian dari data yang masuk pada tahun 2001-2002 tersebut. tindak prd;na i'an-s paiing

- .r ak jun-rlahnya adalah Curanmor roda dua sebanyak (655), Curat (33.1). Curas (l9l), Penggelapan

: S ), Penipuan (212),Pengiiniayaan (346), Curbis ( l:9), Curannror + (10). Nnriioiikl (91). Clbtrl

- , . Pemerasan (52), dan Kebakafan (42).

Padatahun 2001ciur 2002 tcrdapxtpcningkiliurt jrtrtrlrtlt lxlklil-l lrirllrttrr vrtl)ll It)ir\irk k.'l\rltlrlrt's

- :u dari 44 jenis tindak pidana terdapat 25 jenis kasus yang terdapat pertanbahan;umlah, baik dad

- : .tm ada menjadi ada, maupun pertambfian dari scgijumlah. Paling donlitt;.tn l}cnillgl':rtan.ILttnlalittvrt

:.lah Penggelapan 75 menjadi ll3, Penipuan 74 menjadi 138, Penganiavaan 1'15 men.jadi 201.

,:kotika30 menjadi 6I,Zina I menjach 11, Perkosaan.l0 mcnladi l7.lankan anak q.rdis l3 mcnjadi

--. Pencemaran nama baik 2 menjadi 11, Penyerobotan tanah I 1 menjadi I1 kasus.

Dari data yang n'lasuk dua tahun terakhir terscbut, tindak prdarta r anl palrilr banYrtk tcrjadr
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i:.- 
- -r-.:-n dengan menggunakan sepeda motor atau Curanmor atau roda dua cicngan jurnlah

c,: --'. :k 655, Pencurian Berat atau Curat 334 kasus. Pe ncunan dcngan kckcrastin atali CLlras

.-r -:-:.ius,PenggelapanlEEkasus,Penipuan2l2kasus.Penganialaan3-i6kasus.Pen.-udan

LL;,t,,- -,.:.ssebanyak129kiuLrs,Pcncurianntot()rrodlrctTlplttlitllttCtlt'i.utllttlrtildltcilri)lilsclrlttl-lltk

,-'.:rtika sebanyak 91 kasus, pencabulan atau Cabul46 kasus. Pet-nerasar se banvak 52

" - !,:rakaran sebanyak42 kasus.

: ,- ' ---iun 2001 dan Z}O2terdapat peningkatan junlah pe rkara pidana )'ang masuk ke Poltabes

,*,,.,!--.:::idakpidanapenambahanjumlahperkara.baikyangianiamaupunpenembahandari

;- : :r::riah teqadi. Kasus yang paitng dominan meningkat jumlahnl'a adalah : Pen,leelapan 75

;6- , -:. Penipuan 74 menjadi 138, Penganiayaan 1-l-5 me njadi 201. Narkotika i,0 menjrdi 61,

-- - kasus menjadi ll, Perkosaan l0 menjadi lT kasus.lankan anak gadistil menjadi 24

r , - ::Traran-nama baik 2 menjadi 1l kasus, Penyerobotan tanah 1 I menj adi I1 kasus. Dari

*:-- -.tu yang diperoieh mengenai perkembangan jumlah perkara 1'ang ditenn.ra oie ]r Poitaire s

-,- : -:rai diajukan ke lembaga penuntutan yaitu lemba-ea kejaksaan depai diperoieh gambaran

Tabel;l
Perbandingan Perkara yang Diterima oleh Poltabes Pekattharu

dengan yang Diproses di lxnftaga Keiaksaatt
Tahun 2001-2002

T ahun

200 I

Tehun I D ipros:s

100: I Kck.'i,ks:i:rn

r.387

- 
-- ,.,l.+vr | 0-r+
I

t ol I ttltcs I)ckunbtt rtt 200-l

I 
"'"a 

di atas menunjukkan bahwa prosentase pengajuan perkara,vang dtsampaikan Poital'ies ke

r-:- 
"ksaan 

terjadi peningkatan, yaitu d0i32,l 7o rncnjadi 12,46c7,. Nltmun lrcnirtgkltlrn ilrijrrga

,r, :,::.ambahan jumlah perkarayang ditenma y'aitu dari 1.387 perkarl mc-n-iadi 1.+93 pcrkara,

-:-:eningkatan jumlah kasus yang cliserahkan ke kc.;aksaan untuk dtpt'oses tcrscl)r.ri ilciak dapat

-: :i ffIefliflgkat sebab acla penambahan perkara sebanyak i06 perkara 1'aitu ( i.493 - 1.387)

D iproses

Ke kejaksaan
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:.:karzL Kemudian untgk melihat perkembangan jenis perkara yang di terima dan dl proses di Kejaksaan

':at dilihat data sebagai berikut:
Tabel 5

Perbandingan Jenis Pcrkara yang Dite rima I'ollabcs T-alturt 2001-2il02

No J cnis Perkara Thn. 2()01 'l'h n. 10 0 2 (nuiL,'turtttr)

C uranmor 357 ts8 'l'u r Lr i-l t9

2 Curat r9i 111 -f Lrrun -5 1

3 C uras L 65 121 Turun 38

/1 Penggelapan 15 113 Naik iE

5 Penipuan 11 l3E \ aik 6i.

6 Penganiayaan t0l N aik -i (r

7 C urian biasa ;0 59 Turur ii

8 Curanmor roda emPat 36 i1 I UrUn -

9 N arkotika 30 61 N aik 19

10 Pencabulan 23 li Same

i1 Pemerasan 23 29 Naik 6

I2 Pembunuhan ,1
"1 Sama

13 Pemaisuan tandatangan 1 Naik 6

1t
IJ Pengeroyokan 4 13 Naik 9

r5 Perko saan LO 11 ^ ; t.
d lN

l6 Psikotropika l0 I ^;t,d tN

t'7 Penggelapan 15 1lJ Naik iS

t8 Penipuan '7 1 1iE
t.+-l

\ aik i,-l

\ aik i Il9 Pengrusakan il

'rrber: Poltobcs Pckartlturu 2003.

Dari data cli atas nampak jenis pcrkara 1'ang.;trlrrlaltttr I ttaik. tttrltti ti;.tll s:llllrl. pc|kltl'lt 1'lttrg

-:rlahnya naik terutama jenis perkara; penggelapan. pc-nipuan. pcil-sania\':lan. narkolika, pcrkosaan.

::nerasan, pemalsuan tandatangan, pengeroyokan, pengrusakan. perkosaan. psikotroprka. Scmenlara

- ris perkara yang jumlahnya menurun adalah Cunamor, Curat. Curas, CLrrbis. den Curi rod:t cmpal.

: :nentarajurnlah perkara yang jumlahnya sama adalah pembunuhan dan pencabul:tn.

Reldahnyapcnycrahan pcrkarayangditcrin.laprhak Kc'polisiun kc Kc.jliksluiil i.lnltlk tliptrrst-s
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ruu.l 
'

iiii,,,

,1ru,*;* :€rsan hukum yang berlaku menunjukkan adanya beberapa masalah pada lembaglr ini sehingga

ltntrl, *-, ::li tidak dapat diajukan. Ada beberapa asumsi atau dugaan schingga i"c{adi p.llulllpLl}(al'l

uiiiri;i ..- :':rkara tersebut. Peftutrtu, adanya perkara yang tidak punva br-rktr kuai ialLr trriak cii proscs

i.,i-...l].iIlgl}yilIictttattrpuaItlctttbaglrlc1lolisiall

Llri ----. ie Kejaksaan. Ketiga, adanya upaya damai dan para pihak schrnggr pr-'rk.rl':i lcrscbLit tidak

,- r * ;:: ses sesuai dengan hukum yang berlaku. Asumsi ini akan dicoba dicaii pctlvci'eb t'atls pltstt

r . -- :e neliti sehingga dapai dipreroleh gambuan yang sesungguhn)'a.

F"Ltor lainnya yang mempengaruhi rendahnya jumlah perkara y'an-e diserahkan ke Ke-jaksaan

'r::oses sesuai ciengan hukum yang berlaku adalah karena kekuransan jumlah p--r-sonil pihak

.. r renebut dan luasnya rvilayah hukum yang harus di awasi oleh pcrsonil setiap saiLt. Barangkali

. ,: _ris, sebabjikapersonil kurang sementarajumlah perkzira vang diterima dan nf5$:u-akat sansat

. naka kemampuan manusia yang terbatas akan berpengaruh terhadap kemarnp'-Lrln\'3 untuk

.;.;kan tugasnya sebagai penyidik. Begrtujuga kalau ii'ila1'ah I'ang alian diau'a:r ie ;'lalu lr-ras dan

-:. :tdak disertai dengan transpofiasi yang memadai. maka akan mengaiami kesuliien untuk

,-..i lingkungan.

)i samping pengaruh di atas, juga adafaktor lainnya )'ang tidak kalah pe ntineny ; r aitu kualitas

:::onil Kepolisian. Apakah tenaga yang ada adalah anggota polisi ;'ang direkruit dan rr-ias1,'arakat

.::uk, karena personil yang diterima menjadi polisi adalah mas;-arakat )'anq ie i-i-.aik dari se gi

- , .-al, fisik, dan kemampir;tn manli.jcmcn akan bcrbctlu ciltl'u kcrjunvu cli lrtpltnrt:irt Bc{tlrt itrtl:t

- :enjadi poiisi apakan cukup memadai pendidikan 1'ang drb,:rikan sclatrn mcnllrii calon polisi

:.rhmenjedi polisi apakahcukupmcrlar.lai pcl;.ttiiurn'1o*llttrltlirtvrtttrlritlri'ttkiil)\r'i,rrl.u !ltsilrllts

:e nj adi kur personi I po li si yan g tan,gguh menj al ankan tu gasn )'a.

r. Penonil untuk menangani perkara

Dalam laporan Program kerjaPolres Pekanbaru tahun 2003 (penodc I Januari -31 Desember

3ab II tentang penilaian siruasi serta ancaman Kamtibm:s menggambrrkan situasi situesi kesatuan,

,I kekuatan pcrsonil, nicnjcltskan kckuatan pcrsonrl Poh'cs Pckutiblitrt p:tdu:itt rii llirtrrl l(X)3
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::rpakan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program kerja tahun ajaran 2002 adalah sebagai

f _\uL.

1. PrajuritPolri

Kekuatan Prajurit Pohi aktif adalah 941 orang yang tcrdirr etls:

1). Perwira : 85 orang

2). Binlt-a : 802 orang

3). Tantama: 54 orang

2. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Kekuatan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan kepade lembaga Kepoiisian KotaBesar

a:t: 
',:enbaru adalah 19 orang terd

a. GolonganfV

b. Golongan III

c. Golongantr

d. GolonganI

iri dari:

l0 orang.

3 orang.

1l orang.

5 nr:rno

PrajuritPolri yang telah mengikuti pendidikan kejuruan baru mencapai iebih kui-ang,166 orang.

: :.::ngkan yang telah mengikLrti pendidikan pengembangan :

(a) SESPIM POt- : 2 omng

(b) PriK : 6 orang.

(c) AKPOL :Eorang.

(d) SETUKPA :63 orang.

(e) SEPA : 5 oriing.

(0 SELAPA :lorang.

G) SECABA : 802 orang.

fn) SECATA :54 orang.
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. I Permasalahan dalam Penegakan Hukum di Kepolisian

Dari data yang diperoleh dari aparat kepoiisian Poltabes Kota Pekanbaru meni;n iukkan telah

, -.:_\ a se/rsih penyerahan perkara yang dilaporkan tnasl'a rakttt kcpada le ntIt;ts:t iili t"an! cukttlt

,- _ ,kan hanya sckcdal kurangnya kcmempuan lcmlraga iitr scbagai pcttr cbltbltve. tt-i.rpi.itrq.l lrd;-t

.rn seperti faktorsaranadan prasarana, anggaft1n y'ang kurang me madar dan sebagiilr e. N{rsalnl'a,

_ : \ ang dilaporkan masyarakat adalah delik aduan, seperti kasus e-sttstla. pencenatan nalna

I ilam kasus ini tidak dapat iagi ciiproses sampai ke kejaksaan kalau para pihak te 1ah nre lakukan

:-:.aian, namun kalau delik biasa maka rvalaupun para pihak telah berdamai- proscs hukumnya

"-. :tap jalan sampai ke pengadilan.

Kalau memang adadelikyang dapatdiselesaikan dilembaga ke pollsian tiLnpa harus diserahkan

:,:iStxt seperti delik aduan yaitu pada kasus-kasus a-susila dan p.'ncemarlll nama baik, maka

-. :ertanyaan dengan adanya selsisih perkara yang tidak diserahkan ke kejaksaanelth kepolisian

, i .. 3 lebih dari 700 perkara, apakah semuanya delik aduan? Kalau memanq delik aduan. timbul lagi

- _:... aan berarti banyak perkara a-susila dan pencemaran nama baik di masvarakat setiap tahun.

. -: ;endah moral bangsa ini, karena datanya meningkat settap tahun dan penegakan irukum harus

- *'_.-;m kepadaperbaikan moral, sayangnyapeneiitian ini tidak sampai ntendarelenis ap: ielik prkara

, - :.iak diserahkan kepolisian ke kejaksaan.

Terlepas dari itu, memang kinerja polisi masih kurang dari apa y'ang diharapkai masl'arakat

- - seseluruhan dan hal ini juga diakui aparat kepolisian di lapangan. Kekurangan terscJut misalnl'a

- - - ,--gi personil, idealnya jumiah polisi dengan jumlah penduduk adalah 1 : 200. dalain setiap 200

" _ -luk ada 1 personilpolisi, scmcntara sekarans pcrbandinrltn tcrscbttt sckrtlr I : -100.000 itrr.l.tlltir

, -luk di Indonesia (wawancara dcngan Kapolsek Kota Pe kanbaru. tangs:il 39 Scptcinber 2003).

- tringjurllalir,crsoniljugarnasihkurangcllu'i scgi tingkrrtlx-'rtditilklrtt,lllil\()ll{ils.lr.,t:rlrrlt|tt'strtlil

__ : 
jt adalah tingkat pendidikannya SMU sementara yang bcrpndidrkan S- I san-qxt lci'batas sckali'

Disamping jumlah kekurangan faktor diatas, juga terdapat kckuransln dlii se gi fr"rsilrtls. Salrt

, .-ik setiap kapolsek hanya ada I Lrnit kendraan scpeda motor dan kondrsrn\ a iltill sudrlh Lurattg

. ---jai, sementara tuntutan clilapangan memerlukan kenderaan 1'ans cukup d:in me ni.ldai' Ilal ini

- -:,qaruh dalam operasional, misalnya kalau ada lapor an dari masl'arakat kehilangan -'cpe dl rllotor'

_ 
-_ .mor) yangjumlahnya mendominasi dan selalu meningkat dari tahr.rn ke tahun. bar-linrnl polisi
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-.:an bergerak cepat ke tempat kejadian perkara kalau fasilitas kenderaannya kurang inemadai, tentu

..3r1 rrreril&kan waktu sementara pelaku dengan hitungan detik telah laui keiuar kola rnembawa motor

- -iairnya.

Da6 segi anggaran jugademikian, untuk menibiel'aisctiappcnrclcsailin ptt'klt'.t olch pihak

::olisian sampai diserahkan ke kejaksaan hanva dianggarkan sebesar Rp. i2-5.000. Su-rre flllrra sctiaP

,-.:karayang ditangani kepolisian dalam kegiatan penyeirdikan me nuninkan prsonil m::imal dua orang

--r untuk mengumpulkan barang bukti tidak hanl'a cLrktrp dcngan mcndatlnsi TKP satu kaii saia,

,:kan harus berulang kali barulah cliperoleh baran,q bukti cian alat bukti 1'ane cukup. Bcritu juga kalau

,,:kara Narkoba, untuk memancing pelaku, senng pihak ke polisian me ngeunakan d:ina sendin untuk

.:mbeli narkoba dari pelaku dan kadang juga harus be rulang-ulang ke TKP kemucirln kalau barang

-<ti telah diperoleh, untuk mengetahui secara pesti apakeh trcman,q bctui narkoba den 'rcrmasuk.ienis

-- i harus diiakukan penelitiur di laboratoriumuntuk ini hany'a aciedi laboratorium kcp.disian di Medan

-.:g lebihbaik. Sehingga biaya untuk mengirim berrng bukri ke \4edan dan bral'a larnni a tidak cukup

:i.Iya dengan dana Rp. 125.000 tersebut, agar tugas kcpolisan dapat terlaksana oen3an baik semua

, .,.va itu harus ditanggulangl sendiri.

Oiehkarenaitupenegakan hukumoleh lembagakepolisian masrh mengaluni bei-bagaihambatan,

- .ruk memperoleh kinerja kepolisian yang lebih baik dimua yang alian dalang fakror-f;rktor,vairg menjadi

, :ndala selama ini harus diatasi, kalau kurang harus di tambah. kalau rendah harus ditingkatkan dan

,.iau telah usang harus diganti. Dengan fasilitas yane cukup dan sarana vans Ine madai kinerja kepolisian

..an lebih baik dari kondisi saat ini.

Dalam meninjau pcrmasalahan yang dihircllpi olch Poltlth:s Pc'kltnlrttnt tLtiltt'n P"rle'gilkltn I ittktrrlr

-:r1u ditinjau tugas dan wewenang yang diberikan olch pcraturan_pcrundanc-undanq. Tugas Pokok

?:hisebagaimanayangtercanturrdalamrumusankcputirsanPerrgatrNonr,rt':Kcp/ll/ir,''X/19()lttttttltlrtl

. Jktober IggZ,yangdidasarkan pada Undang-undang No. 2 Tahun 2002 dengan pen) empurniiannya

-:lalui Undang-undang No. I Tahun 1988 serta mempcrhatikan Unclang-undang \o. S 
'l lhun i 997,

:.aka dirumuskan sebagi berikut:

a. Selal<u alat negara penegak hukum. memelihara sefia me ningkatkan tei-tib l-tukum scila

bersama-sama dengan komponen kekuatan pertahanan keamanan nesar-a vang ada dlln

memelihara ketentraman masyarakat dalam rvrlayah negarl1 gLinil l'lle\\'u-;Litlkan keamaniin
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ketertiban masyarakat.

Melaksanakan tugas kepolisian selaku penga)'om dalam memberikan perlindungan dan

pelayanan masyarakat bagi tegaknya ketentLten Pcraturan perundang-undangln.

Membimbilg masyuakiit guna tcrciptiurya kondrsi 1'art:: tttcttt-tttiltttg tcrsclcllt:llir:tll)'ll Llsitllll

dan kegiatan:

1. Pemeliharaan dan peningkatan tertib hukum serta pe mbtnaan kctcltiiaman

masyarakat.

2. Pengayom daiam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada nias;'arakat.

Selaku kekuatan sosial Politik ikut aktif berpe ran dibidang sosiai politik cl:rlam rungka

mengamankan dan mensukseskan perjuangan bagsa dalam mengisi keme i-dekaan sefta

meningkatakan kesejahteraan bagi seiuruh r::k1'at indonesia berdasrkafi .3.,ncasila dan

Undang-Undang dasr 1945.

Menjamin keamanan segala usaha dan kegiatan pelaksanaan tusak selaku alat negara

penegakhukum, pengayom, pelindung dan pembimbing mas,varakat serta sehJ.u kekuatan

sosial.

Melaksanakan tugas iain yang dibebankan oieh perundang-undangan.

Unnrk tahun 2003 tugas Poitabes Kota Pekanbaru difokuskan pada upaya untuk meningkatkan

, 1glayanan masylrilkat prclalui pcntmpilln pcror:ril1ln, pcnlmpilrrn kr'srittlill'l rilrtt fx tt:.ttltllillin

* ::al sefta upaya menciptakan situasi kamtibmas yang mantab dalarn rangka menghadapi knsis

:-. monoter <Jm pemilihan Gubcrnur Riau tahun 2fi)3 den pcntr lu tdtr-rn ltXll. Diirad:rirken clt-llgrul

16" ; --lr1g?n lingkungan masyarakat dan kontijensi yang rnungkin teladi. maka tugas pohes pekanbatu

'llllmim,*' - -03 dirumuskan sebagaiberikut:

.. Bidang Pembangunan Kekuatan

-1. Meiaksanakan pengawasan terhadap jalannya pcmbangunan scrta penataan nlarkas dan

asrama yang tidak terpelihara terutama pada kesatuan dipolsek'

'). Menerimadan mendisttibusikan matcrilbuu untuk ntcttcukulii kcirLrtuhltlt pt:t'.ti;.ttltti Iuttlt
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1

mendukungoperasional polrespekanbaru dalamkrarr*eka pengatrtanan sidang rahunan MPR

2003 dan mensukseskan hasil sidang tahunan MPR 2003'

Mengusulkan pembentukan dua Polsek baru

Memantapkan pcran polse k sebagai u.;ung tonrbak opn--rlsional Poln . tcrlliiirl'ri.t untuk polsck

pada jalur luar kota dan polsek yang ada dalarn kota pekanban-r'

Bidang Pembinaan Kekuatan

Perawatan penonil diarahkan unCI-rk pemenuhan hak dan kesejahteraan pmjunt dalam rangka

lebih menumbuhkan motifasi dan dedikasi pengabdian kepada tugas cian pemenuhan

kewaj i bannya selaku ang-eota poln.

Meningkatkan kemapuan pesonil polri dalam rangka mervujucikafi flostur polri yang

profesional,efektif, efisien, dan modem melalui pengusulan uniuk mengikutipendidikan

kejuruan, dan latihan serta penugasan.

Melaksanakan upayapeningkatan penampilan peroran-san melalur prmbilun sikap mental,

kepribadian, penampi lan fi sik dan kemamp Lran profe s i on al.

Malaksanakan upaya peningkatan penampilan kesatuan melalui prne rlibarr markas komando

dan pembinaan manaj erial.

Melaksanakan upaya untuk meningkatkan operasional melalui pembiriaan sistem. tugas

operasional dan terse lenggaranya operasi -opcrasi kcpol i si an.

Melaksanakan peningkatan pemeliharaan materil untuk mempe ry)i.tn.janr: Lrsia pakai dalam

rangka mendukung opcrasional.

Bidang Operasional

Mendeteksi berbagai kerawanan Kamtibrnas dan kecendrun-qannva untuk scgera

ditanggulangi secaradini agartidatri menjadi ancaman n)'ata. khususnl'a kepada kcpentingan

penciptaan kondisi dalam rangka pengamanan pemilihan Gubemur Riau iahun 1003 dan

Tahaoan Pemiiu tahun 200.1.

h

d.

J.

4-
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Memantapkan pelaksanaan tugas melalui peningkatan kualitas SD},I Poln yang hofesional

dan Proponional yang selalu menjunjung tinggi sr-rpremasi hukum diin ILAM sehingea dapat

memberikan pelayanan sesuai dengan harapan masvarakat setla menlamin keprL:iiur hukum.

Melaksanakan kegratan operasi Kepolisian ,u-an,s diu-ahkan untuk mcndukui-tg suksesnya

Sidang Tahunan MPR 2003 sefta Purna Sidang ?rhunan 2003 secera ;rman. rrrrib, lancar,

dan sukses dengan bentuk:

( 1) Operasi Rutin Kepolisian unnrk menan-egulangi berbagai bentuk sans_euan Kamtibmas

dengan pola keterpaduan operasional dan didukung oleh funssi pcmbin.ran Ce ngan

sasaran Kamtibmas.

(2) Operasi khusus Kepolisian terhadap bentuk-bentuk eaneguan Kamtibn-ies tencntu

yang meresahtrcan masyarakat serta kegiatan iain ,va:rg diperkirakan Cafri? n.reni-bulkan

kerawanan Kamtibmas.

a) Meningkatkan kemampuan operasional didalam ranqka penangsulangan

pengungkapan kejahatan terorganisir dan kejahatan berdimensr baru. ine lalui latihan

pra operasi gelar perkara, geiar opsnal. dan pemantapan lintas sektoi'al .

b) Memantapkandayaoperasionaiyangproaktifdaninofatitfterhadapsegalabentuk

gangguan kamtibmas dalam rangka meninekatkan pelal,anan Polri keplda Masyarakat

melalui kegiatan pembenrukan tim khusus. Ukl. Unit Pelal'anan Masy. ai'akat. forum

Komunikasi Poln dengan masyarakat kclompok slidar kanttibn.rs clan lrrin-lain.

c) Menyiapkan personildan peralat:in dalam pclaksanaan operesi sabi;;rqan clcngan

TNI, latihan bersama dan latihan gancguan'l'Nl scsurii dcrrglrr kcbutirii:iit pctLrn juk

dan arahan pimpinan Polri.

d) Melaksanakan operasi bersih baik pada srat lrclaksanaan olxrasi klrusr.is Kcpolisrur

Maupun pada waktu dan tempat-tempat tertentu sebagar upa)'a unruk menanggulangi

pungli dan tindakan tercela/penyimpang lainnl'a 1'an-e dilakukan oleh anr:gota Poln,

baik yang dilakukan di lapangan maupun praktek-praktek neeatif di pe rkantoran.

e) Meningkatkan upaya koordinasi dan kemitraan antra Depancme n maupun Non



Departemen dalam strukturpcmerintahan, guna lcbih mcningkatklut kcm:.uttpuan

pemecahan masalah, kamtibmas.

f) Peningkatan Sosialsiasi dan koordinasr dengan instansi terkait tentans pelaksanaan

undang-undang Nomor l4lifiLrn 1993 vang drkaitkan clcngrrtt Ge't':,krtn Disiplin

Nasional antara lain melalui dewan kesclamatan lalu lintas. p,:nc-uekkan undang-

undang lalu lintas secar akonsisten dan konsckucn tnffic cnginennr. traffic board

dan lain-lun.

k) Memantapkan penggeiaran visi dan misi Polri yang mampu menjrcl pelindung,

pengayom dan yanmas sesuai dengan strate-ei 1'ang ditetapkan unruk mencapai

keberhasilan pelaksanaan ugas pokok Polri dalam era refonnasi khususnya Poltabes

Pekanbaru dengan cara :
q:l

t) Meningkatkan kerjasama dengan pemko dab BNK (Badan Narkoba Kota)

Pekanbaru dalam mengatasi masaiah-masalah kamtibmas dan j'iairkoba.

(1) Meningkatkan penguasaan, kemahiran dan ketrampilan dbidang hukum serta kemmpuan

taktik danteknik Kepoiisian sesuai tugas pokok, fungsi dan peran Polri dllam pembinaan

Kamtibmas.

(2) Meningkatkan penguasaan dan pemahaman lingkup tugas pokok Poin serta kompctensi

Polri berdasarkan Undang-undang dan penerapannya dalam penugasan.

(3) Mcmantapkan proscdurdan mckanisme pclaksunln tugrls lrcrclisulkun p tLrnitrkikclctllltlttl

yang berlaku.

(4) Mcngembangkaninisiatit'mcnjemputbolar-llrtrncnghittcluristf.ltttlcrttutllirtilx'ltrltlr.s.

(5) Akselari waktu yang cepat, tidak menunda pckeqaan dan tidak mensulur-ulur u'aktu dalam

penyelesaiannya

4). BidangManajemen

Meningkatkan peran aktif Polri dalam koordinasi tcntang kcrvaspadaln pe kil:sltttitn Otonomi
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-,:rra.h dan perjuangan untuk mendapatkan dukungan op€rasional Pohi dari APBD.

5). Tugas -Tugas Satuan Ke{a

a. Bagmin Polres Pekanbaru

1) Bagmin Polres adaiah unsur pembantu Pimpinan dan Staf pada Polres vang befiugas

menyelenggarakan fungsi pcmbinaan pcrsoncl dan pcntbinaan logistrk scril lriiltan dalanl

rangka mendukung pelaksanaan Polres Pekanbaru.

2) Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut dengan memperhatikan pegarahen Kapolres

dan petunjukteknis pembinaan fungsi, Ba-rmin Polres :

a) Menyelenggarakan adminsitrasi personil
*-..t

b) Menyelenggaralian perawatan personil yang meliputi pembinaan rohari. mental

ideologi, tradisi sefia pembinaan jasmani teramsuk upa)'a pen)'aluran dan penf idikan

Iapan gan kerj a dan pelayanan/perawatan keseh atan.

c) Menyelenggarakan pembinaan dan admnistrasi logistik dalam lin-ekungul Polres

Pekanbaru.

d) Menyelengggrakan latihan antar fungsi/satuur, direl pasukan. penalaran dan

ceramah, di rel pasukan dan lain-lain.

e) Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data da:r infonnasi 1'ang n.ien1'angkut

bidang ldministrasi.

f) Menyusun dan mcnyiapkan laporan - 1,,p.,,',,n baik vlrns hclkcnltn ti.rttglttt l-ricllrrlS

administrasi maupun yan g benifat umum-

3) Bagmin Polres dipimpin oleh Kepaia Bagian Administrasi, disingkat Kabagmin, yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kervalibannl'a kcpada Kapolrcs dan dalatn

pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan \\hka Polre s.
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b. Bag Ops Polres Pekanbaru

1) Bag Ops Poires adalah unsur pembantu Pimpinan dan pelaksana staf pada Polres yang

bertuga menyelenggarakan segala ke-sietan dalam rangkat mendukuns komanda dan

pengendalian tcrhaclap pelaksanaan opcrasicln;.iI Pttlrcs lcrtttlsuk pcnvclcttge,rt'lkart

pekedaan staf dalam bidang manajemen opcrasional Poires 1'ang belsifat te rpadu sena

pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan.

2) Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut Bag. Ops melaksanakan .

a) Membina data.Ilnfomrasi yang berkenan dengan pelatrisanaan tugas oper-asional,

termasuk menerima dan menyalurkannya kepada satuan-satuan daiam iingkunqan

- Polres dan kesatuan atasanya.

b) Memantau secara aktif dan terus menerus tentan-q situasi kearfihilan ketertiban

masyarakat dalam rvilaYalmYa-

c) Mendukung pelaksanaan komando dan pengendalian operasionai.

d) Dalam situasi kisis berfungsi sebagai pusat pengendalian krisis.

e) Sebagai badan staf Operasional Poltabes, menl'clenggarakan segaia pekerjaan/

kegiatan staf dalam bidang manajemen operasional khusus alas penvelenggarakan

operasi-operasi khustisnya yang beisifat teryadu baik antu' fungsi opcr.isional maupun

yang secara bersama melibatkan komponen lain dari kekuatan pertahanan keamanan

negara.

f) Mengendalikan pelaksanaan pemben an penolon gan/ prl i n dun gan i bantuan

Kepolisian diin tindakan tempi.rt kcjadiart.

3) Bag Ops Polres Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Bagian Operasi. disingkat Kabag Ops,

yangbertanggungjawabatas pelaksanaan tusas kervajibannva kepada Kapolrcs Pekanbant

dan dalam pelaksanaan tugas sehan-han drkoordinasikan oleh \\'akapolres.

c. Taud Poires Pekanbaru

l) Taud adalah unsur pelayanan pada Polres Pekanl'ranr-r'ang be riugas nte nvelenggarakan
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urusan ketetausahaan di lingkungan Mapolres Pekanbaru.

ll Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut Taud Polres Pekanbaru melaksanakan :

a) Melaksanakan korespondensi, dokumentasi termasuk pcmeliharaannr e d;.in

ketatalaksanaan perkantoran scrta kcarsipatl.

b) Mengaturdan menyiapkan hal-halyane periu untuk menyelenggarakan upacara,

rapat, pertemuan dan lain-lain yang memerlukan pengaturan khusus.

c) Mengusahakur dan mengaturpengglrnaan angkutan pcrumahan. pe|lcngkapan dan

ruangkeda.

d) Melaksanakan pelayanan bagr keperluan penonil yang berkenan dengan kepentingan

dinas.

e) Melaksanakan dinas umsan dalam lainnya yiurg meliputi kcbcnihaffc?an keindahan.

3) Taud dipimpin oleh Kepala Tata Usaha dan Umsan Dalam Poires Pekanbam disingkat

Kataudlolres Pekanbaru yang bertanggung jarvab atas pelaksanaan tugas keri'ajibannya

kepada Kapolres Pekanbaru dan daiam pelaksanaan tusas sehan-han dikoordrnasikan

oleh Wakapolres Pekanbaru.

d. Unit P 3 D Polres Pekanbaru

i) Unit P 3 D adalah unsur pelaksana staf pada Polres Pekanbaru yang bertugas

menyelenggarakan pelayanan pengaduan mlsyaniklt tcntilng pcnvirnplntltn prriirtku cllrn

tindakan Polri dan pembinaan disiplin dan tata teitib tcrmasuk prcn,ramanan iniemi.rl alam

rangka prenegakkan hukum dan pcmuliaan prollsi'

2) Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut dnegan memperhatrkan pengarahan Kapoltabes

PEkanbaru dan petunjuk teknis pembina fungsi. Unit Provost Poltalrcs Pckanblru.

3) P3 DPolresPekanbarudipimpinoleh KepalaUnitP 3 D disingkat KanitP 3 D Polres

Pekanbaru yang bertanggung jawab atas pelaksanan tugas keu'ajibannl'a kepaCa Kapolres

Pekanbaru dan dalam pelaksanaan tugas sehari-han dikoordinasjkan oleh Wakapolres

Pekanbaru,
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e. Urtelematika Polres Pekanbaru

1) tlltelematika adalah unsur pelaksana staf khusus Polres ,vang bertugas menl'ele nggarakan

fungsi kornunikasi, pcngumpulan dan pcn{olrrhert drttu scrlu lrrrvrriilrrr irrf irr"nrrrsi tcnlusrrk

informasi kriminal dan pelayanan muitimedi a.

2) Dalam rangkapelaksanaan tugas tersebut dengan memperhatrkrn penreruh;.rn Kapolrcs

dan petunj uk tekni s pembi n aan fun gsi ul tc I e mati ka :

a) Menyelenggarakan pelayanan komunrkasi dan elektrcnika secara umum.

b) Menyelenggarakan upaya untuk mendektesi dan mengidentifikasj sumber-sumber

ancarnan Kamtibmas. khususnva kriminalitas.

c) Menyelenggarakan pengamanan kedalam tubuh Poltabes ,vang rieTiputi personil,

materiel, informasi/bahan keterangan dan kegiatan terhadap ancaman Jari luar

maupun dari dalam serta menyelenggaralian se_eala kegiaran persaniian.

d) Menyelenggarakan upayapengamanan. Pensa\\'Asan. Perlinduneiin dan prnindakan

terhadapkan orang asing.

e) Menyelenggarakan upaya unh-rk mencegah d.rn menans_suianei tumbuhnva aliran

kepercayaan yang dapat menimbulkan pe rpccahan atau mensancam persatuan dan

kesatuan bangsa.

f) Menyelenggarakan pcngamanan dulirm hicinng Iplcksosburirnrtul, rr.ncr'ilirh kondisi

kriminongen.

g) Mcnyelenggarakan pengaman cian ltngirlr's;.ur lcrlradup lxntudurn. p*riirrsukln.

pengeluaran, penggunaan, pemindahan, pengaliutan, penyimpangan/pnimbunan/

pemilikan, penguasaan, pernindah tanganan/pcnhjbahan. prnbutan clm pcrnusnahan

senjata api, anmunisi dan bahan peledak vang bukan oreanik, TNi cian Polri di

daemhnya.

h) Membantu penyelenggarakan operasi khusus yang diperintahkan kepadanya.
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3) Sat Intelekam dipimpinan oleh Kepala Satuan intelijen dan keamanan, disingkat Kasat

Inteikam yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas keri'ajiban tugas kervajibannya

kepada Kapolres Pekanbaru dan alam pelaksanaan tu-eas sehan-hari dikoordinasikan oleh

wakaoolres Pekanbaru.

f. Satuan Reskrim Polres Pekanbaru

1) SatuanReskimadalah unsurmenyelenggrakan/membina fi-ingsipenl'elidikan dan pen-vidikat

tindakpidana.

2,\ Ddam rangka pelaksanaan tugas tersebut dengan me mperhatrkan pengarahan Kapolres

dan penrnjuk teknis pembinaan, Reksrim :

a) Membenkan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi identifika$'-8

b) Menyelenggarakan fungsi Rekrim, yan g mel i puti :

(1) Kegratan represif Kepolisian melalui upaya penyelidikan dan penl,idrkan tindak

pidana narkotika dan obat berbahaya (narkoba) termasr:k penyuluhan dan

pembinaan dalam rangka pencegah an dan reh abi I i t asi korban/pen val ah gunan

narkoba.

(2) Koordinasi dan Pengawasan Pen yi di k Pe-qarvai Ne gen S i pi1.

c) Melaksanakzur kegiatan administrasioperasional termasuk pcngumpuian, pengolahan

dan penyajiiur datr/informasi yang berkcnaiur dcngan mpck pmbina;m dln pclaksanart

lungsinya tcnnmuk pcnyelcnggaraan Pr-rs:rt Irtlbrnltsi Knmini I

:1) SatRekrim dipimpin oleh Kepala Satuan Rekrim Polre s Pekanbaru 1,ang benanggungiatvab

atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kapolres Pekanbaru dan dalail pelaksanaan

tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Waka Polres Pckanbaru.
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i)

a\

Satuan Narkoba merupakan pemekaran dari Sat Resllim yurg bertanggung jarvab kepada

Kapolres.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut dengan memperhatikan peng:ii-ahan Kapolres

danpetunjukteknispembinaan fungsi' Rcskrim :

a) KeglatanrepresifKepolisianmelaluiupayaprn,velidikandanpcni'idil'antindirkpidana

narkotika dan obat berbahaya (narkoba) tcrmasuk pcttl'uluhan dlrt 1-n-.^ttlbittaan dan

dal am ran gka pen c e g ah an dan reh ab i li tas i ko rb an/po- n 1' al ah gu n aan.

b) Sat Narkoba dipimpin oleh Kepaia satuan Narkoba Polres Pekanbaru yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kervajibannya kepada Kapolres

pekanbaru dan dalampelaksanaan tugas sehari-haii dilioordinasiken oleh Waka

Polres Pekanbaru. -: t

h. Sat Samapta Poltabes Pekanbaru.

1) Sat Samapta adalah unsurpelaksana yang bertugas menl'elenggarakan pengamanan objek

khusus, termasuk pengarnbilan tindakan pertama di tempat kejadian pe rkara dan tindak

pidana ringan sefta pemberdayaan bentuk pengamanan s$'akarsa.

Z) Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan Kapolres Pekanbaru

dan petunjuk teknis pembinaan fungsi Sat Samapta Polres Pekanbaru :

a) Menyelenggarakan fungsiSabhara. yang mclipLn p-njaeeln. pcns'ri',r'liltn. plltroli.

pcngaturan, dan tindakan pcnama ditcmpat kc.jaclian pcrkara (TPI-KP).

b) Membantu mcnyclcnggirakan opcrasi khusus Kcptllisiln vltllg clrir. r-rtttrtllkltrt.

3) Sat Samapta Polres Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Satuan Samapra disingkat Kasat

Samapta yang bcrtanggungjawab kepacla Kapolre s d:,rn dalam pclaksan:"rlttl tllgils scltlri-

hari di koordinas i kan o leh Wakapo lres Pek anb aru'

i. Sat Pamobvit Poltabes Pekanbaru

l) Sat Pamobvit adalah unsur pelaksana yang bertugas mcnvclensqara-kr.n pcngamanan
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ProyeklObjekVital, BIP, karvasan industri yang memerlukan pengamanan khusus.

l) SatPamobvitPolres Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Satuan Pamobvit disingkat Kasat

Pamobvit yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pteiaksanaan tugas sehan-

hari dikoordinasikan olch Wakapolrcs I)ckanbaru.

. Sat Lantas Polres Pekanbaru

l) Sat Lantas Polres Pekanbaru adalah unsur pelaksana pada tingkat Polre s veng bertugrs

menyelenggarakan tugas teknis dalam seluruh rvilayah Polres Pekanbaru.

l) Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut dengan memperhatiklLn p.-ngei'ahan Kapolres

Pekanbaru dan petunjuk teknis pembinaan fungsi Sat Lantas'

a) Menyelenggarakanfungsi lalulintasmeliputi. *'" t

(1) Penegakkan hukumLalu lintas

(2) Pendidikan masyarakat ialu iintas

(3) Enjenenng (PerekaYasaan)

(4) Registrasi / identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor

b) Melaksanakan administrasi operasionaltermasukpengumpuian. pengolahan dan

penyajian data/informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan maupun

pelaksanaan fungsinya.

k. Bag Bina Mitra Polres

1) Bag BinaMitra adalah unsur prelaksana yang bertugas mcnye lenggarakan dln mcngau'ast

Serta mengamhkan pclalisiutiun pCnyuluhan lrtlr-1'lu'ltkat dlut lrittthtltg:.itl I .*ttttrL lxil]!llllllill)llll

swakarsa.

l) Dalam rangka pelaksnaan tugas dengan n-iemperhatrkan pcnlarahan Kapoh'cs Pck:.inbltru

dan petunjukteknis pembinaan fungsi, Bag Bina N1itra-

a) Menyelenggarakan pembinaan Kamtibmas s*'akanl untuk mcmcliliala drrl

menciptakan suasana dan tertib dilingkungan masyarakat tetmasuk mencecah dan

menanggulan gi tumbuhnya penyaki t muyu'akat.

+-{



b) Menyelenggarakan pembinaan potensi masyarakat untuk memelihara serta

meningkatkan situasi dan kondisi mrsyarakat yang mengunrungkan bagi pelal,sanaan

tugas Kepolisian sefta mencegah timbulnya faktor kr-rminosen.

Menyelenggu-akan koordinasi dan kcrla.sama dncsan ()rgiinisirsi,4lacian/instlutsi

didalam dan diluar Polri pada tingkat Nlapolres dalam rangka pelaks:inaan fungsi.

1. Polsek dalam jaj aran Polres Pekanbaru

l) Polsek dalam jajaran Polres Pekanbaru berjumlah 6 Polsek vang bertugas

menyelenggarakan fungsi Utama Kepolisian sehari-hari dalam rangka mervujudkan

Kamtibmas dan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam u'ilar.'ah hukum yang

ditetapkan. *;8

2) Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut dengan memperhatikan penrarahan Kapolres

dan petunjuk teknis pembinaan fungsi yang benangkutan densan Polsek :

a) Melaksanai<an fungsi krimi nalistik lapan gan dal am ranrka lxmbukri an srcara i lmi ah

kasus-kasus kejahatan yang ditangani.

b) Melaksankan kegiatan Patroli termasuk penqaturan. p-njelaan clan p.--ne arvalan

dalam rangka pemel i haraan keaman an dan keterti ban.

c) Penyetidikan dan penyidikan tindak pidana sesuar dengan perarur.m dan hukum y:ing

bcrlaku.

d) Pembinaan kepada masyarakat seba-qai upaya untuk mcndorong kcsadaran dan

ketaatan warga tcrhadap hukurn clan I)cnrturiur scrlir I)ct';ln scllil r|t:ts\':rr'lrklrl rllrllrnr

pengamanan swakarsa.

I Permasalahan yang dihadapi oleh Poltabes Pekanbaru

Dalam melaksanakan tugas atall program ke rja scbagaimana )'ans diillksr-iii rii:rr:rs Poltubcs

- : :punyai masalah-masalah yang terdiri dari :

a. Jumlah kekuatan polri yang kurang cukup dibandingkun dcncan iuas u'rlavLh

c)
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Kekuatan materil, pada umumnya sudah cukup tua usia pakaini'a seirrngga dalam

pengoperasionalnya tidak dapat mencapai hasii yang optimai

Rumah dinas hanya mampu menampung l9 7c seluruh personil polires pekln f ;i-u'

)l samping tersebut diatas permasalahan gangguan Kantibmas secarea globai disebebkan oleh

**:" nal:

:- Situasai dan kondisi diberbagai propinsi ciiindonesia seperti konflik akibat peisoalan suhu

politik, agama,ras/keturunan dan antar golongan berkaitan clengan u'aktu pclaksanaan

tahaPan Pemilu tahun 2004'

: . Perkembangan ilmu pengetahuan darr teknologi khususnya dibidang telekomurrikasi, sehingga

masyarakat pekanbaru dapat mengetahui dengan cepat setiap perisfirta -r'eng tcrjadi

didaerah larn, akibatnya terjadi perubahan terhadap tuntutan hidup 1'ang lebih iinggi serta

dngkahlakuyangsendrunginciividualdanmerosotnvarasakepeduliansosir].

: Dengan dikeluarkannyallU nomor22dan 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah' maka

sentralisasipemerintahdankeuanganakanberalihdanpemenntahpusatkeir:nerintahan

daerah, yaitu ibu kota propinsi dan ibu kota kabupaten'

>xararegionalyangdapatdikategorikarrsebagaikerawankamtibmasadalah:

- Kotapckantranr sebtglri ibu kot:.r propinsi Rilu 1'lng lct:rknt'll strlltcsis schltrr'ii i'ittttt tt'tltsttk

dan pintu keluar bagi tcnaga kcda asing'

:Kotapekanbaruberkcmbangclenganpcsatsclaintltctt.jedtrbuktltl.lLtllrlliilr.jitdlkota

pusat perkantoran, sehingga banyak tenaga kerja pe ndatans 1'ang masuk ke pekanbaru'

ha1 ini perlu upaya awai untuk mencegah benturan sosial'

S"ecarakhususPropinsiRlaugangguanKamtibmasdapatclikelompokkandalamb.-berapahai:

-. Ideologi

:. Berdasarkan tap MPR No. IX tahun 1998, rnaka Pancasila adalah sal"u-sil"ulr)a asas
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dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bcrnegara. Hal ini membuka peluang bagi

kelompok-kelompok kepentingan (parpol/ormas) untuk mencantumkan asas lain yang

langsung atau tidsak iangsung memperkuat khasanah denlokrasi diindone sja.

Kcgiatan ckslrirn akhir-akhir ini sr-rdah mcnatttpltkkan diri scci.lll korl]';i'r t. ilatttl-ilt dapitl

dideteksikegiatan praktek seperti 1'ang dilakukan PKI. pcr-tentangan ilcias. drskotomi,

eksploitasi permasalahan tanah secara tidak proporsronaldan kclnstitusrotlll 1'ltng daplti

mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Sosial Politik

a. Dari 128 partai yang bgerdiri hanya 48 parpol dinl'atakan memenuhi persaratan untuk

dapar ikut serla pemilu 1999 dari 80 parpol sisanl'a lebih kurang fl!:upol vang tidak

menerima dan protes kepada pemerintah.

b. Era reformasi cepat bergulir disegala bidang. me nurnbuhkc-mbangkan c;.sanisasi sosial

kemasyarakatan secara pesat semakin terbuka dan semakin berani melontarkan kritik pada

pemerintah,dan kecendrungan untuk memaksakan kehendak dan nrengarah pada

pelanggaran ketentuanpidana dengan menebarkan opini 1'arr-e dapat ntembutekltken emosi

masa.

c. MunculnyaUndang-undang baru belum sepenuhnya dialiui oleh masyaral.:at darr mahasiswa

karcna ada anggapln blhrva DPR/DPRD sckltrrrnL: pcrtittt.r:ulltn Orck- Brittt vittlrl s;tttg.lrt

kental bau KKN.

3. SosialEkonomi

a. Krissis moneter yang berkepanjangan termasuk densan te lah diburlakukiirtrtl'lt har'ga BBN1

oie4h pemerintah menyebabkan meningkatnya harga scmbako. isu duni:r r.tsaha. tcrjadinl'a

PHK, hal ini dapat dimamfaatkan oleh kelompok tertentu untuk rnenimbuklak ketidak

percayaan pada pemerintah, gangguan keamanan dan melanggar rambu-r-ambu hukum dan

tindakan anarkis.
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Jaringan pengaman sosial yring diarahkan padamcningkatkut kcldrut prngan . ir-,'-nciptakan

lapangan kerja produktif, perlindungan sosial dan pengembanlan usaha kecil dln inenengah.

Hal ini menimbulkan kecurigaan bagi parpol larn terhadap parlai Golkar se'r,i.lsal mane)I

politic dan pcrlu dirvaspadai dalam pcnyaluratltrva kcdrtcralt-drtcrair'

- Sosial Budaya

:. Semakin terbukanya indonesia dibidang panri'isata dan budaya. kitususnva propirtsi tinu

yang banyak memiliki pintu masuk dari negeri, yang makrn melua^snva infcn.:rasi dari dan

keiuarnegeri,ini menimbulkkan masuknya budal'a ming 1'ang trdak sesua deng:: kcpnbadian

bangsa indonesia.

t. Teqadinya kasus-kasus unjukrasadengan motrf tuntutan LJivIR, batas tanahTf.'songan,PHK

sepihak, solidaritas dalam arti sempit yang kegiata,rnya ditumpangi olch kelompok maha-sisu'a

maupun lSMperlu mendapatperhatian unfr:k penenganan )'ang tuntas.

: Jurnlah pengangguran anai<putrs sekolah yang cukup tinggi sebagar akibat d:ur lii'rsis moneter

yang dapat menclorong timbplnya kenakaian remaja.kejahatan dan gengguan l.Lrnnnya.

:. Sumber produksi yang banyak terkonsentrasi diperkotaan terutama daerah B cunded Area

Batam, mendorong arus urbanisasr, sehingga mcndorong masalah pcrunltilln, scktor

inpormal ,benturan budaya yang menimbulkan mmalah sosial. penl'akit mrs'''arakat dan

konflik sosi;.r1.

3. Fanatisme yang sempit, dan penyalahgunaan agama bagi kcpentingan poliiis" dan sikap

saling mencurugai antar umat lrcrag:rma yans drpirt r]tcnghltnctrrklttt ]tltsil 1',,.'itllrllllqtllliltl

dan menghancurkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan.

:. Pesatnya kemajuan informasi menyebabkan derasnl'a ants infonnasi nlclalLri ntcdia cctitk,

audio visual maupun jaringan internet, yang dapat dcngan mr-rdah menrakses filrn sadisme,

pomo dan menggambarkan kehidupan mervah yang dapat mentpenq&uhr kehidupan rtmaja.

\amun di samping sifatnya gangguan, dapat berbentuk ancaman bagi keamanan dan ketertiban
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* . ;rakat, juga dapat dikeiompokkan dalam beberapa hal:

1. Ideolog/Politik

a. Aktifitas Parpol

(l) Sejali memasuki era reformasi, dicialam rvilavah polrcs prkanbu-Lr. tcrdap:li -lS perrril prlitik

baru peserta pemilu tahun i999 )'ang secara sah ditetapkan olch mentn kehaklnlan Rl.

(2) Dengan terpilihnya presiclen dan Wakil presiden dcngan kabinet Gotons Ro1'ong tahun

200 1, agar daPat diantisiPasi.

(3) Kantong-kantong terhadap aktifitas/kegiatan parpol pe serta sidane tahunen \'IPR 2003.

b. Aktivitas tokoh masyarakat, kaum cendikiau'an. dan mahasisr', a.

(1) Masih aduryapermasalahan tanah antara masyu'akat dengan prr-Lrsahaafi-'ftr-kcbunrn diluar

kota pekanbaru yang belum sele sai, kai enba adanya birokrasi 1'ang parlj ang sehingga

penyelesaian memakai r,vaktu yang lama.mereka mendatan-qi kantorDPiiD damn Gubri

yang dapat menimbuikan gangguan kamtibm:s'

(2) Adanya keluhan masyarakat tentang pencemaran limbah prbnk dan r,cbakaran hutan

didaerah riau yang merupakan kebiasaan pihak perkebunan dengan cara membakar

membenihkan limbah perkebunan dan sistim pembuangan limbrh p.ibnk '' -;l s tidak tersedia

dengan baik.

(3) Dampak dari krisis ekonor-ni yang sanqut tlinisukrtn ttle'lt qoltuqrttt rtl:tsr ;it':tkllt lllcllt'llgilh

kebawah yang sangat bcrpengamh teriradap aktiVitas masl'arakat.

(4) Dar-i hal-hai tersebut ciiatas ciijaclikan aisan bagi nrehesisn'a drirt kclorttPoli ccrttlikiarvatt

untukmelakukan unjukrasa ataupun pemyataan srkap vang ditu.lukan melaiuipenida prop.

Riau dan DPRD Prop.Riau.

(5) Kantong-kantong kerarvanan baik kelompok ccndikiau'an Riau .iokoh ltrtsvarakar dan

kelompok mahasiswa yang antara lain sebagai irciikut :

a. Gerakan kekuatan reformasi masyarakat Riau (GKRMR)

b. Kekuatan re formuiRiau (KRR)
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c. Forum Mahasiswa Reformasi Fonnasi )

d. Gerakan mahasisrva universitas Riau (GEMA t\RI )

e. Gerakan MahasiswaPembelaLingkungan (Gembala)

f. Kekuatan Aksi Mahastsrva lvluslirn inclotlcsia (K,\\i\11)

g. Himpunan Mahasiswa Islam fuau (FL\II Rtau)

h. ForumRiau bersatu (Foribet)

f. Kantong-kantong kerarvanan daerah terhadap aktivitas tokoh masl'lrakat Riau,

cendikiawan Riau dan mahasiswaRiau yaitu :

a. Polsek Pekanbaru Kota

b. Polsek Senapelan

c. PolsekLimaPuluh

d. Polsektampan

e. PolsekBukitRaya

f. PolsekRubai.

.-. Kedaulatan Rakyat Riau

l) Sebelum dideklarasikan Kedaulatan Rakr,'at fuau oleh Prof. Dr. Tabrani Rab. 1'ang muncul

dipermukaan baik dikalangan masyarakat Riau, media massa adaiah iencana akan

dideklarlsikannya Ncglra Rilu Merclckl (NRN'{), lr:rk ini bcrttirilt tltcni;r,li tlcklltt';tsi

kedaulatan rakaatRiau disebabkan karena kcgiatan ini sudah tcrcium olch aprrr;i{ kcamanan

dan masyarakat luas menoliik rcncana ini, disltrrtprng kttl'ltllgttvl dttkitllillttt 5{.'i l.l ir!-.lsllll)iln

dan belum adanya konsep yang jelas tentang Riau Vlerdeka. yang ada hanva semangat

yang kuat.

(2) Deklarasi kedaulatan Rakyat Riau yang dilaksanakan oleh Prof. Dr. Trrbnuli Rab dihadapan

+ 30 orang mahasiswa Riau bertempat di kediaman Prof. Dl. Tabrani Rab, tidak

diikuti oleh tokoh-tokoh masyarakat pada saat pencetusan ide Negara R.iau N{erdeka

NRm dilakukan. Hal ini cliiakukan kareita ada paksalan dan kclornpok nr.rititsisu a ltiau

50



untuk membacakan deklarasi Negara Riau lvlerdeka (Konsep mahasisu,a Riau) i'ang isini'a

mengarah pada pembuatan makar, sehingga Prof. Dr. Tabrani Rab meng:imbil keputusan

iranya membicarakan deklarasi kedaulatan rakat Riau untuk menshindaij tuduhan makar.

(3) Dcngan seringnya media massa melansrr bcrita tcnt;-ins lxndapat diLtt 1'xind:i:lgen trllst'u:tkat

secara pribacli baik yang pro maupun y'ang kontra terhadap Kedaulatan Rakvat Riau (KRR),

meskipun telah mendapat bantahan sccara tcgas dari DPRD Pro1l. Riau scbagai badan

legislatif di Provinsi Riau, hal tersebut dapat membas,a opini masvarakiii terutama yang

sakit hati terhadap kebijaksanaan/kepunrsan pemerintah untuk terus mengurtandangkan

KRR sehingga kemungkinan pada suatu saat nanti ada tokoh buu selain Prof. Dr. tabrani

Rab yang tampii sebagai provokator (Tabrani Rab lain) untuk mereahsasikan KRR.

(4) Kantung-Kantung kerawanan terhadap perkembangan Kedaulatarffak.vat Riau baik

perorangan maupun kelompokyaitu antara lain :

(a) Fauzi Khaidir (AnggotaDPRD Tk i Riau/Ke tua DPD PDR Tk. i Riau).

(b) Hj.AzlaniAgus, SH @osen LrIR).

(c) H.Tamrin Nasution (Tokoh Masyarakat).

(d) Idrus Tintin (Ketua Dewan Kesenian Riau).

(e) Wahyu Kurniawan (Ketua Senat IAIN SUSQA)

(f) BahanaLrNRI (pers kampus).

(g) Aklamnsi {.IIR (pcrs kampus).

(h) Gagasan iAIN SUSQA (pers kampus).

(i) Prol'. Dr.'flbrani ltab ('fokoh Nlrtsyat'lklt ).

(5) Kantong-kantong Kerawanan daerah 1'aitu :

(a) Polek Pckanbaru Kota.

(b) Polsek Senapelan.

(c) PolsekLimapuiuh.

(d) PolsekRumbai.

(e) PolsekTampan.
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(f) PolsekBukitraya.

- . Ekonomi

- Tcnaga Kcrja

^ r Dalam sistimekonomi, tenaga kerja seiain sebagu konsurncnjuga bcrtindak seblgu prociusen

yang mengelola bahan mentah, bahan dasar atau bahan baku men jadi barang trirttt sctcnqah

jadi. Oleh karena itu dalam sistem ekonomi Pancasila, tcnaga kcr.1u trdek drprLnJ.ins scbagai

objeknamun dipandang sebagai subjek atau peiaku ekonomi. sehingga dalan hubungan

industrial Pancasila, buruh tidak dipandang sebagai peker.1a. namun dipan.l:ne sebagai

mitra usaha yang menentukan keiangsungan hidup dan perusahaan terse Dut. Faham

kehidupan ekonomi Indonesia ini bila tidak diha;-ati dan ciilaksanakan o1Efi p.Lra pemilik

modaVpengus ah a akan menimbulkan ge.; o1 ali so s i al e kon o m i.

l) Dengan demikian serikat pekerja sebagai rvadah dan badan koiektif dan ienaga kerja

memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan kemampuan profesionlri. etos kerja"

harkat dan martabat pekerja Indonesia, demikian pula sebaliknya bagi mereka 1'ang akan

menghancurkanperekonomian Indonesiaberusaha menguasar *'adah ini dalam kntuk serikat

pekerja tandingan.

3) Pencari kerja dari luar kodya Pekanbaru menjadi rvilay'ah Kota Pekanbaru sebagai tempat

transit. Sebclum bcrangklt kc Mlllysia clln Sinllipunt, hltl ini rltrnltnf'lirtlklur irir-h oiltttll-

orang yang tidak lrertanggung jawab untuk mcngirimkan TKI ilcgal kc N'lrrlaysia dan

Singapura.

1) Kantong-kantong kerawanan terhadap gejolak tenaga kerja 1'aitu :

(a) Polsek Pekanbaru Kota

(b) Polsek Senapelan

(c) PolsekLimapuluh

(d) PolsekRumbai

(e) PolsekTampan
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(f) PolsekBukitRaya

b) Gejolak Ekonomi dan Krisis Moneter.

(1) Krisis moneteryang melandaAsiaTenggar;.r sampai seat ini. khususny a rl.rnc dialami olch

negara lndonesia yang berakibat terjadinya ge.;olak eko_nomi dr seluruh u'i1.r)'ah Indonesia.

Keadaan tersebut sangat berpengaruh terhadap segala sendi kehidupan mas\,arakat terutama

golongan menengah ke barvah.

(2) Situasi Kamtibmas yang dipengaruhi oleh ge3olak ekonomi tersebut dapat iebih buruk bila

ada pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jari,ab memaniaatkan kcadaan dengan

cara menyebarkan issu-issu negatif. Hal tersebut bila tidak diantrsipasi secir,ra profesional

cian terkordinatif dan menimbulkan respon dan masvarakat y ang akhiiirt.r tc{adi unjuk

rasayang menjurus menjadi kerusuhan massai.

(3) Kantong-kantong kerawanan terhadap gejolak ekonomi 1'aitu :

(a) PolsekPekanbaru Kota.

(b) Polsek Senapelan

(c) PolsekLimapuluh

(d) PolsekRumbai

(e) PolsekTampan

(0 Polsck Rukit Rtyt.

3) SosialBudaya

a) Masalah SARA

(2) HeterogenitasmasyiirakatdiKotaPekanbarusiingat tin_r,l.isclringsrsc-r'rnqrcrjadibcntuur-

benturan antar masyarakat yang disebabkan oleh pcrtcntangan Sara. 1,ang scu'uktu-rvaktu

dapat menjadi pemicu timbulnya gejolak massa. Bcbcrapa potcnsi kcreu'anan perlu

diwaspadai saat Sidang Tahunan MPR 2003 adalah scbagai benkut :

(a) Berkembiurgnya solidarius scmpit cLur cmosional 1,an{ di*,ulai olclr lauu'bclakurg
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kesukuan, etnis dan agama.

(b) Berkembangnya issu-issu negatif yang mmih sering mcnlldr kcrcsrftan dan

berakbat timbuinya kerusuhan massal dibeberapa tempat.

: Kantong-kantong kcrawanan masalah sara yeitu :

(a) Polsek Pekanbaru Kota.

(b) Polsek Senapelan

(c) PolsekLimapuluh

(d) PolsekRumbai

(e) PolsekTampan

(0 PolsekBukitRaya.
*-..t

:rTanah

l) Tanah merupakan salah satu objek pembangunan yang san,qat mendasar dan potensial

sehinggaberbagai kepentingan pembangunan nasional yang dapat mengakbatkan terjadinya

sangketa atas penggunaan dan pemanfaatannya. Timbulny'a berbagai kasus sangketa tanah

di Kota Pekanbaru pada umumnya disebabkan oleh berbaeai pcnvelervengan dan atau

manipulasi fungsional yang mempunyai kewenangan atas mengeluarkan surat gantr rug tanah

sehingga terjadinya penyerobotan tanah oleh masyarakat r,ang tidak be nung-eung,jarvab

karenatidak kcterlibatan aparat yang berw'enanq rncngcluarkan surat taneh lcrscbut.

(3) Pcrmasalahan sangkctu tanlh di Kclta Pekanbrrnr y'rrng scrirte tcrr jrrtli irnl.lrir nt;rsvitr;tkitt

dengan pengusaha rcal estate disebabkan terjadinya pcnggandaun sLlnrt.

(4) Dengan ada penyerobotan tanah oleh perusahaan real estate tertcnlu schingga

clirnanfaatkanolch piha[/kelompok-kclompok tcncntu vang trdak [r:rranggung.iau'ab utttuk

menciptakan suatu kondisi yang dapat membahayakan.

(5) Kantong-kantong kerawanan daerah terhadap permasalahan tanah 1'artu :

(a) PolsekRumbai
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(b) PolsekTamPan

(c) PolsekBukitRaYa.

4). BidangHankam

a) Gangguan Keamanan

(2) Gangguan Keamanan khusus dibidang Kanrtibmas y'ang perlu dru'aspadai aclalah kejahata:t

dengan kekerasan baik menggunalian senJ ata taj am maupun se n-1 ata api . karena bentuk

kejahatan ini sangat mempengaruhi derajat ketentraman masr, arakat.

(3) Gangguan keamanan lainnya adalah Sara yang dapat muncui kepennukann dengan berbagat

pemicunya, setiap masalah yang poiensiai bermuatan Sara patut peilu mendapatkan

perhatian khusus dengan peningkatan koordrnasi anlara instansi bark penntah maupun s\r'asta

dan tokoh-tokoh masyarakat.
a...t

b). Jenis-jenis kriminalitas yang perlu diantisipasi pada tahun 1003 adalah sebagai berikut :

(2) Pencurian Kendaraan Bermotor

(3) Pencurian dengan Pemberalan

(4) Pencurian dengan Kekerasan

(5) Kejahatan Narkotika / Psikotropika

(6) Penyelundupan.

(7) Penipuan/Pengelapan

(8) Pcmalsuan Mlta Ulng/Krcdit card dln clokurrtctt lrcrlurg:r Ititttt\';t.

(9) Scngkcta Tanaltaiam clitn Pcngcrusiikrn.

-. Penegakan Hukum oleh Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru

Salah satu agenda retormasi adalah ditegakkannya suprcmasi hukum. Tuntutln ini barangkali

* .:arbelalqangibahlvaselamainihukurn ti<lakditaati olch nrrnl'lulrakat schingsrt nrn[rtli litiitk lxnr ilr:tu'll.

-- ini dapat dilihat dengan adanya istilah-istilah yang mclecehkan hukum (dalarn lua.sy'arakat a$'am).

-salnya singkatan KUHP diplesetkan menjadi "Kusih Llang flubi.s Pcrl:uru ". Prolcsi Pcrtgttt:uru
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.: sebagai "Pejuang yang nnju tak gentar ntentbela tattg bayar". Betperkara letvat

:r;. diplese tkan " Flilartg satu ekor ayart ntgi satu ckor kanfuirtg", dan banvak ieagi istilah-

;: lada intinya merendahkan rvibarva hukum itu.

- :oulnya istilah itu mernang tidak lepas dan pcngamatan m.LS)'arakat lcr-lltdri'r irr-i)scs hukum

rs-;c: selamaini, baikproses perkara di Kejaksaan, Pengadilan, Kepolisiaan. bahkan p-lalisarraan

:-. di birokrasi (pemerintahan). Menurut pengamrtan masyarakat. ixlum scpcnuirnva scsuai

-: 
- :i-nilai keadilan, sehingga timbullah intil;tl't-istilah tersebut.

lrri kondisi hui<um yang seperti ini, siapa sebenarn)'qa penyebab runtuhnva u'iba',r'a hukum iru?

:;k mudah untuk menjawabnya. Sebab, untuk penegaklian hukum mens)'aratkan banyak hal

r:::rgai lembagaterkait sepertiKepoiisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pemerintahan. dan N{asyarakat

- \amun, pada hari pelantikan Jaksa Agung oleh Presicien ivlesau'ati. lembaga Gifut-n diminta

:r:-.rden agarmembuktikan dirinya kepada masyarakat, bukan laagi sebagei "tcmprt transaksi.i

' : terkara". Instruksi seorang presiden terhadap lembaga ini tentu bukan tanpa bLrkt,.

Hai ini dialiui oleh lembaga Kejaksaan itu sendiri )'ang men)'cbutkan me mans di ientbaga itu

:-:saksi/dagang perkara, namun tidak semua pejabat Kejaksaan melakukan itu. Pengakuan ini

-:;ian sikap kesatria di tengah banyaknya orang menc;lri "kambins hitam" atas kesalahan yang

-iannya. Namun apakah dengan pengakuan ini dapat dikatalian lembaea Kejaksaan penyebab

-:r'a wibawa hukum selama ini?

- Sejarah Kejaksaan

Daliun literatur bahasa asing, khususnya bahasa lnggris, scjudt dirty'ltuklut ticnguri k.;lrr "/./rs/url

;i" - dan Genealogy". Sesungguhnya asal kata tersebut berasal dari bahasa Yunanr. ,','attu Historia

rl;; - .tempunyal afti hasilpenelitian. Menurut seorang ahli Sosiologi hukr-rm Indoncsia. 1 :.ritu Prof. Dr

,lrL :* lrro Soekanto, SH, MA pengertian sejarah dinyatakan sebagai berikut:

"Di satu pihak sejarah dapat diartikan sebagai rirvayat dari kejadian-kejadian, r aitu suatu

penyajian dari kejadian-kejadian tersebut. Selain dari pada itu sejarah merupakan surtu buku r rng
berisikan riwayat dari suatu bangsa, nasyarakat atau kelompok sosial tertentu. Sejr.r-ih luga
merupakan penulisan seclra sistematis dari gejala-gcjala tertenlu \an,r br-rnr-nirrruh le rl',.rJ.tp

suatu bengsa, suatu lembaga atau kclornpok sosial yeng bi.rs;rn_r'a discrtrti dr-nr:1n strltlLt pcrt.jcl.i'lr.l
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mengcnai sebab-sebab timbulnya gejala-gcjall tcrscbut. i'cndcknva scjar;ih l,.lrtllit ptrtcrtetan

yang bersifat deskriptif dan interpretatif, mengenai ke_;adian- ke.ladian I'ang dialami oleh rlenusia

ada masa-masa lampau yang ada hubungannya dengan masa kini".

Dalam mcmpcliljlui sc1amh, tcrutamasejanih hLrkum, kiranvu tllprtt dililrlt cl;.tl;.r;l prtieto sanll)utiln

---. pengarahan dalam Simposium Scjarah FIukLrm di Jakarta tanggal l-3 .'\prii l!)f 5 olclt Nlcrttri

' ::,ekiman R.i yang berbunyi sebagai berikut:

"Perbincangan scjlrlh hukum mcrupakan urti pcntin-u dalultr rutrtgk;t pcntlritt:uirt lrukttltt

nasional, oleh karena usaha pembinaan hukum tidak saja memcrlukan bahan-bahlr ientang

perkembangan hukum masa kini saja, akan tetapi juga bahan-bahan mengenai perkemt angan masa

lampau. Melalui sejarah hukum kita akan mampu menjajagi berbagai aspek hukum Indonesia pada

masa yang lalu, hal mana akan dapat bantuan kepada kita untuk memahami kaidah-kaidah hukum

serta institusi-institusi hukum yang ada dervasa ini daiam masvarakrt bangsa kita".

Di samping uraian tentang sejarah hukum sebagai mana ditegaskan pade bag:iiterd:rhulu, kiranva

'---diketahuibahwasejarahKejaksaan 
Republiklndonesiabukanhanyaberisitentang.liianologisataupun

' : rstruksi pada masa kiru dan mengenai pengalaman-pengalaman di masa silam vanc tidak mungkin

* ;::balikanlagi.

Selama lima windu perjalanan sejarah Kejaksaan Republik Indonesia iru menuniukarl data serta

- :::irva-peristiwa yang merupakan pengalaman sefia pelajaran bertrarga di u'aktu )'ang lalu yang dapat

- .=ifaatkan sebagai bahan untuk lebih meningkatkan iagi dan men)'empumakan presitsi-prestr.sinya

:,. positif. Juga meniadakan atau setidak-tidaknya men-surangi hal-hal )'ang masih belum memuaskan

-: xrjuangan dan gerak langkahnya di masa kini dr'n masa akln datanq.

* I Pengertian Jaksa dari Sudut Iitimologi ll:rhasa

Sebelum melangkah lebih jauh dalam pembahasan selanjutnya, kiranya perlu ciiketahui tentang

r:-:3rtian jaksaitusendiri. Jak.saatau Yclsnberasal dankatalndia.Gcllu'rtudilririoncsindibcrikart

::r- - pejabat yang sehlum pengaruh hukum Hindu maisuk Indonesia. sudah biasa melakukan pekeriaan

-- _t sama. Dalam sisi yang lain, menurut pandangan pemikiran cendikiari an Kc-1aksaan, yaitu Dr.

*-:rodji, menjelaskan bahwa kata Jaksa berasal den bahasa sanskerta 1'an,e berani "Pengarvas"
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-."-,:endent) atau pengawas soal-soal kemasyarakatan. Kemudian sesuai dengan lampiran Surat

; .an Jaksa Agung RI Thhun 1978 menyatakan bah*'a Jaksa merupakan asal kata dan " Selokn

r- ---1.ii,y Wicakstma" yang merupakan landasrn jirr a dan rlihan crta-cita sctiap \\ arg:r Adhi,aksa

*:::Dunlai arti sena makna scbagai bcrikLrt:

S.{TYA,kesetiaanyangbersumberdarirasajujur, baiktei'hadapTuhan\ine\4ahaEsa.terhadap

:n: :adi dan keluarga maupun sesama manusia.

.LDHI, kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utarna pemilikan rasa iar,ggung jarvab

:::adap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama.

II'ICAKSANA, bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnl'a dalam p-nerapannya

,.rrn dan kewenagannya.

*-. t

Demikianlah beberapa konsep pengertian ditinjau dari sudut etimologr bahasa. khususnya

: :rai asal-usul perkataan atau sebutanjaksa yang bersumber dari bahasa sankseker,a atau bahasa

- -{uno (Jawa Kawi). Dalam bahasa Inggris, Jaksa merupakan Public Proseurtor (Jlksa Umum

. .isa Biasa), Jaksa Agung(Attonrc1- General), Kantor Kejaksaan ( Of|ica o.f u Publi, Prosacutor

. "ice of Council for the Prosecutiom).

Di samping itu, perlu diketahui bahwa di Inggrs ada tiga macamjaka .yuttt Pulslic Prosea$or

.. Prosecutor dan Prosecotor by Private Citizen artd Bodies. Di Amerika Senkat istilah

,i,ir,,*r, ---:rrtiktn sebagai Di.stric Anonrc1,. Sebab, sconng jaksa dipilih olch mlsvlnrkut cir ililrm sulttt

iuuu 
* '. atau daerah. Jadi, status tersebut diartikan sebagai Jaksa Daerah (Ilham Gunar,, i,n. 1936:26).

),*' :,:l demikina, menjadijcks bahwajika ditinjau dad sudr"rt ctimologi baha-sa utuLr :tsrrl-irsril pt'r'katruut

,-l,rri,,,- * :ampaknya memang sangat luas pengertiannya. Oleh karcna itu, bagi para pcmbaca vtng memang

.mr - *, oerminat dengan asal-usul perkataan jaksa ditinjau dari sudut etimologi bahasa. agakni li pcrlusckaii

iru ^ -ian upaya penelitian dari berbagai bahasa, dengan maksud agu'dapat lcbr h b.rn-r r'i ircn gungkap

Llu' ---.3 peranan dasn kekuasaan jaksa. Hal ini pcnting asarcakrar,r'ala inf ormasi rirrieh dupal semakin

ru,:**-:.ibah dan berkemban s.
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f,- 3 Kekuasaan Kejaksaan Masa Pemerintahan Kerajaan Indonesia

Setelah membicarakan pengertian jaksa ditinjau dari sudut etimologi Lrahasa, kiranya perlu

;:k mengungkap dan mengupas mengenai kekuasaan kervenangan aparai kejaksaan beserta para

;sanya clalam mclaksanakan tugas dimasa pcmcrintahun kcriilaan. LJraian tlcttgctr-ti se'-ilrr;.tlt Pctlctlltk

:*..um khususnya yang dilatriukan aparat kerajaan Majapahit dan Maluam. Adapun meneenai pemilihan

_r--:. kerajaan tersebut kiranya dilandasi oleh pertimbangan tenentu yaitu dinilai dari kcrnrtmpuun dur

,rjan itu terutama dalam menguasai wilayah geopolitiknya ketia masa dahulu kala.

Kekuasaan tersebut istimewa melekat dan dimiliki oieh kerajam terkuat di u'ila1 nh asia tenggara

r-:lika itu, yaitu kerajaan Majapahit dan kerjaan Mataram. Namun demikian . juga tidak menyampingkan

;€ranan penegakhukum yang dilakukan oleh aparat kerajaar Singasari maupun pada dinir-sti di kesultanan

l.:ebon . mengenai peranan sejarah penegak hukum oleh aparat kejaksaan pad*liasamya sangat

-.:nting, sebagaimana sambutan Jaksa Agung R.I. han Suharto. SFI pada panitia pe n5'usunan dan

?:nyempurnaan Kejaksaan Republik Indonesia (1945-1985), yang antara larn mene gaskan bahrva

lam laju pe{alanan sejarah selama lima windu Kejaksaan Republik Indonesia, teiah banyak dipetik

:engalaman-pengalaman dan diperoieh pelajaran-pelajaran dalam be rkiprah untuk melaksanakn tugas

-'erta kewajiban yang dipercayakan negara, nusa dan bangsa kepadanya.

Dengan bekal pengalaman-pengalaman dan pela.laran-pelajaran berharga dari kumn u'aktu selama

--nawindutadi sayamengharaapkan.seluruh jajajran Kejaksaan Repubiik Indonesia akan dapat lebih

:eningkatkan kemampuan profesionalnya scrtr mcmpcrliplt- glrnclttkan PfL'stllsi-irf(:strtsitlylt cl:tlltm

*."ha-usaha pemerintah dan masyarakat untuk meu'ujudkan tujuan nasional scbagaimana yang telah

: :anskan oleh clan dilanclaskal kcpada Pancasila cllrl"Llrtdang-uttr-lrtttg l)rrs;tr' lt)-f -5 pcl ltt clislttllrri

o:enuhnyabahwa setiap kurun waktu memiliki hikmah serta tantangannva sendrd-sendiri dan oleh

r-::enan]? memerlukan kesigapan , keluwesan'disamping sikap tanggap dan tangguh daii p;l-a pcnegak

: -kum pada umurnnya sefta seluruh jajaran Kejaksaan Republik indonesia khususnya.

a. Masa Kerajaan MajaPahit

Dari khazanah perbendaharaan sejarah di tanah air dan be rbagai disiphn ilmu yang lain, telah
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oleh para ahli dalam bidang masing-masing bahrva di zaman bahari suku-suku bangsa

nnesiatelah memiliki kebudayaan yang cukup tinggi serta sistem peradilan yanb mernrdai dengan

wr:asi dan kondisi pada masing-masing lingk'ungannya. Berdasarkan data sejarah nasional di zaman

rr"::ilan Ilinclu-Jawa cli JawaTiprur , yaitu kcrajaan Mujapuhrt, tclalt rttcrtttttjukrrri ltaltu rr rrLLt l>cbcrltlxt

Faran di negara tersebut yang dinamakan Dhyaksa, Adhyaksa dan Dharmadvaksa. Kctige istilah

m-rebut berasal dari bahasa jawa kuno atau bahasa Sansekerta.

Peranan kejaksaan telah dikenal sejak dahulu oleh masyarakat Indoncsta kuno. Dalam masa

he*Lrasaan kerajaan Majapahit, Gajah Mada sebagai Majapahitjuga mempunyai kedudukan sebagai

gnua negara atau Raja Jaksa, yang tugasnya mengawasi pelaksanaan undang-undang Raj a atau Shiti

ir:e4dran. Dalam hal ini Gajahmada harus menyusun suatu rencana dalam soal sengketa \'3ng penting.

[r-:in tersebut dapat dilihat dalam buku pedoman pelajaran tata hukum Indonesia, 6]J?r Kusumadi

Wuc;osewojo yang menyatakan diantara kitab-kitab hukum yang terdapat dari abad-abad dahulu itu

i@g lehrapa yang disebut oleh para sarjana seperti Prof. Krom dalam bukunl'a "Hindoe - Javaansche

(iruhiedenis" dan Prof. Van Vollen Hoven dalam bukunya Adath Recth, jilid II.

Sebuah kitab hukum bernama "Hukum Gajah Nlada". Gajah mada adlah pepatih n€gara

Ufi4:apahit dari tahun 1331-1364. Orang kuat ini sebagai Adhyaksa (1aksa) men.velenggarakan segala

\arendran, (Undang-undang Raja) dan sebagai Asthapadha Raja membrikan lapom pada segala

.ilan perkara-perkara yang sulit dan atas usahanya tersusunlah semua piagam-piagam perihal yang

:el pada masa itu berupa kitab hukum, yang disebut kitab hukum Cajah \Ilrda.

Menuurutpenjelasan Dr. W.F. Stuterheim, dalam karyanya Het Hindoeisme In Den Archipel,

iatakan bahwa Dhyaksa aclalah pcjabat ncgara di zluurt kcrjaan lr4ljtplhit. kctikr rtdrt iliblrvalt

Esaan Prabu HayamWuruk (1350-1389), yang dibebani tugas untuk menangani masalah-masalah

:!an di bawah pimpinan dan pengawasan Mahapatih Gljahmada. Dari ketcrangan terscbut dapat

I kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan Dhyaksa adalaliHakim Pengadilan, sedangkan

lisaHakimtertinggi, yang memimpin dan mengawasi paraDh;-aksa. Dengan demikian Adhyaksa

ja sebagai pengawas (Opzichter) atau Hakim Tertinggi (Opperechter).

Selanjutnya tugas Gajahmada daiam urusan penegakan hukum bukan hanva sekcdar bertindak
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,-:nyaksa, akan tetapi menjalankan juga sgala pcraturan Raja atau Shiti Narendran, darn

:: perkara-perkara sulit ke pengadilan. Jadi tugas yang disebut terakhir mirip dengan tugas

,ku penyerah perkara pada dewasa tni. Dari para Adhyaksa itu dan dari Dhyaksa dituntut

- -. dan keahlian dalam kitab hukum Hindu Kuno yang ssudah diakui oleh hukum adat dan sesuai

:irasaan atau pendapat para rohaniawansefia paracendikiawan yang mendampingi paraDyaksa

, -:bungan dengan hal tersebut, pengertian Dhyarksa aclnlah sebagai pengawas tadi (L.

,:sito, 1978:13).

:,:mLrclian pada zaman kerajaan Majapahit maupun kerjaan Singosari dalam abad ke XIII,

I -.npingi oleh Dharmadyaksa yaitLr yang melaksanakan tLlgas dalam urusat1 agiima Sayiwa dan

. )rsamping sebagai petugas dalam bidang keagamaitn, Dharrnaclyaksa mcmpunyai tiga pngentitn

- - --lrrksunuk tLrglsnya, ylttttt : ,-" *

-, Scbagli pcngawas tcrlinggi clar-i ltckilyarttl sttci (Strllcrintcnclcnt)

Scbagai pcltguwi,ts tcrlirrggi tlltlltttt Lll'Ltsltll kc1-rt'cltyaatl (Rcligic) 
|

.\cla1tul tugus-tugus l)hurrrilclyaksa clalanr ltirlang kcugarrtaan baik clltlartt agatllll Syirva llliltlPLlll

rllllr. ;rasipg-rnnsipg clisc[ut l)hulrr1r cllt;'aksu ling kcccccrvn ciatt I)hlt'tttadltval'slt t-irlg liasOgattrtt

iii,", \luharnrnad Yar-nin. Sapta Prawa: 201). Patla abad ko XIX, di Bali, dikete rttukan scbuah kitab

iLLi, " - .:rno yang bemarna agama. Isi bLrku ini terdiri dari clari peraturan-pcraluran hr"rkum pidana dan

ultititi:- : >e clikit memuat peraturan-peraturan hukum pidana dan hanya sedikit memuat lrcrattrran-peraturan

1 , , -, pcrdata, yans merupakan kompilasi dari pcratut'nn-1-reratltran hukum vang bcrlaku di Malawa,

' - _- .'"ln cliscbut scbagai Malawaclharnasastrit ittatt Kttntat'aclhalmasastra.

Scbagai clari isi buku lgama tacli telah cliatur aglu'clapat di sesuaikan dengan keperh:an rakyat

, ' *-..rs),arakar cli .la* a pacla waktLr itLr yang bcrbahsa Jau,a kuno. DiPcrkirakan kitab ini berasal dari

.,:rhit cli z16irn kckr-rasaan Prabu Rujasa atau Iliiyant Wtrruk, yang clipcrgtinltklttl sebagaisalah

,.:l2Lr liul<urn yang mcngikat keralaan Muilr.pelrit ciatt scgctlap wiu'ganva tanpil llanclitng bulu.

- - .:11 berhsa sansckefla kata ligama ciiartikan scbagai pe ngctahtran, Adlrt atau Ajaran. Namun demikian
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--run diperguniikan sebagaijLrdul kitab peraturan-peraturan hukum Maladlrarmasastra yang

:.i: isinya telah disadur.

\\'alaupun urusan peradilan ditangani oleh paraDhyaksa dengan didampingi para Cendikiawan

:.:: Rohaniawan di bawah pimpinan dan pengawasan tertinggi Gajahmada selaku Adhyaksa,

\-rnuanya ada dibawah perintah Sang Prabu Hayam Wuruk. Oleh karena kesibukannya dalam

.: remerintahan, ada kalanya tidak sempat menghadiri peradilan. Agar selalu dapat mengikuti

u; .:r, kemr,rdia PrabLr Hayam Wun"rk mengutLls kemenakannya senfiri yaitu Wirakramawardhana,

- .r akil Raja dalam urusan peradilari atau Crinarendradhipa.

\amun demikian tidak semua putLlsan peradilan dalam perkara pidana dijatuhkan oleh para

-r.s.l. Mengenai dusta, corah ataLl pencLrrian dan tatayi, me rupakan tindak pidana-pidalta yang

, : tlcngiur piclunu nt"rrti cli.jutLrhkan scndiri olcli PI'llttt I lltyarr Wtrnrk. Ptrrltr dike'tlrlttti brrh*'a dustlt

- ,:.rh ntasing-masing acln tujuh.icnis. Dlri kctujLrh dusta harryn tiga yang cliancrtttr muti, yaitLt

,.ruhun atau mcnyunrh pcmbunuhun atau rnclLrkai oraltg yang ticlak ircrdosa. Drrri kclLriLrh corltlt

, Colah) ltau tuiuh.jcrris pcncur-ian, hanya sltu yang rliuncurr ltidana pcncttt-iutt yaittr ciirvakttr

- Sclain itu, acll tatayr kc.iultirtall yalrg sclurultrtyu aclit ctt-uttt.icnis, lrcrupa tlclttbltkat'runlah,

- .. ri scsanranr nrarrrrsia, rlclrcnung scslrllir rrurrtrrsilt, ttrcngltnrttlt. ttrcnfltnah clltn ntctrtsltl< kchormatan

rrri ,,, * Disarnping itu nrcniclLu'i istcri olang lain-juga clapat clikcnakart pidanit rnati (Slarnct Muliana,

il,q_ l5)

Dari uraian tersebut diipat dilihat bahwa Aclhyaksa merupakan Dhyaksa yang tcrtinggi. Di

till- .:.,lit paraDhyaksadikoordinasikan dan dipirnpin langsungoleh Mahapatih Gajahrnada. lvlahapatill

mnr 
* ::tang tokoh yang lr-rar biasa cakap dan serba bisa. Selain itu Gajahmada pandai dalam menangani

nm,- - *h politik, megclola pernerintahan dan ahli siasat serta Adhyaksa. Dia juga sebagui penyusun

.-;rirrgarr-r liuhuni yang clikcnalnyl Patla zanlur itu. tlcngan nartta kitalr Itukunt Cljaltrrtadlt. Pacllt

r- - .iu. pcnggrrnaan istilah Dharnraclyksa aclalah tlct'upakan sebutan utltltk pe nasihlt Raja, yang

' sgung .jarvab terhaclap kekayiran atau hlrla irencla sLrci cliiri kera.;aan serta tll'tlsan-urllsan

,, r.-: sLlcl.
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Kemr-rdian kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1478 dalam masa pemerintahan B.R.E.

f,erthabumi, yaitu setelah mengalami berbagai kesulitan intern yang tidak dapat diatasi sehingga tidak

:arrlpu menghadapi serangan dari Demak. Namun demikian peranan Dhyaksa sebagaimana yang berlaku

:zaman Majapahit tidak lenyap begitu saja, bahkan dikerajaan Mataram pada abad ke XVII yang

:enganut agama isalam, sisa-sisa pengaruhnya masih ada, sebagaimana nampak dalam sistem peradilan

:erdata ada padu yang diterapkannya. (R.A. Kern, 1912:82).

Di samping yang telah penulis kemukakan, pam sarjana Belanda nampaknya telah berfiasil meneliti

]:irala peradilan Raja dengan peradilan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tertentu. Adapun perkara

--:ng menjadi urusan Peradilan Raja disebLrt perkara perdata. Namun clemikian perkara lainnya yang

: Jrk menjacli urusan peradilan Raja disebut perkara padu. Perlu diketahui bahwa perkara pradata

;*.t"rlah pcrkara pcrkara yang nrcmbahlyakan kemanan clan ketertiban negara antarl-aix kcrusuhan di

;ri;.rm ncgcri, pcmbunuhun, pcnganiayalln, pcrampokan clan se bagainya. Pcrkara scnlacam ini diadili

: :h It1j1priblcli. Pcrkanr puclu, rlcrur1-rakan lrcrkara yang mcnr angktrt l<cpntinurtn ritkyrtt pclofangan,

- .ulnya pcrscl;isiharr cliantanr rirkylt ylng tirllk daplt cli chnraikan sccant kckcltutt'grtrtn olclt I'lakint

-ri:rlrrnraian rlasing-masing tcrnltlt. l)crkat'it ini clioalclili tllch prjab:It ncgara I ang tliscbr.tt.laksa'

Mcr.rurut l)r'altrncir yaitu scorarrg ilmurvun kctika dinr;lslt kc.jaylan kct':rjaatt Majapahit, tclah

r,-'Saskal ciiclalarl bLrkunya clcngan.jLrclu[ "Ncgara l(crtacanra". llahrva di \'lajapahit diantara parii

ie.rbat ncgarr acla clua orang pe.jabat yang ntenjadi kctua 1^-ngadilan. Dalam me njalankan tugasnya,

q :iua pengadilan itLr dibantu oleh tLrjuh anggota.

'r \lasa Kerjaan Matiiram

Dinasti Kerqaan Matarm lslarn yang didirikan oleh Pnembahan Senopati pada tahLrn 1575,

,- -:i r)lcllCupaipLrncak kc-iayaan pacla nrasu 1-rctrt'rtrttuhltt Sul:-,:r .\gLtng.ll.l;"r rniclikcnal scbagai Ra.1a

+,,- -.Srr yang mcntcrintah pacla tahun l6l3 sampai dengan l(-'-.:i plda rvaktu itu . kckLrasaan Kerajaan

irl-:.rrirnr cli barvah pcrre rintahan SLrltan AgLrng mr-lipLrti Jar', ;: Ttngah, Jax'a Timur clan scbagian Ja$'a

I ---.:t. Nlrrtrtrn clalarrr uli"rsir-lluslr puntct'itttllrrt riija-ra.je r';i.!l illcl-lgganttkanny:.t narnpak adalah

r*rundulan. KenrLrclian seclra txrangsltr-irngsLtr wilayah kekua-..:ian kerajurn smakin mcnyempit ed<ibaL
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Wakil Raja Mataam dengzin dibantu ciengan empat orang jaksa, sedangkan putusan dijatuhkan oleh

Wakil Raja Mataram. Pada tahu n 1645,ketika Amangkurat I memegang tampuk kekuasaan, pengadilan

pradata ini, dihidupkan kembali. Di Ibukota kerajaan Mataram yaitu di Kartasura, ada empat orang

jaksa, yang harus melaksanakn tugasnya mengawasi segala penjuru kerajaan dan mempersiapkannya

untuk dihadapkan kepad Pengadilan Raja sendiri, akan tetapi haurs dilaksanakan di negara agung yaitu

pLlsat pemerintahan ibukota negara.

Demikian jLrga perkara Pradata dari daererh bekas negara yang takluk pada Mataram, disalurkan

ke Ibukota sehingga pengadilan Pradata di negara agung merupakan pusat pengadilan buat negara-

negara yang ditaklukan itLr. Namun demikian hanya perkara padr.r di negara yang ditaklukan diadili oleh

jaksa pada sctiap clacrah itu. Aclapun kcempat.jaksa di ibultota negilra tcrscbut dalarn mcnialankan

pckcr';aannya daprt.iugu mcmpcrirrgatkan Ilitia scsLrai clcngan pcnltLtran pe rundarrq-unclangan yant

bcrlakLr pacla ntasa itu.'lbrkccuali cli dlllm pcrkara ylng tcla clltlam taltglln Rall pribldi yaittr poerkara

pt.acllttadltlltIlrnrctl-t1.nt1irnllltrtgkanclittrIticn.iltttrhkitrtkcptrttlSlll1l1},:'l'iatidaktcriklrt

kitatr nrirnal'rrrn.

l)crlikiurrlulr sccrrr';.r scpirrtus, pcrrLrlis suclalt mcncoita rncnya.jikan clan ntcttsutrgkap sitLrasr

pcmililarr cli prrs:rt kckuusluur kcnr jiurn Matat'anr. Disisi lain, nltmpaknya bagi kita ncrltt ttntttk meniniarr

clltt.tttlc:ttgc:llrllLriicbifl.jatIlttcttlattgliclttlltltlt1lct.atlilltrltlttltIllrhI)t.iailglul,yatl'trclaci.il

kcrr.iaan Mataranr kala itLr.

Di clalam pcrkcrnbanganltya sistcrn pcradilnn dr tanalr Priangan ini merupaklttt pembentukan

kerjaan Mataram , scbab kctika Sr-rltan Agung mengadakan pcrubahan diclalam tata pengadilan kerajaan

Matar:mr, dengan scnclirinyapenrbahan itu dilakukanjugadiburr-ri Priangan. Jaciitatlr usaha atati administni

pcngadilan di tanah Priangan nampaknya diatur menurut tatii usaha pcngadilan di ke rajaan Mataram. Di

tanah Pritngan ri'ilayah kirbupatcn nrcrupakan kcsutuan pengadilan, sebab pade.etiall kabupaten ada

scolang jaksa yang bcrclusalkan scol'urlg BLrpati rlcnjalankan pcradilart. i\'lesl:ipun dernikian jaksa

mcnjalalkal peradilan hanya clallim pelkarii-pct'kirra yang dianegap letmasul' paclu sa-ia, sedangkan

pcrltitt'a-pctliurir ltradltla [tarLts dikir irrr lic Mlttat'llm.

Namur1 cle rnikian cli kcsr,rltanan Cire bon, hanya acla satu baclan pradilan l atttr pngadilan Kerta.
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kesultanan ini, ada empat Sultan, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Panembahan, Sultan Cirebon, dan

Anom. Di dalam pengadilan Kerta, penanganan dan penyelesaian perkara dilaksanakan oleh

orang jaksa atau jaksu Pepitu, dengan cara kolektif, baik perkara pidana maupun perdata. Ketujuh

jaksa tadi masing-masing dua orang ntewakili Sultan Sepuh, Sultan Panembahan, dan Sultan

dan satu orang mewakili SultanCirebon.

parajaksa Pepitu tersebut, selain mempunyaitugas dan wervenang sebagai hakim, merekajuga

juga pekeryaan kepaniteraan dan panutan, bahkan ada kalanya bertindak sebagai pembela'

seorang Kesultanan Kesepuhan melakukan sesuatu tindakan pidana dalam wilayah hukum

n Kanoman, sedangkan dari dua orang jaksa dari Kesultanan Kesepuhan bertindak sebagai

terdakwa clan cmpat orang jalisa dari Kesultanan Cirebon dan Panembahan berlindak sebagai

N:1mun cle mikian, pLttusan tcrhadap pcrkara tcrdakwa tacli dijatuhkan atas hir-sil 1rt:lmrtsyawaratan

sa pcpitLr. Di samping itLr cli clalarn pcrkara-pct'kara yang slrngat bcrilt, para Sultan mcngadili

r a scndid .

\lcrrgcpai kccluclukan jabatan, clun pcranun jaksa di Kcsultanan Circbon sangat pcnl.ing dan

Olch karcnl itr-r hanya cliprcayaktrr olch para Sultun kcltacla ptiabat-lic.iitbat t'ang bcrlrcngalaman

tinggi. Dalarn Pcpakcrn Circbon, jaksa itu di gamtrarjan scbagai mcliimbangkan Candra

Cakra, yarrg ntasing-masing cli bcri arli scbagai bcrikut:

Canclru,yaitu bulan pumama yang menerangi kegelapan

Tina, adttlah air yang menghanyutkan segala yang kotor

Snd, yaitr,r bLrnga yang menycbarkan bau harum

Cakra,ialah dewa yang melihat secara seksama apa Yang benar dan tidak benar.

nn-a Jaksa PepitLr clalam melaksanakn tugasnya yaitu mengadili perkara-perkara tidak menempati

r-Lransan rstana. nalnln cli alr.rn-alr.rn besar clan cluduk di barvah pohon beringin (sebagai

pengayoman) di depan pura yang terletak didaerah Keraton KesepLrhan

pat persiclangan tersebut samapai kini ierkenal clengan sebutan ke.;aksaan atau kejeksan

i kerjaan Mataram clan Kesr-rltanan Cirebon, sebutan jaksa lcbih banl'ak mempunyai arti

&

b.
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ebagai Hakim dari pada Penuntut Hukum. Demikian pula kata kejaksaan diartikan sebagai pengadilan

sebagaimana yang kitakenal sekaran ini.

Kerajaan Cirebon yang kemudian menjadi empat Kesultanan, sebelum jatuh kedalam kekuasaan

Kompeni pada tahu 1705, dalam jangka waktu yang Iama mempunyaio hubungan politik yang erat

dengan kerajaan Mataram. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika kitab undang-undang Mataram di

iadikan salah satu sumber dari pakem Cirebo. Sesungguhnya pakem Cirebon disusun oleh Mr. P.C.

HASSELAAR, pada tahun 1758, yaitu seorang residen Kompeni yang bertugas di Cirebon sejak

tahun 1757 sampai dengan tahun 1765.

Meskipun demikian isinya mengandung peraturan-peraturan Jawa kuno ketika Cirebon belum

drl.Uah Kompreni, antara lain seperti kitab unclang-undang Matarant, Jaya lrngkara clan lainny. Dengan

de rnikian tidak bcrisi hukum aat mumi Circbon, tctapi ada pcngaru dari hukum Islanr. pi dalam hukunt

adat Circbon tcrscbut narnpaknya tidak ditcmukan pcngaruh dari hukutn L.rarat.

2.4 I'cnegaknn Ilrrkum oleh Kejal<saan i\{aser Peme rintahan Penjajahan llcl:tndit

Dcngan bcrkuasanya bclirncla cli Indoncsiu Khususnl'a di pLrlau Jau a. hal itu tncngakibatkan

terjadinyal;cr"ubahan tcrhadapstrukturpcrncrintahan clan sistcm hukutn dr*ilayah ini. r\dapun fungsi

apirrata ke.jakasaan iracla masa pcnjajahan Ilclancla antara lain scbagai bcnkut : I'erlamu, memiliki

fungsi untuk mengadili perkara . Kedua, memiliki fungsr untuk menerima dan mempcmiapkan perkara.

Fungsi untuk mengadili perkara, yaitu jaksa hanya mcngadili perkara padu saja.

Adapr-rn yan dimaksud dengan perkara paclu yaitu:

a. Perkara yang diadili oleh petugas kejaksan, sebab perkara itu penting bagi rakyat dan

tidak dapat didamaikan lagi.

b. Perkara yang apabila si pelanggar hukunr tclah ditangkap oleh plhak lain.

Adapun maksr:d dari pe rkara paclu ini. agar pen-eadilan yang dilakukan. lcbih cepat dalam

menye lesaikan proses acala pidana itu, jadi fungsi kejaksaan cialant hal mentnma clutr ntenrpersiapkart

perkarit, clapat dilaksanakan hanya dalam masalah yang men)'angkr"rt perkara pladata saja. Perkara
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::adata adalah semuaperkara yangtidak tetmasuk perkarapadu. Dalam halini, jaksa tidak mempunyai

-ak sama selali untuk mengadili, ia hanya menerima perkara yang disampaikan kepadanya, dan sesudah

r"r mengadakan persiapan untuk dihadapkan kepadaRaja untuk diadili karena mengadiliterletak ditangan

:nbadi Raja.

a. Masa SebelLrm Berlakunya HIR (S. 1991 No. 44)

Sebelum berlakunyaHlR, yang berlaku adalah Inlandsch Reglement (S. 1848 No. 16). Pada

r.rsa IR ini, kedudukan aparat Kejaksaan Khususnya jaksa, tidak jelas.Didalam pasal 62 Rechterlijke

lrdonantie (S. 1848 No. 57) telah disebutkan bahwapekerjaan penuntut umum di pengadilan negeri

1;hulu clisebutLanclraacl, yang dilaksanakn oleh jaksa. Didalarn praktiknya kedtrdukan jaksapada

,' -ktu itu ialah scbagai Lrcriktrt : *:*

a. Ticlak rncnriliki wcwcltiirlg untLrk mcnjitlankan suattt kcpLttusalt ;rcngadilan (cksckusi), yang

bcrrvcnag rlclllah Asistcn Rcsiclcn (plsll 325 II{)

b. Di clalarn siclang pr;ngldilan, tidak rncmpunyai r,vcr.vcnattg ulrtttk nrcnritititkati pidana bagi

tcrtuclLrh (ntcmttunt rcqLrisitoir') tctapi hitnya tlupltt tt'tcttg.ctrtlkltkatt pcrasltan dan

pcnclapatnya sa.ja (pasal 292 IR)

c. 'fidak rncptiliki \vcwcltang untuk nrclakukan lxrtuntr:tiut. 1'attg lxrlch tncttttttttrt lrcrkitra adalail

Asisten Residcn sailr.

Dengan dentikian , 
jaksa hanya menjadi alat dari Asisten Residen, yang tidak mcmiliki wewenang

u-diri sebagai penuntllt umum, sebagaimanaperan OpenbaarMinisterie pada pengadilan-pengadilan

u ;ropa. Sebagai ketentuan dalam paclal 57 IR, jaksa berada dibau'ah kekuasaan Bupati yang dapat

'rc:rerintah diririya.

b. Masa Sctclah Berlaktrny'a [1lR (S. l94l No' 41)

Sctclah bcr.lakr-rnya I'lclz-icnc Inlanclsclr llcglcrncnt (l-llR). kcdLrdukart jaksu tctap rrlcnjacli alat

rs..-iitsiiilh Asisten Residen. Dalam hal ini, Asisten Residen menjadi sebutan Magistraat (pcnuntut umum).
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sedangkan jaksa hanya dapat sebutan Ajunct Magistraat tanpa perubahan dalam kedudukan dan

tugasnya.

2.5 Penegakan Hukum oleh Kejaksaan Masa Pemerintahan Penjajahan Jepang

Sejak pemerintahan penjajahan Jepang, nampaknya para jaksa memiliki kembali statusnya

sebagai penuntut umum yang sebenarnya. Ketikajepang berkuasa di Indonsesia makajabatan Asisten

Residen segera dihapuskan . situasi yang demikian mengakibatkan keduduknn jaksa mengalami perubahan

mendasar. Dalam masa ini, semua tugas dan wewenang Asisten residen dalam bidang penuntutan

perkara pidana diberikan kepada jaksa dengan jabatanTio Ka$etsu Kyokuco atau Kepala Kejaksaan

pada Pengadilan Negeri, serta dibawah pengawasan Koo '[bo Kensutsu Kyokuco atau Kepala

Kejaksann Tinggi.
*-,ji

Selanjutnyu dcngan OSAMURAI No.49, kcjaksaan dima-sukan kcdalam wcwcnrng CIANBU

atau Dcparlcmcn Kcamanln. Dcngan clcmikian tugls jaksl tclah ditcntukan vaitLt mcncari kcjahatan

clan pclanggu'an (scbagui prcgawai pcnyidik), mcnr-trttut p-rkarl (;rgarvai pcnuntut uLrn) dan mcnjalankan

plrtr.lsan liakim (pcgawai cksckusi).

2.6 l:'enegtrkan Ilukum olclt Kejahsa:rn Mits:t Irttlonesia }lcrcleka

Setelah Indonesia mengalami kemerdekaan pada tahu l9-15, sistem hukum yang berlaku tidak

segera mengalami pembahan. Untuk mengatasi siturui tersebut, maka undan-e-undang maupun peraturan-

pererturan yang ada sebelum kita merdeka tetap berlaku sepanjang tidak benenungan dengan Undang-

Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, peraturan-peraturan yang mengatur tentang kedudukan kejakaan

pada pengadilan-pengadilan di Indonesia tetap memakai peraturan lama seperti sebelum Indonesia

merclcka. De ngan maklunrat pemerintah RepLrblik Indone sia tang-eal I Oktr-rbe r 1945, semua kantor

kejakasaan yang dahulunya masuk Departcmen Kehakimln atau SI{IHOOBU.

Ketika itu kejaksaan yang pemah bemama dengan Kepolisiirn dalam naungan Departemen Dalam

Negcd, kemudian ntemisahkan diri masuk benntregasr ke dalam Depaflcmen Ke hakiman R.I. Denean

kembalinya kejaksaan ke dalam Departemen Kehakiman , maka corak dan tueas kewajiban para jaksa
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Yang diberikan ketika pendudukan tentara jepang tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu

p€raturan pemerintah tanggal l0 oktober 1945 Nomor 2, telah menetapkan bahwa semu{l

undang- undang dan peraturan yang dahulu tetap berlaku sampai undang - undang tersebut

diganti.

Dengan dernikian, sejak Proklamasi kemerdekaan, tugas Openbaar Ministerie atau

Pengadilan terbuka pada tiap-tiap pengadilan negeri menurut HIR (Herziene Inlandsch

Regelement), dijalankan oleh Megistraat, oleh karena itu perkataan megistraat dalam HIR

diganti dengan sebutan Jaksa. Sehingga jaksa pada waktu itu sebagai Penuntut umum pada

?engadilan Negeri. Dalam perkerribangan selanjutnya setelah diundangkannya Undang *

iindang no. 15 tahun l96l tentang Kketentuan Pokok kejaksaan Republik Indonesia, maka

kejaksaan keluar dari cleparte rncn kehakiman ftepublik Incloncsia dan berdiri sendiri.

2.7 Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru

Data yang dipcrole h dari Kejaksaan Negeri Kota Pe kanbaru pada tahun 2001

::renunjukkan bahwa pcrkara yang discrahkan oleh Kcpolisian sebanvak 330 perkara dan

Japat diprclses clan discralrkan kcpcngaclilan scbanyak 330 perkara dan c'lata tahun 2002

:renurrJukkan pcrkara yarrg ada.juga dapat diseralrkan kcpcngadilan seluruhnya vaitu sebanyak

!00 perkara. Untuk lebih lengkapnya ganrbaran tersbut dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

7'abel ...

.luntlah perkuru yung dilcrintu dan yang cliscrahkart ke penguclilan

Olclt Kejak,raan Negeri Kola I'ekanbaru

Tahun

330 330

2002 500 500

,t,r,ttrt rtnro X"j"k f o*unntrru, 2003 clto\tth stntliri

Data tersebut menunjukkan bahria pada tahun 2001 semua perkara dapat diserahkan ke

:cngadllan. dan menurut inlbnrasi dari Kelaksaan, tika terdapat perbedaan bukan berarti

Perkara diserahkan I Selisih

Kc pengadilan I Perkara

Perkara di terima

Dari kepolisian
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belum diserahkan tetapi terakumulasi pada penerimaaan perkara pada tahun

berikutnya.Namun demikian dari data tahun 2002, terdapat 500 perkara dan semuanya telah

d.iajukan ke pengadilan. Timbul pertanyaan apakah dari data tersebut menunjukkan kinerja

kejaksaan ini telah berjalan dengan baik karena tidak ada penumpukan perkara seperti di

kepolisian. Untuk ini perlu diadakan kajian lebih lanjut, karena secara khusus peran lembaga

kejaksaan ini dalam masyarakat untuk membela kepentingan publik masih banyak harus

dibuktikan.

Namun demikian, secara runum permasalahan yang ada pada lembaga kejaksaan adalah

pada masalah pemanggilan saksi, walaupun telah diatur menurut hukum adanya kewajiban

saksi untuk memenuhi kewajiban panggilan kejaksaan tetapi dalam prakteknva masih banyak

para saksi yang lalai, sehingga memperlama masa proses pemerikasaan perkara yang te{adi

pada lembaga ini untuk diserahkan ke keiaksaan. Kemudian dari segi peraturan belum adanya

peraturan yang dapat memaksa pihak kepolisian untuk segera menyerahkan pcrkara yang

,cihadapinya cJan sanksi apa yang akan diterapkan kalau perka*r yang ditang?inti polisi tidak

.Jiserahkan ke.jaksaan, hal ini juga mcngakibatkan larnbatnya proses penegakan hukum yang

dilakukan lcmbaga ini. '

L;ntuk mengatasi permaalahan tcrsebut diharapkan adanva komitmen yang kuat dari

Iembaga ke pxllisian dan kcjaksaan, agar sctiap pcrkara yang ada segera dise lesaikatl. scsual

dengan aturan yang berlaku. Kiilau pcrlu ciibuatkan aturan ylng mengtrtur agar ada kewaiiban

masi.g-rnasing lc6rbaga untuli sogcra nrcnycrahkan pcrkarui vang clititnganirrva rlke instansi

selurjutnya seperti adanya pembatasan rvaktu urttuk setiap perkara, dan pcngaturan lainnya

sehingga setiap perkara yang terjadi pada masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang cepat

clan baik.

Dalam KUgAp tugas penuntut Umum diatur dalarn Bab XV mulai dari pasal 137

Fasal 144 KUHAP. penjelasan arti Penuntut Umum lebih dulu dirumuskan dalam Pasal

butir 6 sedang pasal l3 adalah pengulangan'

a.Jaksa adalah pejabat yang diberi rvewenang oleh UU untuk bertindak sebagai penuntut

umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum.

b.Penuntut LtmLtm adalah .laksa vang diberi rvewenang oleh ULI rni untuk melakukan

penuntutan.

I
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" dan melaksanakan penetapan hakim.

Dari uraian ini jelas bahwajaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan

mletr jaksaAgung.Kejaksaan'dalam melakukan tugas fungsionalnyatidakterpisah dengan tugas dibidang

tutan .MenurutUU No.15 Th 1961 tentangketentuan "Pokok kejaksaan yang disahkan menjadi

'tLndang-undang tanggal 30 Juli lg6l.Tetapi pelaksaaannya tidak relevan lagi dan diganti dengan UU

.5 Th l99l (Irmbaran NegaraNo.345l) disahkan tanggal Z2Juli 1991 . Dalam pasal 15 undang-

g ini dinyatakan bahwa susunan organisasi begitu juga tata kerja kejaksaan ditetapkan degan

. pasal 7 isinya tentang daerah hukum kejaksaan berdasarkan tingkatannya' Didalam KEPPRES

Nomor 55 Th l99l(pasal4) Tentang susunan organisasi dan tatakerja kejaksaan RI ,sedangkan

an organisasi kejaksaan Negeri dapat dilihat: ( Lihat Lampirarr I ). *;:l

Kejaksaan Ncgeri Kota Pekanbaru dalam mclaksanakan tugasnya sesuai dcngan atttran main

rg dicantLrmkan clalurn UU No. 5'l'ahLrn 199 I tcrscbut. Khusus dalam mclaksanlk:ul ttlgas sfcaril

is bcrarvl dari aclanya borkas pcngajuan pcrkara otch pcnyidik yang dikcnal dcngitn SPDP yaitu

et pcmbc6tahuan DirlLrlaipyl pcnyiclikan. Bcrkas ini aclalah disusun pnyidik, kcntttdian dipcriksa

cngkapannyasclanraThariolchtirnyangdituniLrkolchKcpllaKcJaksaanpalinglanra l4harisuclah

diberjtahukan kepacla pclyiclik apakah bcrkas tsrscbut sudatt cukup untuk diiyLrkun kc pcngadilan

masih perlu penambahan kclcngkapannya, tetapijika iebih dari 14 hari iitau hari yang ke i5 pihak

idik menganggap berkas tersebut sudah tu.kup.

Kalau berkas perkara telah cukup syarat untuk diajukan ke pengadilan, maka pihak penyidik

yerahkan tersangka clan barang bukti. Sejak penyerahan itu segala prosedur untuk mengajukan

sampai ke pengadilan adalah menjadi tangungjawab kejaksaan, tersangkan akan ditempatkan

:umah tithrnan negara sebagai tahanirn kcjaksaan. 
-fersangka akan ditahan selama pfoses pengajuan

cii pengaclilan selama 20 hari clan kalau ancaman hr-rkumannya 9 tahun lebih dapat diperpanlang

30 hari, tim jaksa akan membuat berkas P16A yaitu petuniuk penyelesaian perkara.

Ada permmalahan yang cliahadapi dalarn pengajLran pcrkara ini ke pe ngadrlan, nlisah.iya apabila

dianggap kurang lengkap maka pihak kejaksaan tidak berclaya untuk memenksa pihak penyidik
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agar segera melengkapinya bahkan ada berkas yang telah dikembalikan kepada pihak penyidik"tidak

kembali lagi, sehingga proses penuntutannya ke pengadilan menjadi terhenti, kalaupun ada kewenangan

kejaksaan hanya sebatas menanyakan apakah berkas sudah lengkap atau tidak. Dalam kenyataannya

adalah akalau pihak kejaksaan mengenal korban dapat diberikan saran agar menyakan berkas perkaranya

di penyidik mengapa belum diajukan ke kejaksaan, selain upaya itu tidak adalagi. Hal ini adalah suatu

kelemahan pada tingkat penyidikiin.

Kemudian apabila pihak penyidik tidak melengkapi berkas yang disarankan kejaksaan tidak

mendapatkan sanksi apa-apa, sekali lagi p"r'"n penyidik sangat berarti clalammenegakkakn hr-rkum'

Kalau penyidik tidtrk menyerahkan berkas SPDP kepada kejaksaan maka perkara peanggaran hukum

yang acla cli masyarakat ticlak dapat cli proses ke pengadilan, begitu juga kalau penyidik menganggap

alut bLrkti clianggap ticlak kLrat untuk clia.iukun muka pcnyclsai;"rn pcrkara tcrscbut h.ig,V" sclcsaipada

trngkat pnyidikan.

Olcli karcnl itg ircla pcrlikilan lglr cliibuatkan atut'art pihak 1,'-nyiclik harus mcnlpr:rolch sanksi

kalau pcr.kly.a yapg clilaporkan masyanrkat kcpaclanya ticlak discnihkan kcpada kc.ilrksaan dan pihak

kc.j1ks1al clapat rncl1rrrtut pihak prryidik kuluu rlcrnang tcrl)ukti suttr planggruan httkttm yang dilaporkan

kcpacla pihak pc:rryiclik ticlak scgcrl cliscrahlian kcplda pilrak kcjaksaan. Inti ittut'att itu adalah agar

sctiap per.kar.ir pclanggararr Itukur-n bcrrar'-bcnar clisclcsaikan scsuai clcttgatt pcrattll'ttn llct'r-rndang-

undangan yaitu, sctiap orang yang mclakLrkan kejahatan harus dihukum dan lembaqil yang menentukan

seseorang itu bersalah atau tidak adalah pengadilan bukan kepolisian atau kejaksaan.

Kalau tidak ada aturan main seperti itu antara pihakpenyidik dan penuntut umum akan ada satu

fase climana berkas perkara tersebut berhenti tanpa adanya putusan pengadilan. Misalnya, untuk

menentukan perkara yang ada mempunyai bukti yang kuat atau tidak hanya ditentukan oleh pihak

penyiclik, apakah benar clcrnikiun hanya lcmbaga ini yang mcn-setahuinya sementara pihak lain seperri

kcjark-saan ticlak ciapat mengcthui apakah bcnar kuran-9 kr.rat bukti atau hanya nlenurut pemikiran penyidik

saja, gleh karena itu ada kernungkinirn fase ini menunjukkan tidak transparann)'a proses penanganan

pcrkara pacla ttngkat penyidikan clan suatu kclernahan dalarn pe ncgakan hukunl.

perkara yang m1^sgk kepada lernbaga Kejaksaan clari pihak penyidik pada tahun 2002 tidak sama
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rngan lrrkas pertarayangditerimaoleh pihakpnyidrkdari mrsyarakat. Hal ini bar-angkali karenapeneliti

urya meneliti berkas yang ada di Pollabes, sedangkan data dari beberapa Polsek yang masuk ke Kejaksaan

r*:aada. Namun clemikian, rasionVaWylimaan berkas perkaradiKejaksaan lebihbesar,tetapinyatanya

::.Jah lebih sedikit. Untuk mengetahui berapajumtah perkara yang diterima pihak kejakaan dalam tahun

l-rl2 dan berapa yang dapat diselesaikan dapat dilihat dari daftar tabel di bawah ini:

Tabel 7

Jenis rlan Jumlah Perkara yang Masuk
di Kejaksaan Negeri Pekanbaru Tahun 2002

Jlh. PerkaraNo.

29

6

1

I

7
1

1

2
?_

3

1

7
34

20
7

3

5

K"J"hat"; terhadap Ketertiban Umum ( Pasal 17O KUHP : Kekerasan tethadap
Orang atau Barang)
Kejahatan yang M enclatangkan Bahaya bagi Keam anan U m um
Manusia atau Barang ( Pasal 187 KUHP )

Hal Memalsukan Mata Uang dan Uang Kertas Negara serta
Uang Kertas Bank ( Pasal 245 KUHP ).
Memalsukan Surat (Pasal 263 KUHP').
Kcjahatan tcrhaclaP KosoPanan :

Porbuatan Zina ( Pasal 284 KUHP )

- Porkosaan ( Pasal 285 KUHP )
- Porbuatan Cabul .

Pasal 290 KUHP
- Pasal 294 KUHP

- Mongadakarr a(aLt MotttLtdilltktln PorbLtalilrl Cabut (

Pasal 296 KUHP )

- Porbuatan Judi( Pasal 303 KUHP )

Ponghinaan ( Pasal 31O KUHP )

Kolahatan terhaclap Kcrn orcioka:ln Sosoorang :

Mclarikat) Poronpuan yang Bolunt Dowasa (Pasal 332
KUHP)

- Pomaksaan tarhaclap Orartg Lain dengan Keke(asan
atau Ancantall Kokortt:;art (Pasal 335 KUHP )

l(cjahatan tcrl.t:1d;lll -liwa Orant; .

- Porttburtultitn ( Pasal 338 KUHI' )
- Pentbunultan Bcrencarta ( Pasal 34O KUHP )

Penganiayaan ( Pasal 351 KUHP )

Mengakibatkan Orang Mati atau Luka karena Salahnya :

. Pasal 359 KUHP

. Pasal 360 KUHP
Pencurian :

- Pencurian Biasa ( Pasal 362 KUHP )
. Pencurian dengan Pemberatan ( Pasal 363 KUHP )

. Pencurian dengan Kekerasan ( Pasal 365 KUHP )

Pemerasan dengan Kekerasan atau Ancaman kekerasan
( Pasal 368 KUHP )
- PenggelaPan ( Pasal 372 KUHP )
. PengQelapan dengan Pemberatan (Pasal 374 KUHP)
Penipuan ( Pasal 378 KUHP )

Menghancurkan atau Merusakkan Barang (Pasal 406 KUHP)
Penadahan ( Pasal 48O KUHP )
TINDAK PIDANA KHUSUS:
Un.lang-Undang No. 12 Tahun 1951 ( Seniata Taiam )

Undang-Unclang No.23 Tahun 1992 (Kesehatan)
Undang-Undang No.5 Tahun 1997 (Psikotropika)
Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 (Narkotika )

Unclang-Undang No.41 Tahun 1999 (Kehutanan)
Undang'Untj ang No. B Tahun 1992 (Perfilman)
Undarr g-Undang No.7 Tahun 1992 (Perbankan)

JUtt4LAH

.a

J

JI

102
30
23

to
3

56
10
2
'l

tr

3

I

3
18

Jenis Perkara

Diolult tlttri Duttt Kt:itLkstttttt Negeri Pekanburu
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Data diperoleh tahun 2001 sebanyak 330 perkara, dari data tersebut semua perkara dapat

diproses ke Pengadilan Negeri Pekanbani, sementara kalau dilihat dari data perkara yang

masuk ke kejaksaan Negeri Pekanbaru untuk tahun 2002 berjumlah 500 perkara, dan

semuanya juga dapat diproses ke Pengadilan Negeri Pekanbaru. Tindak pidana yang paling

tinggi jumlahnya adalah Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUF{P) yang berjumlah 102

perkara, kemudian Narkotika (Undang-Undang No.22 Tahun 1997) berjumlah 56 perkara,

pencurian biasa (pasal 362 KUHP) 3l Perkara, Penganiayaan (pasal 351 KUHP) 34 Perkara,

pencurian dengan kekerasan (pasal 365 KLIHP) 30 perkara, kejahatan terhadap ketertiban

umum (pasal 170 KuHP:kejahatan terhadap orang/barang) 29 perkara, Psykotropika (undang-

undang No 5 t5ahun 1gg7) 24 Perkara, pemerasan dengan kekerasan/ancaman kekerasan

(pasal 368 KUI-IP) 23 perkara, Penganiayaan yang mcnyebabkan matiny'a orang (Pasal 359

KUHp) 20 pcrkara, penggclapan (l'asal 372 KUHP) 23 perkara, Penadahan (pasal 480 KUHP)

I g pcrkara, senjata tajam (undang-undang No. I 2 tahun 195 I ) I 8 perkara, Kchutanan (undang-

undang no.4l tahun 1999) l0 perkara, Pcrkosaan (pasal 285 KUIjP) 8 perkara, Cabul (pasal

lg0 Kt.lgi)) 7 pcrkara, Pemtlrnuhan bercncana (pasal 340 KUHI)) 7 perkaftt" Pr--nganiayaan

rnengakibatkan luka (pasat 360 KtJl-lP) 7 perkara, Kejahatan 1'ang mendatangkan bahaya bagi

keamanan umum,manusia, atau barang (Pasal 187 KUHP) 6 perkara, dan selebihnya perkara

1'ang berjumlah l-4 Perkara.

Terdapat kenaikan jumlah perkara clari 330 perkara pada tahun 2001 meniadi 500 perkara

pada tahun 2002, Sementara dari segi proses penyelesaian pada tahun 200 | dan 2002

seluruhnya clapat <liserahkan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru.Sebagai Lembaga Yudikatif

Kejaksaan Negeri pekanbaru mempunyai Visi untuk meningkatkan kesadaran hukum dengan

cara psriyr.rluhan hukum kepacla masyarakat sehingga untuk selanjutnya
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:elanggaran hukum dapat dikurangi dari visi tersebut dijabarkan dalam misinya menegakkan hukum

iesuai dengan aturan yang berlaku secarakonsekuen dan berkesinambungan.

.!. Penegakan Hukum Pada Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru

Seperli yang dikemukakan pada bagian awal, bahwa untuk menentukan penegakan hukum di

Kora pekanbaru dalam penelitian ini, hanya membatasi diri pada bagaimana penyelsaian perkara yang

n:esuk disetiap lembaga penegak hukum yang ada diwilayah Kota Pekanbaru, seperti Kepolisian,

Kejaksaan dan pengadilan terutama dalam kuantitas, bukan dari segi penelusuran secara mendalam

rimpai pacla aspek mengukur penegakan hukum tersebut dari pendapat para pihak yang pernah terkait

lurnsan ketiga lernbaga penegak hukLrm ini.

Iclcalrrya mcmang scbaiklya penclitiarr inijuga mcnclusttri lebih dllam, bagair;1lula pendapat

tm,:r pih^k yang pcmah 5cnu'usiur clcngan lcrnbaga penegak hukum tcmcbltt, aplkah stttlrth rncmberikan

pi.iyanln hukum clcngan baik atau ticlak kcmuclian lcmbaga pcngadilan aplkah mcnLlftlt mcrcka tclah

mcnrbcrikan kcpustian kcaclilan clalam putusannya atas 1tc|karrr yiutg dihadapkan kcPadanya. Schingga

u:n.it clitrcrikap lrcnilaian nrclurut niasyarakat lcrnbaga pcncgak hukunt ini tclah tncmlrct'ikan lrclayanan

,Jrru:.{an lltik atatr lrclLrrn baik.

I)c1gap cliLratasinya uang lingkLrp kai.lan ini, rnaka untuk institr-rsi lrcngadrlan ncgcri kttta Pekanbaru

rp1 tuga akan be rusah1cliungkapkan, jumlah pe rkzu'tr yang ditcrima dan bcrapa dari jumlah lierkara yang

uirrenma itu dapat cliberikan putusan, clengan data tersebut akan dapat digambarkan bahwa pengadilan

tlur;r mcnjalankan tugasnya sedemikan rupa.

Da6 be rbagai kasus pcristiwa pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat dan yang diajukan

lu :engldiliin, dibatasijuga hanya pacla kasus pidana saj a. Hal ini clikarenakan peristiwa tindak pidana

adalah pe ristiwa yang sangat banyak jumlahnya cli masyarakat, oleh karena itLr perlr.r diketahui

r:eimana kinerja pengaclilan cialam me mbenkan putusan atau tindak pidana ini'

Nanr.rn clemikian, sebclum diLrruikan ciata kuantitatif pe nednraan dan prenyelesaian pre rkat'a pidana

l:nsadiian Ne gcri Kotl pe kanbrru, pcrlrrjtrga kirarrya cliLrraikan terle irih dahtrlu pe ran dan fLrngsi

lrcngadilan ini sehingga lebih menclukr-rng pemahuman yang teralirh terhadap kajian ini. Misalnya
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sajatugas lembagapengadilan, apa dasar hukum lembaga pengadilan, bagaimana struktur organisasi

lan dan sebagainya.

I Peran dan Fungsi Lembaga Pengadilan

Irmbaga peradilan adalah bagian dari kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yudikatif. Ketika

Inggris bemamaJohn Locke(1632-1104) mengemukakan gagasan tentang pemisahan kekuasaan

paration of power) atas tiga macam kekuasaan dalam bukunya berjudul "Trvo Treaties on Civil

rnment,', kekuasan untuk mengadili atau yang sekarang ini terkenal dengan istilah "kekuasaan

iman" (udicative power) tidak dianggapnya sebagai suatu kekuasaan yang berdiri sendiri'

Menurut John Locke, ketiga macam kekuasaan yang harus terpisah satu dengan lainnya itu

llh: kekuasaan untuk membuat unclang-r-rndang (legislative porver), kekuasaan LgttUk menjalankan

ng-unclang (cksckutivc power) clan kckuasaan untuk mengadalian pcperangan iltau perdamaian.

ngan dengan luar ncgcri clan lain-lain (l'cclcrative powcr). Sedangkan kekuasaan untuk mengi$ili

ngnya scbagai bagian clari kckttasitan mcnjalatrkan undang-undang (eksckutivc porver)'

Banrlah sctclah l'ilsuf prancis t'rcmarna Moncsrluicu ( 1687- 175-5), yang schcnarlya terpengaruh

gan.lohn lx}cke, rlcngcmltkakan lltrla gagasall tcntang lrcrttis:than kckuasaan r ang kcnludian dikenal

rai aiar.an'll-ias Politica, "Kckuasaari Kchakirrran" clianggapn)'il harus bcrdrn scncliri ' terlepas dan

dari kekuasaannYa lainnYa.

Gagasan Montesquieu ini berkembang dan mempengaruhi banyak negara Eropa dan palin kentara

h cli Amerika. Namun berbagai negara tersebut ticlak ada yang benar-benar mumi menjalankan

Montesquieu, karena sangat sulit memisahkan secara tegas masing-masing kekuasaan itu karena

ar.a sirtrr clcngan yang lainnya sangaterat kaitannya. Sehingga iuac lverdalam bukunya "The Moclent

,, 
halamiur 371 menegaskan bahwa: Berhr-rbr-rng kesulitan dan ketidak mungllnan itu, maka gagasan

ias politica secara mumi pada umumnya tidak dapat clilaksanakan secara ketat sebagai "pemisahan

irsaan,, (septtrctiott of'power)tetapi hanya dimungkinkan clengan "pembaeia:i keuasaan" (devision

'potre r)yakni fr-rngsi ketiga macill.nil kekuasaan itu pacla pokoknya diserah!:an pacla organ yang

inan, sedangkan hubungan antara ketiga fungsi dan organ itu saru sama latnnr a tetap terjalin daleun



keseimbangan, sehingga faham inilah yang dianut bcrbagai negara yang menel'apkan sistem demokratis

clengan azas Trias Politica termasuk Indonesia (K.Watlik Saleh: 1971:12).

Indonesia peran dan fungsi lembaga peradilan ini diatur dengan UU No.l4 Tahun 1870 dan

telah diperbaharui dengan UU No, 35 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Dalam Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara

yang mercleka untuk menyelcnggarakan peradilan gLlna menegakkan hukr.rm dan keadilan bendasarkan

Pancasila, clemi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia dan oleh karena itu untuk

n'rewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan terlepas dari kekuasaan pernerintah dipandang

pr|-r melaksanakan pemisahan yang tegas antara fungsi-firngsi yudikatif dari eksekutrf.

Kemerdekaan bukanlah suatu kebeasan mutlak sifatnya, karena ttrgas dari hakim adalah untuk

prcncgukkan hukurn clan ke-aclilan bcrclusurkan Plncusila clcngnn.ii.rlan mcnal'sirkan hLrktgtt clrtn nlcttcitl'i

chsar-dasar scna azas-azas yilltg adillandasannya, mclitltri pcrkara-pcrkara yang diadrpkan kepadanya,

sc6ipggir kc;ltrttrsunr-ryil ntcltcct'nrinkarr l)cntsllun kcarlilln llrtngslt clltll rltkyat Incloncsirr.

I)cnl,clcnggaraun Kckuasairn Kchakirlart cliscrahltatt kcltacla Ilaclarr-brrdrrrl pcradilitn dan

clircrapkup clcngan IJnrlung-urrrlang, clcnqun ttrgus pokoli rurtrtk tncttcrinra, ttlcttrcriksa clarr mcngaclili

Scl1amcllyclcsltikattsctiap1rr.kat.xyilngclilrjtrklrnkc1litcllrllya.Pct.lttlillttlcjillrktrlilirlCjL.l.}glIllcitt.ltscccrllalll,

c:cpat clan biaya ringan, scgula calnpur tangun clalant ttrLlsatt pcraclilan olch pihlrk-llillak lain dilLrar

kekuasaan kclrakirnan dilar.ang, ticlak bole h rncnrbeda-trcclakan orang dari segi fisik, kekayaan, rils,

agama dan sebagainya.

Pcngaclilan ticlak bole h menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada

Lrnclang-ulclang yang mengaturnya, walaupun azasnya adalah tidak seorangpun di-rpat dihukum kecuali

lutes 1da unclang-undang yang mengatumya. LIntLrk itu scorang hakim harus membe ntuk hLrkum sehingga

prsoalan yang dihadapkan ke padanya dapat dibe rikiin prttusan.

Tr-rgas pokok Pcngorganisasian. pcngaclntinistrasil.ttt, clan pcnuaturan iinrsialbadan-badan

pcraclilan yang bcl'acla cli n-rasing-masrng cle patlcmeti bcracla cliba*'ah kekuasaan \lahkarnah Agung.

I)lrlirnt pclalisalualn_va clibccllkap atas cml-.itt lrrr!,.kLrngan pcruclillut vang masing-rltrsilt{ tttempun;'ai

lingkungap pradilan nusing-rriiusirrg mcnipunl lirvcu'crrlng nrr'ngadili tcfientu dur melipLrti badan-badzfr
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ilan tingkat pefiama dan tingkat banding. Peradilan tersebut adalah, peradilan LJmum, Agama,

dan Tata Usaha Negara. Dalam peradilan umum dapat diadakan pengkhususan berupa pengadilan

pengadilan anak, pengadilan ekonomi dan pengadilan lain yang diaturdengan undang-undang.

2 Penegakan Hukum oleh Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru

pengadilan Negeri pekanbaru yang merupakan pengadilan kelas I A, terletak dijalan teratar

riadi pekanbaru, dengan struktur organisasi sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya (struktur

qanisasi penegak hukumj. Merupakan lembaga Yudikatif dengan Visis dan Misi sesuai dengan tugas

pokok pngadilan negeri yaitu: menerima, memedksa dan mengadili suatu perkara. Untr-rk perkara pidana

pengadilan negeri pekanbaru memberikan target waktr-r penyelesaian maksimal suatu perkara dalam

tenggang rvaktu 6 bLrlan sldah harr-rs dipLrtus, scclangkitn untuk pe rkara pcrdata tcKlilpat perbedaan,

dimana tenggang waktu pcnyelesaian perkara ticlak dapat ditentukan hal ini di sebabkan karena proses

1'-rnlrpktiup rhrp r.rz.rslyu trcr'trcrlu, scrla juluk utllu tcntl)itt tinggrrl pal'a pihak 1'lrltg bct'j;"tr-thatt'

UntLrk mcwu juclkan Visi clan Misi tcrscbr.rt cliatas l)cngadilan Ncgcri Kotl Pckanbillu nlcmpunyal

progrirn kcrja yang clisusun tahun 2(X)2-2003 narnirn Parlu intinva aclalah lrcntsaha tttttttk mcmtrerikan

pclayanal hukum scbaik-baiknya scstrai clcngart LJI-l Pokok-pokok Kckuasaan Kchakiman' Hal ini

karcnaprogramkcr-jasccar.ayuclikatil'ticlakirisanrcnrprcclrksitug:t-s'-tugaskcr-ia.katctta sallgattergantung

kepacla berapa banyaknya pcrkara yang masuk untuk cliputLrs, sehingga belunt dapat menetapkan atau

membuat suatu target yang baku, namun clemikian dalam penanganan perkara' perkara pidana harus di

prioritaskan atau didahulr-rkan prcses dan putusannya'

Kzrrena sifat kerja Pengadilan Negeri pacla hakckatnya adalah untuk operasional, maka dalam

penanganan perkara akan selalu terdapat perbedaan antara input atau perkara yang masuk dengan

outpr-rt atllu perkara yi.rng diputuskan plda kasus tertentLt. Karena tenggang u'aktu nraksimal6 bulan

yang clibcrikan untuk menyelcsitikan atau mernutuskan pcrkara pidana yang harus clise lesaikan oleh

pengadilan Negeri Kota pckanbarLr pacla hal bisa saja input lebih besar dari oLrtput, mungkin juga

sebaliknya. Sebagar lrcrbanc.lingan clapat dilihat pelkembangan penanganatt perkitra pada Pengadilan

ncgeri Kota pekanbanr pada tahun 200 llz}}}sebagaimana tertera pada daftar tabel di barvah ini:
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thbel 8

Jenis dan Jumlah Perkara yang Diterinta dan Diputus
pada Pengadilan Negeri Kota Pekanbant Tahun 2001'2002

No Jenis Perkara Tahun 2001 Tahun 2002

D iterim a Diputus D iterim a Diputus

I Pem alsuan surat J 2
I{ ia

, Kejahatan kesusilaan /.) ld 2l 2I

3 Penghinaan 3 1 4
A

d Kejahatan terhadap nyawa l9 6- ll ll

5 Penganiayaan 25 l8 36 JO

( Penganiayaan yang menyebabkan

kematian/ luka karena kealpaan.

l1LI tl 20 20

T Pencurian t?2 llJ 210 210

I Pcmerasrn dltn unclman 20 i0 70
".,1 

20

I Pen ggellpLrn l6 Itlt 20 20

t0 Pcnipuan tt lt t5 t-)

il lvl cn gh ancurkln/m crusak blrtn g I

I] Pcnadahan I 6 28 28

lr Tindak pidana sonjatr api 59 r9 1.1 l4

l{ Tindak pid;rna narkotika 69 69 126 t26

hmber: Diolah tlari Duta eliperoleh porlo ['cngutlilun Ncg,cri Kotu l'ekattlsaru

Dari data terscbut cliatas nampak baltwa kinerja pcngadilan negeri kota Pekanbaru <

remberikan putusan atas perkara yang diajukan kepadanya sudah sangat memadai, karena jr

prkara yang diterima pada umumnya pada tahun itu juga dapat funtas diberikan putusannya, sef

nasyarakat yang mendambakan kepastian hukum atas preristiwa hukum yang dihadapinya telah

mmperolehnya dalam waktu satu tahun atau kurang dari itu'

Dari data lain yang diperoleh dari Pengaclilan Negeri Kota Pekanbartr (kepaniteraan pi,

hhwa kasus atau perkara pidana yang diselesaikan atau yang dapat diproses dikategorikan z

perkara pidana, dengan menggolongkan pelakLr adalah pria, lvanita d;rn anak. Untuk tahun 2002

fdana yang masuk kc Pengadrlan Negeri Pekanbaru berjumlah 59E krus. yang dapat ciibagi bcrda

plaku,400 tindak piclana dilakukan oleh pria, l9 dilakukan oleh w'anita dan 179 drlakukan olei

lalam

rmlah

,ingga

dapat

lana),

ljenis

tindak

salkan

r anak,
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dari jumlah pidana yang masuk tersebut Pengadilan Negen dapa! memproses dan memutus sebanyak

593 perkara, hanya sisa 5 perkara yang belum diputus.

Kemudian kalau di bedakan lagijenis pidana antara perkara biasa, pidana sengketa dan perkara

ringan, jumlah perkara yang diputus di Pengadilan Negeri Pekanbaru dari Januari-Desember 2002

bequmlah : pidana biasa477 ,perkata sengketa 3 dan pidana ringan 9.308 dan jumlah putusan Pengadilan

Negeri yang menuntut putusan (sengketa dan ringan) 459, yang banding l9 dan kasasi 2. Selain itu

dalam data putustrn pidana denda yang diterima Pengadilan Negeri Pekanbaru selama 2002 berjumlah

g0.636.100,-.

Kalau dilihat dari jumlah tindak pidana yang masuk ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang

dominan adalah karsus pencurian dengan jumlah 210, Narkotika 126 kasus, kemudian penganiayaan

dcngan tindak kekcrasan 36, ketcrtibirn urrLrm 3l, penaclah 28, penganiayaan meqy.$abkan matiataLt

luka karcnt alpa, pcrseoritngan dan pcrrgancaman samil-sama bcr-jLrmlah 20 pcrkara , kesusilaan 21,

scnjatu api atau scrr.jatu tiyarn 14, pcnipLran clan tirtclitkun picluna lainnya sama-sama l5 ka-sus, kcjahatan

tcrhaclap nyawa I I kasLrs, clan sclcbilrnya lrcrkisal' l-(r pcrkarl dal;lm T'h 2002

Kalau clilihat clari pcnyclcsaian tinclak piclana konrpsi, Pcngadilan Ncgcri Pckanbaru bclLrm ada

yang lxcmrrtr-ts clan nrcncrima sclarna pacla tlhLrn 2002, scrlcntanr istt yanu acla cli masyarakat tentanq

lrcrkara korupsi sirngat banyak dan scsr.rai pula cicngan llrior-itas pcn:lngani.ln pcrkara di Pengadrlan

Ncgcri lrcrkara-pcrkara yang menadk clan rrenuntut prhatian publik harus dipriontaskan, sesuaidengan

Surat Erlaran Mahkamah Agung No. 3 Th 2001 . Oleh karena itu menjadi perlanyaan terus di masyarakat

mengapa perkara ini belr-rm pernah masuk ke Pengadrlan Kota Pekanbaru.

3. 3 Permasalahan 1'ang Dihadapi Pengaclilan Negeri Pekanbaru

Sccara subtansi hLrkLrm untuk ntelaksanakan tugasnya Pengadilan Kota Pekanbaru dalam

nrcnangarti pe rkara y'ang masuk tclah cLrkLrp ntcmltclai, antara lain:

l. Unclang-undang No.14 TahLrn 1970 l-cntang Pokok-pokok Kekuasan Kehakiman

scbasainrana tclah dipcrLrtrhar ui clcngan llU.No.35 '['ahLrn 1999

2. UU 02 11910 TentangTugas dan Wewenag Hakim.

ol



3. UUNo.2 llgggTentangPengadilan Negeri

4. UU No.5 /1996 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

5. UUNo. 14 llgSsTentangMahkamahAgung

6. UUNo. 8 /1981 TentangKUHAP

I . Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUIIP)

8. UU Narkotika dan PsYcotroPik^

9. Surat Edaran MA yang berkaitan tentang prioritas penanganan perkara

Namun dengan perangkat undang-undang tersebut diatas belum menjamin akan terwujudnya

kepastian hukum bagi masyarakat terhadap pengadilan. Masih ada terdengar keluhan masyarakat bahwa

pcngadilan ini bukan tempat menciui kcadilar tctapi tempat untuk memlxn'nirinkan hukrrrl ditralik tembok

gedung pcngaclitln. Hirl ini cl:.rpat clirncngcni, karena dcngan jLrmlah hakim sebanyak tcrscbut diatas,

ticl:.rk scbancling dcngan pcrkara yang tcrllcli cli rnasyara\at. Tidak nlungkin scorang hakim dapat

mcnangapi pcrkarr yang bcragtun, kilrcttit sctiap pcristiwa pclanggaran hukum dimasyarakat berbeda

p*-ngatynnnya clari segi unclang-unclirng. Misalnya, perkara pidana dapatlah dikalakan cliptrttts maksimal

enam bulln, tctapi clcngan.ir:ntlah hakirn yung tcrbatas rnitka hakinr tcrscLrrrt.juga akan ntcnitnsaniperkara

perdata, pel an ggarar.r l a lul intas, kej ah atan ckonont i dan perkara lai n n ya.

Oleh karena itu, iclealnya aclalah, setiap perkara yang terjadi dalam masyarakat ditangani oleh

satu atau [gberapa hakim yang mempLlnyai pengetahu:ur yang khusu sesuai dengan peristiwa pelanggaran

hukum itu, sehingga pemberian pLltusan atas perkara yang dihadapkan kepadanya benar-benar dapat

dimengcrti oleh hnkim tersebut pada gilirannya akan lebih mendekati rasa keadilan bagi para pihak yang

bersengketa.

Kemuclian dari itr,r, clari segi wibawa lembaga inijuga belrrm menunjukkan keweibawaann)'a

kepacla masyarakat. Misalnya belurn acla ketentuan yang clibuat sccilra tegas clan drjalankan dengan

\.d\k.te(tr\\\gqe\rttrng.uprhlk\.un y'.urgberkenaan dengmper\inirmenghubung\hri\mb'.iictir \a\tsrt

pe ngaclilan apalagi clilLrar pe n-eaclilan. Masih banyalt trampak i)ari.i pcngacetra. Illrtsyarakat yans

berhubungan rJengan perkau irke\uiu mastk mangarnha\rm.\La\\n\ akan mengurangr urb'.rw apeng$r\tn,
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sebab tidak ada prhak iain yang tahu apa yang dibicau'akan hakim dengan p.ara ihak yang berhubungan

dengan perkara tersebut, malah hal ini akan menimbulkan asumsi yang negatif bagi masyarakat. Sebab

kalau memerlukan urusan administrasi dalam menyempurnakan barang bukti atau pembelaan cukup

berhubungan dengan panitera atau tata usaha, mengapa harus menghubungi hakim di ruanganhya.

Kalau dibandingkan dengan jumlah perkara yang diajukan di kejaksaan tidak samajumlahnya

clengan perkara yang diterima di Pengadilan Negeri begitu juga dengan data pengajuan perkara dari

Poltabes ke Kejaksaan. Piidahal umtan penegarkan hukum adalnh dari pengaduan masyarakat ke lembaga

kepolisian, kemLrdian diajukan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan selanjutnya diajukan ke

pengadrlan r-rntr-rk diberikzrn putusan. KalaLr datanya saja tidak sinkron bagaimana dapat dinilai penegakan

hukum telzih berjalan dengan baik di masyarakat.

Narlun clcmikian pcr'trccliriur clata ini sccura Llmurrl lnclnang bclum ntcnrgtjtrkkan penegakan

hukurn yang scsLlnggLrhnya, tcttpi bartngkali hal tcrscbul- tcriadi karcna tidak tcrribnya achninistrasi

1-y.qrl:r nrlsipg-nrasnig lcrntlrga pcncgirk hukurl tcrscbut. Misalnya data cli poltabcs, lcltih bilnyak dari

rl1t1yang clitcrina kc.iaksaan jLrrnlah lrcrkula yuns clitcrirla clar-i nrasyiu'iikitt, mcnglpil tidak scn-lLlanya

diljgkap kc kc.jakslurn'/ Kurcna lrcbcrapu pcrkirra ticluk surnpli kckc.jaksaatt misaltiya pcrkara yiing

bcr-sil'at clclik uclrrnn, tcllh tcr'yacli 1-rcrrluniaiarr u.natal'u pala llihuk atur-r ticlltk clitcmttklttiltya bLrkti yang

kaut dan tncyakirtkarr scliingga tctpaksa pcrkat'anya clittrtLrll.

Begitu jLrga clengan data yang ada cii ke.jaksaan tidak sinkron dengan data yang ada pada

pengadilan, hal ini karcna terjadi penumpukan perkara baik ditingkat kejaksaan maupun di pengadilan.

Artinya, sctiap tahun ticlak scnlLla perkara dapat diajLrkan kc pcngadilan olch kejasaltll, maka selisih

lrcrkara yang ada menjacli rlata penerimaan pacla tahun bcrikLrtnya, sehingga jumlahnya banyak. Namun

clemikian seharuspya dijclaskan bahwa data yang ada terdiri clari data tahtrn berjalan berapa dan tahun

lalu r^-unqra schingga ticlali rnengaburkan ntakna kinerj a le mbaga pne gark hukr"rm terscbut drtlanr menangiuii

pcrkara yang diaj Lrkan kepaclanya.
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4. Penegakan Hukum oleh Pemerintah Kota Pekanbaru

Berdasarkan data Statistik tahun 2000 Kota Pekanbaru terletak antara 101.14 BB dan 101.34

BT ser-ta 0,25-0, 45 Lintang Utara. Lr-rasnya sekitar 632.26 Km persegi, dengan batas wilayah, sebelah

utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kampar, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten

Kampar dan Pelalawan, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Pelalarvan, serta sebelah

Barat berbatasnn dengan Kabupaten Kampar.

Kota Pekanbaru juga termasuk daerah yang relatif datar dengan struktur tanah pada umumnya

terdiri clari jenis alLrvial dengan pasir dan pinggiran kota berupa rarva. Di belah oleh sungan Siak yang

mengalir dad Barat ke Timur, mempLlnyai iklim tropis sepe rti kebanyakan kota-kota lain di Indonesia

dengan sr.rhr.r be rkisar ant.rra 3'1.8 -36.0 derjat celcius.

Jar.ak antall kota Pckanbanr clcngun dact'ah Kabuprttcn llinny'a di lingkLrngu-r f ropinsi Riau

aclalah; clcnsarr Kabuputcn Bcngkulis I3I Krn, Ilcngat l-56 Knr, Duntai l8(r Km,'l'crlbillhlrn 2l3 Km,

Ilatarn 287 Krn clap'l-ap.junu Pinang 325 Krn. Bcrclasulkan scnsus pcndr-rcltrk tahLrn 2(XX) pcnduduk

Kota Pckarrtraru lrcrjurnlah 58.5.4-10.iirvu tcrcliri clari laki-lnki 29S.4(r-1 dan pcrcntPtrln 286.976.iiwa'

ApaSila cliSnlclingkurr clcngarr.juntluh pcncluclrrk tlhun 1999 clittt tuhurt 2001 cltrri clclrtP;.trl kccatnatan

vupg aclu cli Kotu Pckupbuli rriilia kcpuclatln pcncltrtlLrk sctialt Knr pclscgi y'ltttg, ttrt'kcc:il aclalah

kccanratiur l{Lrrnbai clcngan 323.jirva sctiap knt llct'scgt.

DiliIat clari icnis mata pencaharian masyarakat Kota Pekanbaru sangat bcrkartan dcngan laju

pcrkembangan tingkat penclidikan dan scktor usaha yang dikembangkan seperti industri Lrcrskala besar

clan inclustri berskala kecil. Disamping itu jenis mata pencaharaian masyarakat adalalt pada sektor

peftanian, petenrakan, petikanan, pcgarvai negcri dan swasta.

Dalam rncnguraikan lokasi penelitian pacla bagian Pcmenntahan Kota Pekanbaru ini akan

clikcmukakan tcntang Visi. Misi darr unrlr Kcbrjakan serla Prioritas Pe mban,gLrnan Vang clilakukan oleh

pcmcrintah Dlcrah. Diharapkan clengan uraian ini akan ntcn-iperolch gambltran kcarah mana

lrcmbangirnan yang clilaksanakan olch Pcn-tct-intah Kota pada pcriode 2001-200-i.
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4. 1 Visi, Misi, dan Arah Kebijakan serta Prioritas Pembangunan

Visi Kota Pekanbaru dikenal dengan Msi Kota Pekanabaru 2}ZIadalah, TERWUIUDNYA

KOTA PEKANBARU SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA, PENDIDIKAN SEKIA

PUSAT KEBUDAYAAN MELAYU, MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA

BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA. Visi ini dapat dirumuskan dengan urian sebagai berikut;

Pusat Perdagangan dan Jasa menggambarkan keadaan pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis

masyarakat KotaPekanbaru yang diinginkan dalam duapuluh tahun kedepan, disamping itu Pemerintah

Kota akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan Kota pekanbaru menjadi

pusat Perdagangan dan jasa di kawasan Sumatera. Keinginan tersebut akan ditempuh melalui uapaya-

11paya pemberdayaan kehidLrpan ekonomi masyarakat secara adil dan merata bcrbasis ekonomi

kerakyatan mclclLri pr ogam-program kegiatan puda scktor-scktor ekonomi dan intr-.r strp[tLrr yang hanclal

scna mcnumbuh kernbangkarr ilirn usaht yang kondusil'schingga plaku ekonomi chpat rncngcmbangkan

usalranyit dcrrgan baik. I

Dalam ralgklp mcnghaclapi cra globalisasi Pcmcrintah Kota bcrusaha untttk mempcrsiapkan

tlta liaga yang lrcbas, niunun lrcrusaha r"lntuk mcnrbcr-i clukuttgan pada scktol'Usaha kccil dan Menengah

(UKM) clan Ko1rcr:rsi schinggu clapat tunrtruh cLtn bcrlictntrang rncn"iacli pclaku ckonomi yang kual'

mclgahclryi persaingan usalta di cra globalisasi, sclringga clapat nlcnghilangkan titlagc scbagai pe laktt

ckonorniyang lemlh.

pusat Pendidikan mengggambarkan Pemerintah Kota akan selalrl berusaha untuk

memberdayakan masyarakat agar dapat berperan sefta secara aktif meningkatkan kualitas Sumber

Daya mlnusia sebagai manifestasi pembangunan manusia seLltuhnya. Pemberdayaan SDM ini lebih

diamhkan kepada terwujudnya sarana dan pnisarana pendidikan formal dan non-formai di bidang keahlian

clan kcjujr-rran yang terpadau diikuti clengan upilya pe nyiapln sarana dan prasarana pendiclikan dasar

sampar pergurLran tinggi. Dengan arah tersebut diharapkan pacla tahun 2021 nanti Kota Pekanbaru

akan tcr.seclil sarana pcncliclikan yang lengkap clan bermutr,r sejak pe nclidikan dasar hinggit perguruan

tinggi, sehingga rnasyarakat cli wilayalt Propinsi Riau yang ingin mcnuntut ilrnu tldlk pcrlu lagi belajardi

luar daerah Kota Pekanbaru.
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Pusat Kebudayaan Melayu merupakan refleksi dari tatanan nilai-nilai budaya luhur masyarakat

Kota Pekanbaru yang mantap dalam mempertahankan, melestarikan, menghayati, mengamalkan serta

menumbuhkembangkan budayamelalyu. Upayaini secaraterus menerus dilakukan sehinggamenjiwai

perilaku individu masyarakat Pekanbaru dalam aspek kehidupan sehari-hari sehingga dapat mencerminkan

jati diri serta kepribadian melayu. Nuansa yang demikian dapat dilihat pada ormanen fisik bangunan

yang mencerminkan khas melayu, adanya kawasan yang beridentitas melayu sena makin mantapnya

kehidupan adat yang digali dari nilai-nilai luhur budaya melayu.

Masyarakat yang Sejahtera kondisi yang digambar dalam visi ini pada tahun 2021 nanti akan

terwujud masyarakat kota yang hidup dalam susana yang aman, bebas dari rasa takut, berkecukupan

kebutuhan lahir dan bathin secAra seimbang dan selaras materil dan sprituil yang didukung dengan

terpcnuhinya kelrutuhan gizi, kesehatan, kcbenihan Iingkrrngan yang standal'. *; r
Iman dan Taclwa mcrupaktn landasan sprituil, moral, norma d.an etika cliamna ntasyarakltt pada

konclisi tct'tcntLt mcmpunyai akal yang schat dan claya tangkll tcrhadap,icgala scsuatu yarrg mcrugikan

dcngan nrcmpcrkukuh sikap clan pcrilaku individu rnc3lalui pcmbinaan agama bcrsama-sitma yang

tcrccrnrin clalam kchiclLrpan yang hatlnonis, scitntrttrtg cllttt sclat'as.

Misi Kota Pckanbaru 2021 adalaly Pertntrtu, nrcnciptitkan d:innre nttmbLrh|.cntbangkan iklirn

tr,salrir yrng kondusi{'clcngan lrcrtrasis ckonorni kerakyatan. Kadttu, Nlcnl cdialtltlt slu.rna ltctltira sekolah

atau lembaga pendidikan yang bermr.rtu Llaik diui segi tenaga pcngelola dan ktralitas sarana hsik. Kefiga,

iv'lelestiu'ikan, membina dan mengembmgkan kebudayaan melayu yang miunpu menglkutilrcrkembangan

jaman dengan tetap mempeftahankan jati diri sehingga tercipta masvarakat yang maju, mandiri dan

berkr-ralitas dalam menghadapi persaingan yang semakin komplek. Keentpctt, teqrenuhinya kebutuhan

hidup masyarakat baik primer maupun sekunder secara standar. Kelinn, menciptakan masyarakat

vang be riman clan beftaqlva mcnralui penciiclikan agama clan mcninskatkan l'unsst 1:ntlraga-lembagr

keagamaan sebagai wadah pembinaan.

{. 2 Strategitlan Arah Kebijnkan Kota Pekanbartr

Dalanr penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerinlahan, pe laksanaan kegiatan pembangunan
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dan pemberdayaan misyarakat, Pemerinl.ah Kota Pekanbaru akan menerapkan kebrjakan sebagai belikut:

1) Melakukan konsolidasi organisasi secara intemal dalam rangka;

a. Meni n gkatkan kesadaran dan korn i te men t j aj aran aparatur Pemeri ntah Kota terh adap

tugas dan fungsipelayanan umLlm.

b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, terutama dalam

penggunaan sumberdaya keuangan dan peralatan yang tersedia.

2) Meningkatkan penerimaan daerah dalam rangka meningkatkan cakupan dan kualitas

pelayanan umum pemerintzfi an. Kegiatan ini di lakukan melalui ;

a. Intensifikasipenedmaan pajak d.ui rctribusi, terutama dari bidang-bidang kewenangan

pllngtttan pajak dan retnbLrsi.

b) Ekstensil'ikasip,:ncrintaan rctribusitcr.trtanta cllri tridang-bidrtnglggiittan yilng

potcnsiul cliut e ktlttt-ltttis.

Mcnirrgkatkan kutlur kcrjasanta kcnritt'Lu.ut ltctttcritttltlt dacrlh dcng.itt lcttlbaga lcgishtil-

clalant rangkt ntcrrbangun scbuuh {orrnat pcnyclorrggar;"}an pcmcrintlthtttt clr dacrah yang

h arrrtt'ru i s cliu t lrctot'ictt tlts i l"ritcllt 1rc1 ityatr an pLrll I i l<..

Mcningkatkatr kcliusarna 1rcrr-rcr-irrtuli clacntlt clt:t.tgutt scL'.ol'swasta dltn trtlls)'itt'ltkitt dalani

langka llctnl)orcl'at scnuutgat kcrvira usaliuatt yaltg tattggult clikllrritrittl l).llJ pcl'uslthaan

clarr ntasyarakat tcrutarla kalangan llcngusaha yang bcrgcrak pada scktor-scktor ekononti

yang bcrorientasi pada;

a) Pcngolahan clun pcmanf'autun procluksipcrlanian <ian produksiindrrstri tempatiin.

b) Pasarluarneged

c) Penyerapan tanaga kerja tempatan

Melingkarkan hubLrngan kerjlsuma cle nsun tokclh-tokoh politik. Lerttbaga Swaclay'a

rlasyarakat, Pcrguruan'f inggi dan Organisasi profc--t dan kepcmutlaan clalam ran-qka

ntcrnttangun iklint clan sittrasi sosial politik yang cicnlokr::lls /an$ dinanris.

3)

4)

5)
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4. 3 Prioritas Pembangunan KotaPekanbaru

Dalam melaksanakan strategi, arah kebiiakan, Pemerintah Kota Pekanbaru akan memberikan

pnontas utamapada sektor kegiatanyangpa\ingbanyakmembenkan kontribusi terhadap pencapaian

visi dan misi, prioritas temebut adalah;

a. Pembenahan intemal organisasi pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kesadaran

jajaran aparatur terhadap tugas dan fungsi pelayanan umum sehingga dapat meningkatkan

kualitas clan cakupan pelayanan kepacla masyarakat secara efisien dan eiektif.

b. Peningkatan ;rndapatan daerah dengan car? menerbitkan kebr.lakan yang benahabat dengan

pasar sehingga tidak menimbulkan akibat ckonomi biaya tinggi.

c. Peningkatan hubungan kerjasan-ra kcrnitraan clcngart semua stakeholcle rs pcmb:ingunan

sctcmpat clulam mngkn r-ne ntbungurr iklim clan bttclltr".t ptllitik sccari.i tlegtgkratis.

ct. I)crringkutun hultungan krxllclinlsi vcrlikul lraik clcnglur p*nrcrintah d;rcr:rh prrpinsi InltLlpull

1-ursut clulurn rangku sincrgi kcbi.iakan cllttt sirtkr',lrttisa.si program.

f.

b'

Mcrlllrngun busis utamu ckrlnonri kcrakylrtan clalam rangkt mcttdtlront: pcrlttmbtthan

ckonomi urclalLri pcl'iut scll:r rrusyulaklt clal:tnt ntngka nrcttciptlklrn kcsctnpatan kcrjli

clan ircn gttt'ittt glttr an gkil l)Lll giln gqt ll'itl l.

I)cnaggularrgan ntasalalr kcrniskinatt clctrgan cara tlcncriritkatt kcbijal.ul cllitt ltrc:laksanakan

prograrn-program pclayanan Lunul'n sctla nrcnclorong pola-pola kcterklitan clltn ke mitraan.

Pembangunan piu'asarana dan sirrana yang bcrkaitan dengan keqtatan e kononli yan-e

procluktif bagi rnasyilrakat sepcrti pcmbangunan lalan. jembatan. sarana kesehatan,

penclidikan dan sarana sosial lainnya.

4.4 l,'aktor Pencntu Kebe rltasilan

'Icru,u juclnya Visi clan Misi tcrscbLrt cli atas sansal tcrganlunc dari beberapa hll, antara lain:

a) Illktor pcnentu keberhasilan rclalah scrangkaian asumsi nlengan:,r konclisi r ang perltr

cliciptakan clalam rangka ntenjatliir-t kcl'rrha.silan 1rc1:.r!::anaarl kcbt.;al:rin d;.ttl ptt-ilram lima

tahunan daerah. faktor penentLr keberhasilan tersebut anura lain;
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b) Terciptanya terlib sosial yang kondusif bagi kelangsungan proses pemerintahan dan

pembangunan di daerah

c) Terciptanya hubungan kerjakemitaraan yang harmonis snataraeksekutif dan legrslatif daerah

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan clan pelaksanaan pembangunan di daerah'

d) Terbangunnya pola-pola hubungan koordinasi vertikal dan horizontal yang harminis antara

pemerintah kota dengan pemerintah propinsi sefta pemerintah daerah lainnya sehungga

memungkinkan terciptapya sinergi kebij akan dan si nkroni sasi program

e) Tidak adanya peraturan perundang-undangan pusat yang bertentangan antara satu dengan

yang lainnya sehingga tidak menciptakan tafsir ganda di daerah.

f) Terciptanyar kesatuan bangsa dan kerukunan antar masyarakat

g) Tcrciptanya Supre masi hLrkum dan Good Govcrnrtncc *i.r

h) Mcmpcrccpat proscs pcmulihan ckottotni di dlcrah dan nasional

i)' Pcngut'angrtttangkltkcrrliskinalt dln lrcnganggttt'att

.i) Pcningkatarr kapasitas kclcrnbagaitn clan apariltul'dacmh

Masala[ sampah rncnjacli pcrnrusalaltiut Lltlutra ttntuk sctiap k<lta tcrnlasuk Kota Pekanbaru

yang tclalr mcn jacli kota Lrcsar', clalarn tahun 20(X) sajir prcxluksi sanrpeh prhuri | .1)T.(12 rn3 sedangkan

sampah yang te rangkut ke 
-le 

mpat Pembuangun Akhir ('lPA) sebanyak 45-5,00 m3 berarti terdapat

1267 ,02n3sarnp1tr yang tidak terangkut setiap harinya, kondisi ini diperburuk laei dengan bertambahnya

produksi sampah setiap tahun yang terus meningkat seidng dengan pertambahan jumlah penduduk.

Minimnya kemampuan pengelola sampah untuk menganekut sampah ke tempat pembuangan

akhir antara lain clikarenakan terbatasnya s.rrana yang ada, misalny a armada transportasi jumlah armada

yang climiliki pcnrcrintah Kota Pe kanbarr.r clalanr mcn-eelola sarnpah pada saat ini sangat terbatas yaitu

hanya terdiri cltri22unir cluntp truck, I unit nrobil tinja. I unit ki.iang station, I unit lJ.lang pick-up, I unit

br,rllclozcr (dalan-r kcaclaan rLrsak bcrat). 1 unit loadcr dan I Lrnit e\ca\ ator untuk dtsltttakan mengakut

sclan ntenrbersiltkan satnllalt yang terse bar di seluruh Kota pckanbaru'

Untuk menjaga kota agu'tetap bersih dui sampah, prog am pmerint:rh kota di bidang kebersihan
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Penyapuanjalan

Pengumpulan dan pengangkutan sampah

Perataan sampah'di TPA

Pemeliharaan Depo

Daur ulang kompos

Pengadaan alat penunjang kebersihan

Penambahan loader, excavator, mesin kmpresing

Penambahan jumlah TPS dan pengkatan pengangkutan ke Depo

Pengaclaan bus karyawan

Pengadaan saranil dan prasarana penunjang kebcrsihan kota *;r

Pcningkatan fungsi tcnaga teknis dan non teknis

Sistcm dttu trasc invcntarisasi pcrlcngkapan dan pcraltan tc:knis

Pcngadaan tanah Lrntuk TPA

Pcrawatan pcralattn pcntrniang kcbcrsihan

{.5 ltenegakan Flukum di Bidang Kebersihan

Dalam rangka rneningkatkan Kebersihan, Keindaham dan Ketertiban Pemerintah KotaPekanbaru

relah mengeluarkan pe rangkat perundang undangan sebagai dasar untuk menegakkan hukum di bidang

K3, yaitu Peraturan Daerah No. 4 Tahr,rn 2000 tentang Retribusi Kebersihan sebagai perobahan atas

Perda No.5 Tahr.rn 1996 yang diundangkan dalam kmbaran Daerah Kota Pekanbam Nomor. 3 Tahun

2000 tanggal 4 Desember 2000 Seri B No.l dan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2001 tentang Satpol

PP. Dengan ada dasar hukum ini maka diharapkan dapat mewLrjLrdkan misi Pe merintah Kota di bidang

kebersihan.

Dari segi namanya Pcrda ini lebih dominim menonjolkan perlr-rnva pungLtttut chna d:ri masyarakarat

berupa retribr.rsi.I)cngan ntotivasi seperli ini Lrpetya menumbuhkan ke sadaran milsvirakaL i.tttLs prcrlunl'a

menjaga kebersihan lingkungan ini belum mempe roleh ruang dalam pe rda tersebut, tidak satupun pasal

a)

b)

c)

d)

e)

0

gt

h)

t)

.i)

k)

r)

m)

n)
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yang men1elaskan darl mengatur bagaimana masyarakat dapat meningkatkan kesadarannya tentang

budaya bersih. Akibatnya sampai hari ini pelanggaran-pelanggaran atas perda ini terus te{adi walaupun

telah dicantumkan sanksi yang sangat berat, berupa tidak pidana kurungan selama-lamanya lima tahun

dan denda Rp. 5.000.000.-

Sebagai gambaran dapat dikemukakan perda ini terdiri dari 18 pasal yang dibagi atas XV Bab,

Bab I tentang ketentuan umum, Bab II tentang tempat sampah (pasal 2-3), Bab III tentang pengangkuran

sampah (pasal4-5), Bab IV tentang Pengangkutan sampah (pasal 6), Bab V Pemusnahan Sampah

(pasal 7), Bab VI tentang Larangan (pasal 8), Bab VII Tentang Retribusi bagi (pasal 9); KompleU

bangunan rumah hunian dan usaha, Komplek Pasar Bertingkat, Komplek pasar tendd payung, Komplek

tokok clan los. Bab VIII tentang Tatacara Pembuyaran (pusal l0), Bab IX tentang Pcngurangan,

Kcringanrin dan Pcmtrcbrsan Rctribusi (pasal ll), Bab X tentang KetenturnJglgawasan dan

Pcngcndalian (Pasal t2), Bab XI tcntlng Sanksi Achninistrasi (Pasal t3), Bab Xll Kctentuan Pidana

(pasal l4),[]ab Xlll tcntang ['cnyidikln (Pasal l5),l3ab XIV tcntang Kctcntuan Pcralihan (pasal l6),

Bab XV tcntang Kctcntuan Pcnutup (pasal l7 - l8).

Drui konrposisi isi pasal clalum pcrclu tcrsctlrt.iclas sckali pasal yang paline bunyak lrcngaturannya

acla|lrhnlcltgcttai.jttttllltltclltttl'tyltngltatrtsclilllrylrr.tttitsyantkittkcpadapcntcrintahc1ltt-t.iiIt.'I.iclak

dalarn pasal itu bagainrana saranil yang hanrs cliscdiakan tcr'lcbih daltLrlu agar milsvanLkuL nre mpcrolch

kcterangan yang jelas, rlcngapa disamakan r-rntuk rctribusi sampah pada perumahan untLrk scnrua dacrah

lrcnlmahan kota, misalnya untuk rctribusi sampah komplel</ bangunan ntmah huniiui dan usaha dikenaliiin

atas klasifikasi A retribusinya Rp. -5000. Kelas B Rp. 3000 dan kelas C Rp. 1000. Bangunan mana

yang tcnnasuk A,B,C tidak dijelaskan dalam Perda tcrsebut dan kalau dilihat dalam pe njcla.san pasal 2

- l8 hanya ada penjelasan cukupjelas.

Kategorikan sampah pada Pcrda te rscbut adalah "segala barangi be nda atau bahan yang telah

bcnrbah baik rvama atau bentuk mallplrn ukr.rran akibat tclah dipakai/ dimaniaatkan atau se gala bendr/

barang/bahan yang ticlak dapat dipergunakan diin iitau drpe lihara secira patllt". I3e grtLr lLuisnva pengertian

sarnilih yiurg nrenjadi obj ck pcngatulr.ur tialanr Pcrcla te t'scbul, tnaka dalalt't lxnc'r.rkunnyit lrcttar-btenar

harus dapat dijelaskan kepada masyarakat.
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Untr-rk mengamankan dan mengakkan Perdi No. 4 tahun 2000 dan Perda lainnya dibentuklah

Satpol PP. Bertugas membantu Walokota dalam menyelenggarakan pembinaan keterampilan dan

ketertiban wilayah masyarakat, serta menegakkan peraturan perundang-undangan yang ada terutama

Perda dan Keputusan Walikota. Sementara fungsi Satpol PP ini didirikan adalah untuk:

(a) Salah satu lembaga untuk pelaksanaan ketertiban sefia penegakan peraturan perundang-

undangan, terutama Perda dan Keputusan Walikota.

(b) Pelaksana pembinaan ketentrzrman dan ketertiban wilayah masyarakat.

(c) Pelaksana pembinaan pengamanan, operasi dan penertiban serta pengawalan dan

kesamaptaan.

(d) Pelaksanaurusanketatusahaan.

*:l

Dalant nte laksakan lirngsinya Sltpol PP tcr-r.rtanu unluk ntcrrcgakkitn Pclda \rl. 4'lirhun 2000

tcluh rncllksunakan kcgiutun o1^*r'usi yung dibagi atis c[ut.jcnis opcritsi, yaitu: Oprasi nttin clitn Olrcrasi

Khuslrs. Opcrasi nrnlin dilakLrlian clcnsun cara patroli kclilirrg Kota Pckatrbaru, biasartyit lxtroli ini

cliltkr-rkan nrulai pukul03.00 WI[3 sarnpui sclcsai. L)aliint ntcluksuntkatt pattoli ini anggota satpoll)P

alian rnclakukun pcnu.uwirsllr bukln rlrrput lantsrn'lg nrcnllilrntri I tinclaklrn tctlltdalt okrturt-t masyattkat

tcl'tcutu apabila cli lapangan clitcrnukan pclangglu'art. I(ltusr.ts Inusrtlitlt srttlprtlt int s.rnksi yurtg cJapat

clibcrikarr llaru bcrupa tcgul'al) clan pcringutan sccati lisaniurnlahrrya sckitar l-5 kasus pclanggaran

pcrnbuangan sampah olch lrcmilik toko yang tidak pada'lbrnpat Penrbuangiur Santpalt t.'l'PS) nrelainkart

hanya rncnumpukkan sampahnya diclcpan tokonya, tcguran ini clibcrikan pada waktu olxrasi gabungan

bersama POM, Kejaksaan, SatpolPP dan Kcpolisian.

Kemudian operasi khusus, yaitu opcrasi yang dilakukan pada saat tenentu secara mendadak

clan clapat dibcrikan sanksi yang tcgas padt oknum yang nrclanggar pcratrlflrt SC:uaidcngan Perda

yang acla. Dularn opcrasi ini pcllksana tlrgas hcnclaklah nrcrupakan tindak lanjut d:rn adlnya laporan

clali Canrat yang n-rcltporkan pcrlLrnya cliaclakan tinclaltan tcrltaclap pelanguarai: Pc-rcla yang acla

clrwilayalrnyu.'l'irn yang tLinrn kclapangan urrtuk opclasi khusus irrr aclalafr Satpoi Pi) clitanrbah dari

anggota'l\ipika yaitu tiga pirnpinan kecanratan scpcrti Korarnil, Polsek dan Camat.
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D4d hasil peneftiban selama ini barLr 2 kasus yang pernah diberikan tindakan yaitu tertangkap

tangan oleh aparat membuang sampah dari atas kenderaan pada hari Selasa, tanggal 26Rebrua;i1ffiZ

jam 12.00 Tim Yustisi melakukan raziadisekitarJl. Tambusaidan menemukan Sdr. Suyecldimembuang

sampah tidak apada tempatnya. Kemudian kasus kedua pada tanggal 2 i Januari 2002 sekitarjam. I 1.30

di Jl. Arengka II Kelurahan Sidomulyo, pengemudi mobil Colt Diesel BM.8l79 DA telah membuang

sampah tidak pada tempatnya dan dikenakan tilang dan menyita STNK kenderaan tersebut.

Masalah yang menadk atas kejadian ini adalah, minimnya jumlah pelanggaran yang berhasil

ditemui petugas. Sementara masyarakat yang membuang sampah baik clilokasi perumahan, perkantoran,

pertokoan setiap hari banyak jumlahnya, hal apa yang membuat Perda ini tidak berdaya untr-rk drtegakkan.

Kemudian diui berita acafa yang dibuat dicantumkan tcrsangker dan saksi-saksi dirvajibkan menghadap

ke Pcnguclilan Ncgcri Kota Pckanbarrr untuk dipr-rtuskan pcrkanrnyii. *r'l

Bcrccrntirt dlri hitsil pcncgakan Pcrda scpcrti di atas jclas, ntclakukrn pcngawasan secaril

tcl-t-ts tttcttcttts cllch Slrtpol PP tcllurrLrp nrlrsyarakat lrgur nrcmirtLri Pcrda atuu nrcmbilsakun mcmbuang

sampah pacla tctnllttnyil sangitt tidak dapat cliandalkan. Ilal ini.iusa tcrccrmin dari tulisan Walikota

Pcklttlbant pacla I{iaLr l)os pacllt hari Sclasa cJlrr I{abrr tunggal 8-9 Altr il l(X)3 tlcp'rur lLrtlLrl " Mcmb,umikan

Btrclaya llcl'silr". Dtra hlrr-r tLrlisart lrcliau cliniturt ang clilutrllclakngi olclr sLrlilya nrcncgakkarr Pcrcla No.4

'lirhurr 2000 ini rlrlasyalakl[.

Dari tulisatr terscbut sifat pesimis dengan bLrdaya masyarakat yang acla akan kebcrsihan ini,

beliatr masih menghat'apkan adanya kerjasarna yang erat agar disetiap lingkungan tcrkccil sampai

lingkungan terbesar masing-masing mempunyai sikap yang tegas akan pcrlLrnya kebersihan untr-rk kita

semtla. Salah satu yang bcliau sarankan adalah perlunya memberdayan institusi masyarakat seperti

lrmbaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan membiasakan hidup bersih itu sejak clini, malah kalau

pe rlLr scjak ?iman Kanak-kanak clialarkan mate ri pcrlr-rnya sikap benih.

Kcmudiatt nte nyintak clari hasil pcrntrcrian tinclakan oleh 'f int YLrstisi de n_san mcmbuat Benta

ilcal'it ilsal'pclaku rncnghldap Pe ngaclilan Ne-ee ri Kota Pckanbanr dan aclanya pnr itaan STNK, cli sini

ada kclcntahannya yaitu; Ilcrita Acra terscllut adalah rlilik Polisi scsuai dcngan kop suratnya adalah

Kepolisian Daerah Riau Kota Besar Pekanbaru, scmentara yang rnenindak adalah Satpol PP. Dengan
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kondisi inijelas kewenangan Satpol PP tidaklelas dzrlam memberi tindakan kepada peianggar Perda,

kemudian dalam berita aara tersbut di tindak atas pelanggaran terhadap pasal berapa tidak dapat

dituliskan, apakah petugasnya tidak hapal atau memang tidak diatur dalam Perda tercebut.

Tidak ditulisya pelanggaran atas pasal berapa, karena dalam Perda itu sendiri tidak diatr-rr secara

tegas, bentuk perbr-ratan dan sanksi apa yang akan dikenakan. Kemudian dengan menyuruh ke Pengadilan

merupakan kegiatan birokrasi yang sangat panjang untuk tegaknya Perda ini. Dalam pemeriksaan di

Pengaclilan pada umumnya disamakan dengan pelanggaran lalulintas cara penidangan untuk pelanggaran

Perda ini, kalau hakim berpedoman pada Perda No.4 Tahun 200 bagian sanksinya adalah pada pasal

l4 yaitu diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya

Rp.5000.000. Pe lunggaran yang mana yang clikenakan hukuman sepcrli itu, agaknya cialum Perch

tcrscl)ut clitcglrskan tcialuh pclanggaran tcrhaclup scgalu kctcntuun ci.rlllr Pcrtlrr irtr. nuhna nisangat

kabur scbutt bagiarr-bagitn yang acla pada Pclclu tcrscbut juga nrcngiitur tcntang pcn) cioran clari pihak

prlungut kcplcla prrrcrintulr clcngiur llrtus rvuktu lx 2'[.janr aplLklh plunrglu'an ini.lur:u luuus dikcniikan

huliuntan yang sanrt hcgitu.jugu lrugiun luin ylttr sil'utrtyu uclministntril'. Olch karcnu itu Pcrcla ini

rncnrl-lunyai rllulr g yan g lcnral t u ntit lt cli tc!.ak kltn.

Stnrlt:gi I)cnrcrinttrlr Iiotir Pcklrnlllrnrrllllrn nrcnanlillrJsrrn'rp.rit iri rlrrlltn rlrn,'! .r lxrrrrllry,lgttnaltn

Ircrda No. .l'lahun 2000 aclalah clcttgan trclaksanukan:

(a) Pcmilik sampah harus nrcngunrpulkan dan mcmbuanu sampah pacla Tempat Pcmbuangan

Scnrcntara (TPS) yang telah clisccliakan atau pada tempat sampah pacla janr i9.00 - 05.00

WllS dcngan mcnrisahkarr jcnis sampah dan mcnglrnpulkannya pada kantong-kantong

plastik.

(b) Petugas kebersihan akan mengangkut sampah yang ada pada TPS pada jam 05.00 -
sclcsai kc -fcrripat Pcnrbuarrsan Akhir'(-fPA) clcngan lumlah annacla se banyak 36 unit

dcn-9un pcrsonil I Lrnit mobrltcltliriclari 5 ot'ang l)ctLlglts.

(c) LJntuk.jaliur-.julan protokolclan tempat yilng strltcsis surnpah akitn cliirnsi.Lrt olch petugas

kcbe lsihan pacla pLrkul 0-1.00 - 07.(X) pagi dln siang 1;ada pLrkLrl 1[r - sclc-sai.

(d) Lurah pcmurakan Llung tornbak apurat pcrnerintah kota dalam mengkcrrrdinir kegiatan
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rnasyarakiit r1:ilam tncmbuaug satll:ah.

(e) Dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah ditetapkan sejurnlah retribr,rsi kepada pemilik

sampah yang cilrdakan atas jenis usaha, iokasr dan pct'utttultan batrgunan mililt masyarakat.

(l) Bagi yang melakukan pelanggaran diterapkan sanksi berupa clenda atar,r pidana kLlrungan

selluna-lamanya 5 tehLrn pcnlala.

Penciekatan perncnntah kota yang hanya rncnganclalkan sanksi yang berat atas sllatll peraturan

sebiigai salah satLr Iukurn untuk me maks,i msayarakat iitas peraturan yang clibuat pemerintah arlalah

penclckatan yang tclah lama clitinggalkan. Karena dalam sc.iarah teori sanltsi yang berat ini tidak dapat

c,l-cktil-[rrlliku,nllilltlrscrirtgtcrjar1ipclirrrggarankartlakcpltitrltltnitllnyarakatias1)0|l}lI'I|:

scmu yaitu 61nya kallu acla pctLrgas yang lnenguwilsi, ktlltr ticllrk atla pctugas tnltka nl3syirakat akan

tllclaltttkittlp:langgitratl.Dcrrgarr.jLtnrlith1lctLrgaSyilllgittllltttttttlitrlctrga'uvasitcglrkrlyir1tll.clllilli'lllakll

tirlak ptrrrtgkil Lrptuk sclllrr rncrrgurvlsi tintlal(an nlrsyuntliat sctiltlt *'ltkttt, kltt'cnlt ltct'llltttclitlu,atl.iLtmlitli

pt-'nclLrrlLtli (lcn!,illt.iLJtttlltlt llcl'stlrlrltitlitk scitlllllttlg.

()lclr kur-cpa itg, scIuil,nyu srurtrr ltcnrtrrnrrr hcntltiknylr.!rrutr tncttglttLtt'ltitqattttartlt lcttrllalla

liltlltrtkcslt,.ilttatlltttl.'rttltltlitsYlttlt|.at

hgkrrnr atar: pcrltr-rrap tc;se[rut clulirnt nrlryanikat. I)crsyaratittt ttntttl< tltmlluhnl'a kcsaclitran rni pcrltr

clil.urnuskal sccara baik clalarn itcraturan itu, misalnya diu'r aspcli manfaitt cliusahakan agar rnatert

peratural tcrscbut benar-benap clirasakiin ntasyarakat nranfritttnya, sitnksi yang ditcrallkan aclalah yang

t-rcnar-bc11r tcgirs clan clupat clr lalisan ak:ut, pt oscs pcncl'apalt sattl<si bagi Pclan lgat' cliatLtr sccara.jclas

tanpii acla pcnafsiran yang beragam clan pcl'syafatan latnrlya ciiattrr dalam pel'aturan tcl'sctlut'

.1. 6 l{eliontettclasi

f)ur-i hasri pe:rrcgul<1n Pcrcll irrr olch S;rtltol PP clan pulu pihul< y"ang lcr')iiL;t. tnastlt ttrctlt-ttt.iLtlikitn

tcrscbrrt antara I iti tl :
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Perda No. 4 Tahun 2000 Tcntang R"rrit urt ;;;fi*H n-iemuat tlua pokok masaiah
..:,,:".

yang belum tuntas diatur. Dua masalah itu adalah dirnuui*ya masalah pellanganan sarnpah

dan reribnsi sampah, seharusnya kedua masalah ini ciipisahkan Perclanya atau satu Perda

ini jugatetapi memuatmateri keduamaslah ini secara memadai.

Perda ini belum diiringi dengan segeranya dikeh-rarkan Petunjuk Pelaks*rna d.an Petunjuk

Teknis. Akibatnya tim yang bertugas menerapkan Perda ini mengalami kesulitan.

Tidak adanya JLrklak dan JLrknis ini,.adalah akibat masing-masing dinils yalng;te I'kalt dengan

Perda ini saling menunggu sehingga Bagian I-lukLrm Kota Pckanbaru merigl,rlamikendala

untuk menggodok timbulnya Juklak dan JLrknis.

5. I,'alitor Kcsadaran Masyaraliat ditlanr l)cncgakrn IIukunr

i)

a\z')

1l

*-"t

Salah satLr faktor yarrg ticlak kalah pcnting pcrananr'lya clalam pcnce,alian lrukurr,t,

l<csuclarau rnlisyur-akat, yaitLr ud:rnyu kcinginln musyarakaI unt.Lrk Llat tcrhaclap huku*r-

tarrpa arlanya pal<sitau clari pihak lnanrpun. Misalrtya, apabila acla samlrah bctlctralall c.|i

tarrpa rlistrnrh olclr silpaprrn rnasyalaltat clcngan co1;at bcrcaksi nrcnrrrrrgutnya dan nrcn;1."1

tcnipirt pcnrllr.rangun sanrltah yanu tclult cliscclialiart, clcnsurr kcsaclaran ini lcbilr ccpat r

trrjuurt Irirlittnr yarrg tcluli rJi[rtrirt.

Masalahtrya adalalr bagaitnrLna rncrruntbLrltliitn kcsrclliritrt tnasyarakat agar pntulr tcr'},

Mcngingat kesaclaran hLrkunr mctl-tpakan sLratLr proscs psihis yang tcrdapat dalarn scti;rp

yang mungkin timbLrl atau ticlak, akan te tapi karena auas hLrkum terselrut ada pacla diri st

yaitu "kcaclilan", maka ketika hukLrm yang ada mengandung azas hr-rkum timbul tim

mematLrhinya, sebaliknya kalau az-as itu dipandang masyau'akat tidak ada maka kesadaran un:

hukurn ticluk akan tinrbLrl.

Ole h karena itLr, acla bcbclupa tahapan yurig hrLrus diliLlui urrtuk r'trcrtgltarapk;ri:

licasaclaran hul<um dan masyzu'ttl<ttt. Pt'rtttl/irl, nrasyilt'itkttt ltarus tlemahami hukttm ter:

dlhLilLr. lvle rnuhuini lrukLrrn cllrltiil clcne arr cura tcrlolrih d:rlttrlLr nrcngctuliui lcntang altakalr irr

te lah ada atau bclum, kalau tclah acla apakah hulium tersebut bcrlahu sccara syah atau tid,;

rir faktor

bcrlal<Lr

rrh jalan,

;vir pacla

rlir:apai

rulium.

a ir,rsia

i:lllLiSi a

r untuk

;matuhi

i-ruhnyii

lerlebih

lcrsebul

:mudian
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clengr,n licngetahLran sepcrli itu nraka timbrlilah kcfahainan bahwa peristiu,zr yang clihadapi mesyarakat

telah ada hukum yang mengatumya dan berlaku sebagni hukum positif yang wajib dipatuhi.

Kedua, faktor pembentLlkan hr:kum berdasalkan azas hukum yaitu "keadilan". Keadilan yang

sesungguhnya memang sr-riit ditemukan karena hanyak Ailah SWT yang mempunyai kekuasaan dan

bersifat adil. Namr-rn untuk memenuhi telah tercantumnya azas hukum ini, kehendak masyarakat tidak

berlentangan dengan pengerturan yang ada dalarn hirkum, walerupun sebenamya kehendak masyarakat

secara kescluruhan sulit diterapkan namun paling tidzrk kehendak mayoritas n-rasyarakat telah tercantunt

clalam hukum tersebut. Misalnya, hukum ticiak akan dipatuhi ialau didaiamnya me ngatlll'tentang

pemal<saan lcehenclak, mcnguntungkan satu golongan sajtr dan sebaliknya hukum akan dengan sedirinya

drpatLrhi lialau rne ncantumltiit-r nilai-nihi licbersiimiuur, kcaclilan clan lttrtuk kcsc.ialtlcliian t"akyr211.

Kctigtt, l-alitor sosialisusi irtuu cfcli.trl-itas nrcnitnutnlttn hLtkun-t. I lLrktrrgsrng acla tidak akarr

clipatrrhi r-tlrsyarai<at liallLr ticlak clititnunantkan sc.illi clini [ragi scrtiap orang. Ivlulai tlari bayi, tclth

cliujarkurr rvulttrr-rvlrktrr rrntuh nralian, urcn;1LrsLri, nrancli tlan lrct'ttltin, bcgittr.iuga sctcllth itttitlt-rltlak

tlilljar|iirrrclttlttrrcIlghlttgltitctllltti,citt.ithtlt't-t.tltt1.ltlll

niiai scpcrli itu tcnrs ditarrautkun sclringglrt tlcnglun scnclirrnyir hLtlir-ul itrr clapat dipattrhi karcna tclah

tttcnjlitliltclriltsltltlllttltttsttlttrt|<cllrtttthlttt.Sclrirl1i;'.llltttktttltttl.sl:|ltl1

|ci:tlt:;:tclltt-lr1ra[lllatltcllillggitt-llttkltlltlll\iIl]l1lCl}Illtllttll..itlitcsiI'tlyalllicllIk

scndiri tctapi.juga tncntgil<an orattg laitt.

Kcenryut, faktor taulaclan dari pcmcrintah atau aparat pncgak liukutn. I)an dahulu tclah dil<cniil

istillh "lialall glu'Lt kcncing llcrcliri, maka nrur-iclkcncing bcrlari". Arlrnya. I'aktot'contoh suri tar-rlachn ini

bcrpcngaruh tel'hadap kepatr-rhan nrasyarakiit tcraclap hukunt. I(alau pcrrerintah atatl itpllrat pencgak

hukum patLrh tcrltaclap pcrnbayaran pajak, maka nrasyariikat sccarll perlahan akan ltct'usaha untuk

rncninr untuk letall taat clalanr n-icmbul'ar pl jak. ukari lctaiti kalittt apat ltt lrctnct intllll lllcllsrurlrtl\i.lll

kclclc;1an vang ticiak pcrrah cliLrrus pa-jak ke nclcraanltya, maka mitsyarakatpun lkan mcn-ugunakan

lliLsarr tcrscbut r-rntLrk ticlalt nrcmbayar pa.jak kcnclcriiannya kat'ena te litlr acla contoh ol'allg 1'ang ticiak

rncn-rtrayur-p:1tk jLrga clalltt scclLut lcluasa ntcngcncllti'i.ti licttclci'aitttitf ii.

Olch karcna itu, nrintnrirl clcngun te rlaksananyu kc cnrpull'ahtor rni. yaitLr htikum yang di[rcntuk
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telah mengandung azas pembentukan hukum (keadilan), kemudian masyarakat telah mengetahui dan

memahami hukum, seterusnya menghargai hukum tersebut karena telah menjadi kebutuhan ditambah

lagi dengan contoh yang baik dari pemerintah atau penegak hukum, dengan perlahan tetapi pasti

masyarakat akan menumbuhkan kepatuhannya terhadap hukum yang ada.
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